BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR: &4 /ORG TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Menimbang

Mengingat

BUPATI KAPUAS,

bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai
salah satu unsur perubahan dalam Reformasi Birokrasi
guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas;

bahwa sesuai ketentuan pada lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, bahwa
pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses
bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan
peta proses bisnis dengan surat keputusan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 73);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kapuas Nomor 53);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan
efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan Visi misi yang telah ditetapkan
agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan.

b. merupakan gambaran seluruh aktivitas kerja
terstruktur dan saling terkait antar unit organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
Keputusan ini adalah ruang lingkup Pemerintah Kabupaten
Kapuas dengan rincian sebagai berikut:

a. program sasaran dan tujuan Penyusunan Peta Proses
Bisnis tingkat Pemerintah Kabupaten Kapuas
mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten periode Tahun 2018-
2023;

b. tahapan penyusunan dengan mendata Kebijakan
Umum Program Pembangunan Kabupaten Kapuas

2018-2023;
c. melaksanakan Identifikasi Peta Proses untuk
mengelompokkan Sasaran, jenis proses

utama/pendukung/lainnya; dan

d. tabel identifikasi peta proses, identifikasi peta sub
proses dan Identifikasi peta lintas fungsi serta peta
relasi.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapksz: i Kuala Kapuas

padaienggal (o Desember 2022

¥ U AT) KAPUAS,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 564 /ORG TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

VISI KABUPATEN KAPUAS

TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN
MERATA SERTA BERKELANJUTAN

l

MISI KABUPATEN KAPUAS

l

MISI 1 : | Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar,
listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya.

MISI 2 : | Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan
kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro
industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan
Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap Gratis.

MISI 3 : | Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada
dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.

MISI 4 : | Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi, memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi
sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara).

MISI 5 : | Mengoptimalkan dan mewujudnyatakan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara
harmonis yang saling menguntungkan.

MISI 6 : | Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hakhak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas
melalui kelembagaan adat Dayak.
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MISI 7

Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya
pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

MISI 8

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, menerima guru
kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat
memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan
beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke
Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas.

MISI 9

Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus
sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk
meraih kehidupan yang lebih baik.

MISI 10

Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata, menerima tenaga kontrak bidang
kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS.

MISI 11

Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa
Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.

MISI 12

Meningkatkan peran, fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu,
Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan meningkatkan Insentif Guru
Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda,
Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan
anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

MISI 13

Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan
melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.

MISI 14

Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja
berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan
fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan
Insentif guru-guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.




IDENTIFIKASI KODE PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

No Nama Peta Proses Jenis Proses Kode Peta
Utama/Penduk Proses
ung
(1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya kualitas dan pemerataan Utama KPS.01
pendidikan masyarakat
2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Utama KPS.02
3 | Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat Utama KPS.03
4 | Meningkatnya peran perempuan dalam Utama KPS.04
pembangunan
5 | Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang Utama KPS.05
kompeten, produktif, dan berdaya saing
6 | Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan Utama KPS.06
sosial desa
7 | Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam Utama KPS.07
perekonomian daerah
8 | Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan dan Utama KPS.08
perikanan terhadap perekonomian daerah
9 | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Utama KPS.09
10 | Meningkatnya kontribusi sektor industri dan Utama KPS.10
perdagangan serta ekonomi kerakyatan terhadap
perekonomian daerah
11 | Meningkatnya penanaman modal daerah Utama KPS.11
12 | Terjaganya kualitas lingkungan hidup Utama KPS.12
13 | Terwujudnya kelestarian budaya dayak Utama KPS.13
14 | Meningkatkannya akses Masyarakat terhadap Utama KPS.14
Infrastruktur dasar
15 | Meningkatnya pelayanan angkutan yang murah, Utama KPS.15
mudah, aman, lancar dan terjangkau
16 | Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan Utama KPS.16
publik berkualitas
17 | Terwujudnya  Birokrasi yang bersih dan Utama KPS.17
akuntabel
18 | Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efesien Utama KPS.18
19 | Meningkatnya keterbukaan informasi publik Utama KPS.19
dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik
20 | Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Pendukung KPS.20
21 | Pengelolaan Anggaran Pendukung KPS.21
22 | Pengelolaan Akuntabilitas Pendukung KPS.22
23 | Pengelolaan Teknologi Informasi Pendukung KPS.23
24 | Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik Pendukung KPS.24




INPUT
PEMERINTAH
—
Kebijakan/regulasi
MASYARAKAT
—

Permintaan informasi,
konsultasi dan layanan

SWASTA /
PELAKU USAHA >

Permintaan informasi,
konsultasi dan layanan

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PROSES UTAMA
KPS.01 KPS.02 KPS.03 OUTPUT
Meningkatnya kualitas dan pemerataan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kesejahteraan PMKS
pendidikan masyarakat masyarakat
KPS.04 KPS.05 KPS.06
Meningkatnya peran perempuan dalam Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang Meningkatnya Ketahanan ekonomi, >
pembangunan kompoten, produktif, dan berdaya saing ekologi dan sosial desa
PEMERINTAH
KPS.07 KPS.08 KPS.09 >
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan Meningkatnya ketahanan pangan
dalam perekonomian daerah dan perikanan terhadap perekonomian daerah masyarakat .
Akuntabilitas/
KPS.10 KPS.11 KPS.12 Laporan
Meningkatnya kontribusi subsektor Meningkatnya penanaman modal daerah Terjaganya kualitas lingkungan hidup
industri dan perdagangan serta ekonomi
kerakyatan terhadap perekonomian
daerah
KPS.13 KPS.14 KPS.15
Terwujudnya kelestarian budaya dayak Meningkatkannya akses Masyarakat terhadap Meningkatnya pelayanan angkutan yang
Infrastruktur dasar murah, mudah, aman, lancar dan
terjangkau sl | MASYARAKAT
KPS.16 KPS.17 KPS.18
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan
pelayanan publik berkualitas akuntabel efesien Layanan Perizinan,
KPS.19 Pendidikan, Kesehatan dll
Meningkatnya keterbukaan informasi
publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik
PROSES PENDUKUNG
P lol PKPS'ZO P d P 1 }I<PS'2A1 P lol KpilZ(Z bil SWASTA/
engelolaan Peraturan Perundang- engelolaan Anggaran engelolaan Akuntabilitas
8 undangan 8 8 &8 8 —>| PELAKU USAHA
KPS.23 KPS.24

Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik

!

Layanan Perizinan, dll



IDENTIFIKASI KODE PETA SUB PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KPS.01 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
1 Wajib Belajar Pendidikan KPS.01.01 Pengelolaan Peraturan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa KPS.01.01.CFM.01 Dinas Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun Perundang-undangan, Pengadaan pakaian seragam sekolah KPS.01.01.CFM.02 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Anggaran, Pemeliharaan rutin/berkala ruang wunit| KPS.01.01.CFM.03 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Akuntabilitas, | kesehatan sekolah
Pengelolaan Teknologi Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas | KPS.01.01.CFM.04 Dinas Pendidikan
Informasi, Pengelolaan siswa
Kualitas Pelayanan Publik Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai | KPS.01.01.CFM.05 Dinas Pendidikan
informasi pendidikan dasar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan KPS.01.01.CFM.06 Dinas Pendidikan
Ujilan dan try out tingkat SD/MI dan | KPS.01.01.CFM.07 Dinas Pendidikan
SMP/MTs
Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan | KPS.01.01.CFM.08 Dinas Pendidikan
mutu sekolah (DAK SD/SMP)
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah | KPS.01.01.CFM.09 Dinas Pendidikan
jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD
(BOS-NAS)
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah | KPS.01.01.CFM.10 Dinas Pendidikan
jenjang SMP/MTS dan pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP
(BOS-NAS)

2 Peningkatan Mutu KPS.01.02 Pengelolaan Peraturan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik KPS.01.02.CFM.01 Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Tenaga Perundang-undangan, Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi | KPS.01.02.CFM.02 Dinas Pendidikan
Kependidikan Pengelolaan Anggaran, standar kompetensi

Pengelolaan Akuntabilitas, | Pengembangan sistem penghargaan dan | KPS.01.02.CFM.03 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Teknologi perlindungan terhadap profesi pendidik
Informasi, Pengelolaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan KPS.01.02.CFM.04 Dinas Pendidikan
Kualitas Pelayanan Publik

3 Manajemen Pelayanan KPS.01.03 Pengelolaan Peraturan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang | KPS.01.03.CFM.01 Dinas Pendidikan

Pendidikan Perundang-undangan, pendidikan
Pengelolaan Anggaran, Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan [ KPS.01.03.CFM.02 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Akuntabilitas, | di bidang pendidikan

8




No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Teknologi Pembinaan Dewan Pendidikan KPS.01.03.CFM.03 Dinas Pendidikan
Informasi, Pengelolaan Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan | KPS.01.03.CFM.04 Dinas Pendidikan
Kualitas Pelayanan Publik | lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
4 Pendidikan Anak Usia KPS.01.04 Pengelolaan Peraturan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa KPS.01.04.CFM.01 Dinas Pendidikan
Dini Perundang-undangan, Pengembangan data dan  informasi | KPS.01.04.CFM.02 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Anggaran, Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelolaan Akuntabilitas, | Perencanaan dan penyusunan program | KPS.01.04.CFM.03 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Teknologi Pendidikan Anak Usia Dini
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
5 Pendidikan Non Formal KPS.01.05 Pengelolaan Peraturan Pengembangan pendidikan keaksaraan KPS.01.05.CFM.01 Dinas Pendidikan

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
non formal

KPS.01.05.CFM.02

Dinas Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KPS.01.05.CFM.03

Dinas Pendidikan

KPS.02 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1 Pengadaan, peningkatan KPS.02.01 Pengelolaan Peraturan Pembangunan rumah sakit KPS.02.01.CFM.01 Dinas Kesehatan
dan Pemeliharaansarana Perundang-undangan,
dan prasarana rumah Pengelolaan Anggaran,
sakit/rumah sakit Pengelolaan Akuntabilitas,
jiwa/rumah sakit paru- Pengelolaan Teknologi
paru/rumah sakit mata Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
2 Pencegahan dan KPS.02.05 Pengelolaan Peraturan Peningkatan survellance Epidemiologi dan | KPS.02.05.CFM.05 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Perundang-undangan, penanggulangan wabah
Penyakit Menular Pengelolaan Anggaran, Peningkatam komunikasi, informasi dan | KPS.02.05.CFM.06 Dinas Kesehatan
Pengelolaan Akuntabilitas, | edukasi (ide) pencegahan dan
Pengelolaan Teknologi pemberantasan penyakit
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Perbaikan Gizi KPS.02.06 Pengelolaan Peraturan Pemberian tambahan makanan dan vitamin KPS.02.06.CFM.01 Dinas Kesehatan

Masyarakat

Perundang-undangan,

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

9

KPS.02.06.CFM.02

Dinas Kesehatan




No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)

Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

keluarga sadar gizi

KPS.03 Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat

1 Pelayanan dan KPS.03.01 Pengelolaan Peraturan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum | KPS.03.01.CFM.01 Dinas Sosial
Rehabilitasi Perundang-undangan, bagi korban eksploitasi, perdagangan
Kesejahteraan Sosial Pengelolaan Anggaran, perempuan dan anak
Pengelolaan Akuntabilitas, | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan | KPS.03.01.CFM.02 Dinas Sosial
Pengelolaan Teknologi prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
Informasi, Pengelolaan bagi PMKS
Kualitas Pelayanan Publik | Perumusan  kebijakan dan sikronisasi | KPS.03.01.CFM.03 Dinas Sosial
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Penanganan masalah-masalah strategis yang | KPS.03.01.CFM.04 Dinas Sosial
menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa.
Pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan | KPS.03.01.CFM.05 Dinas Sosial
Sosial Lansia.
2 Pelayanan kesehatan KPS.03.02 Pengelolaan Peraturan Pelayanan operasi katarak KPS.03.02.CFM.01 | RSUD Dr. H. Soemarno
penduduk miskin Perundang-undangan, Sosroatmodjo
Pengelolaan Anggaran, Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah | KPS.03.02.CFM.02 | RSUD Dr. H. Soemarno
Pengelolaan Akuntabilitas, | (Jamkesda) Sosroatmodjo
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Pemberdayaan KPS.03.03 Pengelolaan Peraturan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan | KPS.03.03.CFM.01 Dinas Sosial
Kelembagaan Perundang-undangan, sosial masyarakat

Kesejahteraan Sosial

Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

KPS.03.03.CFM.02

Dinas Sosial

KPS.04 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Peningkatan Kualitas KPS.04.01 Pengelolaan Peraturan Upaya perlindungan perempuan terhadap [ KPS.04.01.CFM.01 Dinas P3AP2KB
Hidup dan Perlindungan Perundang-undangan, tindak kekerasan
Perempuan Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
2 Peningkatan peran serta KPS.04.02 Pengelolaan Peraturan Kegiatan = pendidikan = dan  pelatihan | KPS.04.02.CFM.01 Dinas P3AP2KB
dan kesetaraan gender Perundang-undangan, peningkatan peran serta dan Kkesetaraan
dalam pembangunan Pengelolaan Anggaran, jender
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Keluarga Berencana KPS.04.03 Pengelolaan Peraturan Pelayanan KIE KPS.04.03.CFM.01 Dinas P3AP2KB
Perundang-undangan, Pembinaan Keluarga Berencana KPS.04.03.CFM.02 Dinas P3AP2KB
Pengelolaan Anggaran, Peningkatan Kinerja Balai Penyuluh KB KPS.04.03.CFM.03 Dinas P3AP2KB
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
4 Penguatan Kelembagaan KPS.04.04 Pengelolaan Peraturan Pengembangan pusat pelayanan terpadu | KPS.04.04.CFM.01 Dinas P3AP2KB
Pengarusutamaan Perundang-undangan, pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Gender dan Anak Pengelolaan Anggaran, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan | KPS.04.04.CFM.02 Dinas P3AP2KB
Pengelolaan Akuntabilitas, | gender dan anak
Pengelolaan Teknologi Peningkatan  kapasitas dan  jaringan | KPS.04.04.CFM.03 Dinas P3AP2KB

Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
anak

KPS.05 Meningkatnya tenaga kerja berkualitas

yang kompeten, produktif, dan berdaya saing

1

Peningkatan Kesempatan
Kerja

KPS.05.01

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

KPS.05.01.CFM.01

Dinas Tenaga Kerja
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Kualitas Pelayanan Publik
2 Peningkatan Kualitas dan KPS.05.02 Pengelolaan Peraturan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi | KPS.05.02.CFM.02 Dinas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Perundang-undangan, pencari kerja
Kerja Pengelolaan Anggaran, Peningkatan keterampilan dan kompetensi | KPS.05.02.CFM.03 Dinas Tenaga Kerja
Pengelolaan Akuntabilitas, | bagi pencari kerja
Pengelolaan Teknologi Penyebarluasan informasi, pemasaran dan | KPS.05.02.CFM.04 Dinas Tenaga Kerja
Informasi, Pengelolaan sosialisasi BLK
Kualitas Pelayanan Publik | pembinaan LPK/LPKS KPS.05.02.CFM.07 Dinas Tenaga Kerja
3 Perlindungan dan KPS.05.03 Pengelolaan Peraturan Penyelesaian prosedur, penyelesaian | KPS.05.03.CFM.01 Dinas Tenaga Kerja

Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

perselisihan hubungan industrial

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan

KPS.05.03.CFM.02

Dinas Tenaga Kerja

Penyusunan dan penetapan upah minimum
sektoral kabupaten

KPS.05.03.CFM.03

Dinas Tenaga Kerja

KPS.06 Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa

1 Pengembangan Lembaga KPS.06.01 Pengelolaan Peraturan Pelatihan ketrampilan manajemen badan | KPS.06.01.CFM.01 Dinas PMD
Ekonomi Pedesaan Perundang-undangan, usaha milik desa
Pengelolaan Anggaran, Monitoring, evaluasi dan pelaporan KPS.06.01.CFM.02 Dinas PMD
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
2 Peningkatan Partisipasi KPS.06.02 Pengelolaan Peraturan Pembinaan kelompok masyarakat | KPS.06.02.CFM.01 Dinas PMD
Masyarakat Dalam Perundang-undangan, pembangunan desa
Membangun Desa Pengelolaan Anggaran, Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | KPS.06.02.CFM.02 Dinas PMD
Pengelolaan Akuntabilitas, | Pelayanan sosial dasar dan pembangunan | KPS.06.02.CFM.03 Dinas PMD
Pengelolaan Teknologi partisipatif
Informasi, Pengelolaan Pengembangan dan pendayagunaan teknologi | KPS.06.02.CFM.04 Dinas PMD
Kualitas Pelayanan Publik | tepat guna
3 Peningkatan Kapasitas KPS.06.03 Pengelolaan Peraturan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam | KPS.06.03.CFM.01 Dinas PMD
Aparatur Pemerintahan Perundang-undangan, bidang pengelolaan keuangan daerah
Desa Pengelolaan Anggaran, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam | KPS.06.03.CFM.02 Dinas PMD
Pengelolaan Akuntabilitas, | bidang manajemen pemerintahan desa
Pengelolaan Teknologi Monitoring, evaluasi dan pelaporan KPS.06.03.CFM.03 Dinas PMD
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No

Nama Peta Sub Proses

Kode Sub
Proses

Proses Pendukung

Nama Lintas Fungsi

Kode Lintas Fungsi

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Penataan dan Pembinaan
Administrasi Pemerintah
Desa

KPS.06.04

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Penyusunan peraturan-peraturan
pemerintah desa

tentang

KPS.06.04.CFM.01

Dinas PMD

Penataan dan perkembangan desa

KPS.06.04.CFM.02

Dinas PMD

Peningkatan
Pemberdayaan Desa

KPS.06.05

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Pengembangan
lingkungan

kapasitas pelestarian

KPS.06.05.CFM.01

Dinas PMD

Pengembangan Kapasitas
Kawasan Perdesaan

dan Kerjasama

KPS.06.05.CFM.02

Dinas PMD

Penanaman pohon pada
lahan diluar kawasan
(DBH-DR)

KPS.06.06

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan penanaman (Sisa DBH SDA DR)

KPS.06.06.CFM.01

Dinas Lingkungan
Hidup

KPS.07 Meningkatnya kontribus

i sektor pertanian dalam perekonomian dae

rah

1

Agribisnis Pertanian

KPS.07.01

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil tanaman pangan

KPS.07.01.CFM.01

Dinas Pertanian

Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil hortikultura

KPS.07.01.CFM.02

Dinas Pertanian

Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil perkebunan

KPS.07.01.CFM.03

Dinas Pertanian

Pengembangan pengolahan hasil peternakan

KPS.07.01.CFM.04

Dinas Pertanian

Pembiayaan dan investasi pertanian

KPS.07.01.CFM.05

Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi
Hortikultura

KPS.07.02

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,

Peningkatan Produksi Dan Produktivitas
Tanaman Hortikultura

KPS.07.02.CFM.01

Dinas Pertanian

Pemanfaatan Lahan Pekarangan

KPS.07.02.CFM.02

Dinas Pertanian
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Akuntabilitas, | Perlindungan Tanaman Hortikultura KPS.07.02.CFM.03 Dinas Pertanian
Pengelolaan Teknologi Pengembangan Perbenihan/Perbibitan | KPS.07.02.CFM.04 Dinas Pertanian
Informasi, Pengelolaan Hortikultura
Kualitas Pelayanan Publik
3 Pemberdayaan Penyuluh KPS.07.03 Pengelolaan Peraturan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh [ KPS.07.03.CFM.01 Dinas Pertanian
Pertanian Lapangan Perundang-undangan, pertanian/perkebunan
Pengelolaan Anggaran, Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh | KPS.07.03.CFM.02 Dinas Pertanian
Pengelolaan Akuntabilitas, | pertanian/perkebunan
Pengelolaan Teknologi Penyuluhan dan pendampingan bagi | KPS.07.03.CFM.03 Dinas Pertanian
Informasi, Pengelolaan pertanian/perkebunan
Kualitas Pelayanan Publik | penyuluhan  dan  pendampingan bagi | KPS.07.03.CFM.04 Dinas Pertanian
pertanian/perkebunan (DAK)
4 Penyediaan Sarana dan KPS.07.04 Pengelolaan Peraturan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian KPS.07.04.CFM.01 Dinas Pertanian
Prasarana Pertanian Perundang-undangan, Mekanisasi Pertanian KPS.07.04.CFM.02 Dinas Pertanian
Pengelolaan Anggaran, Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air KPS.07.04.CFM.03 Dinas Pertanian
Pengelolaan Akuntabilitas, | peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air | KPS.07.04.CFM.04 Dinas Pertanian

Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

(DAK)

KPS.08 Meningkatnya kontribus

i subsektor kelautan dan perikanan terhada

perekonomian daerah

1 Pengembangan KPS.08.01 Pengelolaan Peraturan Pendampingan pada kelompok nelayan | KPS.08.01.CFM.01 Dinas Perikanan
Perikanan Tangkap Perundang-undangan, perikanan tangkap
Pengelolaan Anggaran, Peningkatan sarana dan prasarana perikanan | KPS.08.01.CFM.02 Dinas Perikanan
Pengelolaan Akuntabilitas, | tangkap
Pengelolaan Teknologi Pengendalian sumber daya ikan dan| KPS.08.01.CFM.03 Dinas Perikanan
Informasi, Pengelolaan per]indungan ne]ayan
Kualitas Pelayanan Publik
2 Pengelolaan Usaha KPS.08.02 Pengelolaan Peraturan Pembinaan pengolahan hasil perikanan KPS.08.02.CFM.01 Dinas Perikanan

Perikanan

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Promosi dan ekspose hasil perikanan

KPS.08.02.CFM.02

Dinas Perikanan

Pembinaan usaha perikanan

KPS.08.02.CFM.03

Dinas Perikanan

Pengelolaan sarana dan prasarana pengolah
dan pemasar hasil perikanan

KPS.08.02.CFM.04

Dinas Perikanan
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)

KPS.09 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

1 Peningkatan Produksi KPS.09.01 Pengelolaan Peraturan Pengembangan Indeks Pertanaman Tanaman | KPS.09.01.CFM.01 Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Perundang-undangan, Pangan
Pengelolaan Anggaran, Pengembangan Tanaman Pangan Pada Lahan | KPS.09.01.CFM.02 Dinas Pertanian
Pengelolaan Akuntabilitas, | Kering
Pengelolaan Teknologi Perlindungan tanaman pangan KPS.09.01.CFM.03 Dinas Pertanian
Informasi, Pengelolaan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan | KPS.09.01.CFM.04 Dinas Pertanian
Kualitas Pelayanan Publik | Tanaman Pangan
2 Peningkatan Produksi KPS.09.02 Pengelolaan Peraturan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat | KPS.09.02.CFM.01 Dinas Pertanian
Perkebunan Perundang-undangan, Perllindungan Tanaman Perkebunan KPS.09.02.CFM.02 Dinas Pertanian
Pengelolaan Anggaran, Pengembangan Perbenihan/Perbibian | KPS.09.02.CFM.03 Dinas Pertanian
Pengelolaan Akuntabilitas, Tanaman Perkebunan
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Peningkatan kemampuan KPS.09.04 Pengelolaan Peraturan Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu | KPS.09.04.CFM.01 Dinas Perdagangan
teknologi industri Perundang-undangan, Hingga Hilir Perindustrian Koperasi
Pengelolaan Anggaran, dan UKM
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
KPS.10 Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan serta ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah

1 Peningkatan dan KPS.10.01 Pengelolaan Peraturan Pengembangan informasi peluang pasar | KPS.10.01.CFM.01 Dinas Perdagangan
Pengembangan Ekspor Perundang-undangan, perdagangan luar negeri Perindustrian Koperasi
Pengelolaan Anggaran, dan UKM
Pengelolaan Akuntabilitas, | Kebijakan pembangunan perdagangan KPS.10.01.CFM.02 Dinas Perdagangan
Pengelolaan Teknologi Perindustrian Koperasi
Informasi, Pengelolaan dan UKM
Kualitas Pelayanan Publik | Pengembangan Promosi Ekspor KPS.10.01.CFM.03 Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi
dan UKM
2 Peningkatan Efisiensi KPS.10.02 Pengelolaan Peraturan Penyempurnaan perangkat peraturan, | KPS.10.02.CFM.01 Dinas Perdagangan

Perdagangan Dalam
Negeri

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,

kebijakan dan pelaksanaan operasional

Perindustrian Koperasi
dan UKM
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Akuntabilitas, | Pengembangan pasar dan  distribusi | KPS.10.02.CFM.02 Dinas Perdagangan
Pengelolaan Teknologi barang/produk Perindustrian Koperasi
Informasi, Pengelolaan dan UKM
Kualitas Pelayanan Publik | Peningkatan sistem dan jaringan informasi | KPS.10.02.CFM.03 Dinas Perdagangan
perdagangan Perindustrian Koperasi
dan UKM
Pengembangan  pasar dan  distribusi | KPS.10.02.CFM.04 Dinas Perdagangan
barang/produk (DAK) Perindustrian Koperasi
dan UKM
Pengembangan pasar dan  distribusi | KPS.10.02.CFM.05 Dinas Perdagangan
barang/produk (APBD) Perindustrian Koperasi
dan UKM
3 Pembinaan Pedagang KPS.10.03 Pengelolaan Peraturan Pembinaan organisasi pedagang kaki lima [ KPS.10.03.CFM.01 Dinas Perdagangan
Kaki Lima dan Asongan Perundang-undangan, dan asongan Perindustrian Koperasi
Pengelolaan Anggaran, dan UKM
Pengelolaan Akuntabilitas, | Penataan tempat berusaha bagi pedagang | KPS.10.03.CFM.02 Dinas Perdagangan
Pengelolaan Teknologi kaki lima dan asongan Perindustrian Koperasi
Informasi, Pengelolaan dan UKM
Kualitas Pelayanan Publik | Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki | KPS.10.03.CFM.03 Dinas Perdagangan
lima dan asongan Perindustrian Koperasi
dan UKM
4 Pengembangan KPS.10.04 Pengelolaan Peraturan Pengembangan sarana  promosi hasil [ KPS.10.04.CFM.01 Dinas Perdagangan
Kewirausahaan dan Perundang-undangan, produksi Perindustrian Koperasi
Keunggulan Kompetitif Pengelolaan Anggaran, dan UKM
Usaha Kecil Menengah Pengelolaan Akuntabilitas, | Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM | KPS.10.04.CFM.02 Dinas Perdagangan
Pengelolaan Teknologi dan koperasi Perindustrian Koperasi
Informasi, Pengelolaan dan UKM
Kualitas Pelayanan Publik
5 Peningkatan kapasitas KPS.10.05 Pengelolaan Peraturan Pengembangan kapasitas pranata | KPS.10.05.CFM.01 Dinas Perdagangan
iptek sistem produksi Perundang-undangan, pengukuran, standarisasi, pengujian dan Perindustrian Koperasi
Pengelolaan Anggaran, kualitas dan UKM
Pengelolaan Akuntabilitas, | Pengembangan sistem inovasi teknologi | KPS.10.05.CFM.02 Dinas Perdagangan
Pengelolaan Teknologi industri Perindustrian Koperasi

Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 Pengembangan sentra- KPS.10.06 Pengelolaan Peraturan Penyediaan sarana informasi yang dapat | KPS.10.06.CFM.01 Dinas Perdagangan

sentra industri potensial

Perundang-undangan,

diakses masyarakat

Perindustrian Koperasi

Pengelolaan Anggaran, dan UKM
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
KPS.11 Meningkatnya penanaman modal daerah
1 Peningkatan Promosidan | KPS.11.01 Pengelolaan Peraturan Penyelenggaraan pameran investasi KPS.11.01.CFM.01 Dinas PMPTSP
Kerjasama Investasi Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
KPS.12 Terjaganya kualitas lingkungan hidup
1 Pengembangan kinerja KPS.12.01 Pengelolaan Peraturan Pengendalian Kebersihan Kota KPS.12.01.CFM.01 Dinas PUPRPKPP
pengelolaan Perundang-undangan,
persampahan Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
2 Pengendalian KPS.12.02 Pengelolaan Peraturan Penilaian Kota Sehat/Adipura KPS.12.02.CFM.01 Dinas Lingkungan
pencemaran dan Perundang-undangan, Hidup
perusakan lingkungan Pengelolaan Anggaran, Pemantauan Kualitas Lingkungan KPS.12.02.CFM.02 Dinas Lingkungan
hidup Pengelolaan Akuntabilitas, Hidup
Pengelolaan Teknologi Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang | KPS.12.02.CFM.03 Dinas Lingkungan
Informasi, Pengelolaan lingkungan hidup Hidup
Kualitas Pelayanan Publik | pengelolaan B3 dan Limbah B3 KPS.12.02.CFM.04 Dinas Lingkungan
Hidup
Pengkajian dampak lingkungan KPS.12.02.CFM.05 Dinas Lingkungan
Hidup
3 Perlindungan dan KPS.12.03 Pengelolaan Peraturan Pengendalian Dampak Perubahan lklim KPS.12.03.CFM.01 Dinas Lingkungan
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
konservasi sumber daya Perundang-undangan, Hidup
alam Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
4 Pencegahan dan KPS.12.04 Pengelolaan Peraturan Pembentukan dan pembinaan brigade | KPS.12.04.CFM.01 Dinas Lingkungan
penanggulangan Perundang-undangan, pengendalian kebakaran hutan (Sisa DBH Hidup
kebakaran hutan (DBH- Pengelolaan Anggaran, SDA DR)
DR) Pengelolaan Akuntabilitas, | Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan | KPS.12.04.CFM.02 Dinas Lingkungan
Pengelolaan Teknologi dan lahan melalui berbagai ragam metode Hidup
Informasi, Pengelolaan (Sisa DBH SDA DR)

Kualitas Pelayanan Publik | Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat | KPS.12.04.CFM.03 Dinas Lingkungan
peraga pencegahan kebakaran hutan dan Hidup
lahan (Sisa DBH SDA DR)

Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong | KPS.12.04.CFM.04 Dinas Lingkungan
air (Sisa DBH SDA DR) Hidup
Pembuatan, Penyajian dan penyebarluasan | KPS.12.04.CFM.05 Dinas Lingkungan
informasi kerawanan kebakaran hutan dan Hidup
lahan melalui peta dan sejenisnya (Sisa DBH
SDA DR)
Patroli pencegahan pengendalian kebakaran | KPS.12.04.CFM.06 Dinas Lingkungan
hutan dan lahan (Sisa DBH SDA DR) Hidup
Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat | KPS.12.04.CFM.07 Dinas Lingkungan
bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya Hidup
(Sisa DBH SDA DR)
Pelatihan/pembekalan/inhousetraining / KPS.12.04.CFM.08 Dinas Lingkungan
penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran Hidup
hutan dan lahan

5 Penanaman bambu pada KPS.12.05 Pengelolaan Peraturan Penanaman bambu dikanan kiri sungai (Sisa | KPS.12.05.CFM.01 Dinas Lingkungan

kanan kiri sungai,
sempadan danau dan
DTA, sekitar mata air dan
daerah imbuhan air
tanah (DBH DR)

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan

DBH SDA DR)
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)

Kualitas Pelayanan Publik

KPS.13 Terwujudnya kelestarian budaya dayak

1 Pengembangan Nilai KPS.13.01 Pengelolaan Peraturan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya | KPS.13.01.CFM.01 Dinas Kebudayaan,
Budaya Perundang-undangan, daerah Kepemudaan dan
Pengelolaan Anggaran, Olahraga
Pengelolaan Akuntabilitas, | Pemberian dukungan, penghargaan dan | KPS.13.01.CFM.02 Dinas Kebudayaan,
Pengelolaan Teknologi kerjasama di bidang budaya Kepemudaan dan
Informasi, Pengelolaan Olahraga
Kualitas Pelayanan Publik
2 Pengelolaan Keragaman KPS.13.02 Pengelolaan Peraturan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah KPS.13.02.CFM.01 Dinas Kebudayaan,
Budaya Perundang-undangan, Kepemudaan dan
Pengelolaan Anggaran, Olahraga
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Pengelolaan Kekayaan KPS.13.03 Pengelolaan Peraturan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian [ KPS.13.03.CFM.01 Dinas Kebudayaan,

Budaya

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan

peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air

Kepemudaan dan
Olahraga

Pengelolaan dan pelestarian warisan budaya

KPS.13.03.CFM.02

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga

Kualitas Pelayanan Publik | Seminar/sosialisasi pengelolaan kekayaan | KPS.13.03.CFM.03 Dinas Kebudayaan,
daerah Kepemudaan dan
Olahraga
KPS.14 Meningkatkannya akses Masyarakat terhadap Infrastruktur dasar
1 Pengembangan KPS.14.01 Pengelolaan Peraturan Pembangunan sarana dan prasarana rumah | KPS.14.01.CFM.01 Dinas PUPRPKPP
Perumahan Perundang-undangan, sederhana sehat (DAK)
Pengelolaan Anggaran, Perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat | KPS.14.01.CFM.02 Dinas PUPRPKPP
Pengelolaan Akuntabilitas, | berpenghasilan rendah
Pengelolaan Teknologi Perencanaan pembangunan perumahan KPS.14.01.CFM.03 Dinas PUPRPKPP
Informasi, Pengelolaan Monitoring, evaluasi dan pengawasan | KPS.14.01.CFM.04 Dinas PUPRPKPP
Kualitas Pelayanan Publik pembangunan perumahan
2 Peningkatan Kerjasama KPS.14.03 Pengelolaan Peraturan Kerjasama antar daerah dalam penyediaan | KPS.14.03.CFM.01 Sekretariat Daerah
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Antar Pemerintah Daerah Perundang-undangan, pelayanan publik (pemerintahan)
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Peningkatan Layanan KPS.14.04 Pengelolaan Peraturan Pembangunan dan pengembangan bidang | KPS.14.04.CFM.01 Sekretariat Daerah

Administrasi
Pembangunan Energi dan
sumber daya mineral

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

ketenagalistrikan

(Perekonomian dan
SDA)

Pemanfaatan gas tambang dan minyak

KPS.14.04.CFM.02

Sekretariat Daerah
(Perekonomian dan
SDA)

KPS.15 Meningkatnya pelayanan angkutan yan

murah, mudah, aman, lancar dan terjangkau

1

Peningkatan/Pembangun
an Jalan

KPS.15.01

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan/pembangunan jalan

KPS.15.01.CFM.01

Dinas PUPRPKPP

Peningkatan/Pembangun
an Jembatan

KPS.15.02

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan/pembangunan jembatan

KPS.15.02.CFM.01

Dinas PUPRPKPP

Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan

KPS.15.03

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

Pemeliharaan jalan dan jembatan
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Dinas PUPRPKPP




No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
4 Pembangunan Prasarana KPS.15.04 Pengelolaan Peraturan Perencanaan pembangunan prasarana dan | KPS.15.04.CFM.01 Dinas Perhubungan
dan Fasilitas Perundang-undangan, fasilitas perhubungan
Perhubungan Pengelolaan Anggaran, Penyusunan Kkebijakan, norma, standar dan | KPS.15.04.CFM.02 Dinas Perhubungan
Pengelolaan Akuntabilitas, | prosedur bidang perhubungan
Pengelolaan Teknologi Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan KPS.15.04.CFM.03 Dinas Perhubungan
Informasi, Pengelolaan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan | KPS.15.04.CFM.04 Dinas Perhubungan
Kualitas Pelayanan Publik | sungai, danau dan penyeberangan
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan | KPS.15.04.CFM.05 Dinas Perhubungan
darat
5 Peningkatan Pelayanan KPS.15.05 Pengelolaan Peraturan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat | KPS.15.05.CFM.01 Dinas Perhubungan
Angkutan Perundang-undangan, menggunakan angkutan
Pengelolaan Anggaran, Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi | KPS.15.05.CFM.02 Dinas Perhubungan
Pengelolaan Akuntabilitas, | guna keselamatan penumpang
Pengelolaan Teknologi Kegiatan pengendalian disiplin | KPS.15.05.CFM.03 Dinas Perhubungan
Informasi, Pengelolaan pengoperasian angkutan umum dijalan raya
Kualitas Pelayanan Publik | Kegijatan penataan tempat-tempat | KPS.15.05.CFM.04 Dinas Perhubungan
pemberhentian angkutan umum
Pengumpulan dan analisis data base| KPS.15.05.CFM.05 Dinas Perhubungan
pelayanan angkutan
Pengembangan sarana dan prasarana | KPS.15.05.CFM.06 Dinas Perhubungan
pelayanan jasa angkutan
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas | KPS.15.05.CFM.07 Dinas Perhubungan
dan angkutan
6 Peningkatan Kelaikan KPS.15.06 Pengelolaan Peraturan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor KPS.15.06.CFM.01 Dinas Perhubungan
Pengoperasian Perundang-undangan,
Kendaraan Bermotor Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
7 Pengendalian dan KPS.15.07 Pengelolaan Peraturan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas KPS.15.07.CFM.01 Dinas Perhubungan

Pengamanan Lalu Lintas

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,

Pengadaan marka jalan
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Dinas Perhubungan




No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
KPS.16 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
1 Pengembangan KPS.16.01 Pengelolaan Peraturan Pelatihan budaya pelayanan prima KPS.16.01.CFM.01 Dinas PMPTSP
Administrasi Pelayanan Perundang-undangan, Melakukan pengembangan standar pelayanan | KPS.16.01.CFM.02 Dinas PMPTSP
Pengelolaan Anggaran, perijinan
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
2 Administrasi pembinaan KPS.16.02 Pengelolaan Peraturan Penguatan dan  keterpautan  bidang | KPS.16.02.CFM.01 Sekretariat Daerah
kemasyarakatan dan Perundang-undangan, ketenagakerjaan, transmigrasi dan P3APPKB (Kesra)
kesejahteraan rakyat Pengelolaan Anggaran, Penguatan manajemen tim pembina UKS/M KPS.16.02.CFM.02 Sekretariat Daerah
Pengelolaan Akuntabilitas, (Kesra)
Pengelolaan Teknologi Penyelenggaraan forum silahturahmi | KPS.16.02.CFM.03 Sekretariat Daerah
Informasi, Pengelolaan pemerintah daerah dan himpunan mahasiswa (Kesra)
Kualitas Pelayanan Publik | pelajar yang menempuh pendidikan di luar
daerah
Penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa | KPS.16.02.CFM.04 Sekretariat Daerah
berprestasi (Kesra)
Pelaksanaan sistem informasi, evaluasi pada | KPS.16.02.CFM.05 Sekretariat Daerah
bidang sosial dan kesehatan (Kesra)
3 Penataan administrasi KPS.16.03 Pengelolaan Peraturan Pelaksanaan kebijakan kependudukan KPS.16.03.CFM.01 Dinas Kependudukan

kependudukan

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik

dan Pencatatan Sipil

Pengolahan dalam penyusunan
informasi kependudukan

laporan

KPS.16.03.CFM.02

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan

KPS.16.03.CFM.03

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Sosialisasi kebijakan kependudukan

KPS.16.03.CFM.04

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
pencatatan sipil

KPS.16.03.CFM.05

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4 Perencanaan KPS.16.04 Pengelolaan Peraturan Penyusunan dokumen perencanaan | KPS.16.04.CFM.01 Bappeda
Pembangunan Daerah Perundang-undangan, pembangunan daerah
Pengelolaan Anggaran, Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi | KPS.16.04.CFM.02 Bappeda
Pengelolaan Akuntabilitas, | Pembangunan Daerah
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
5 Peningkatan sistem KPS.16.05 Pengelolaan Peraturan Pengendalian =~ manajemen  pelaksanaan [ KPS.16.05.CFM.01 Sekretariat Daerah
pengawasan Internal dan Perundang-undangan, kebijakan KDH (pemerintahan)
pengendalian kebijakan Pengelolaan Anggaran, Penanganan kasus pada wilayah | KPS.16.05.CFM.02 Sekretariat Daerah
KDH Pengelolaan Akuntabilitas, | pemerintahan dibawahnya (hukum)
Pengelolaan Teknologi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan KPS.16.05.CFM.03 Sekretariat Daerah
Informasi, Pengelolaan (Perencanaan dan
Kualitas Pelayanan Publik keuangan)
Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk)| KPS.16.05.CFM.04 Sekretariat Daerah
Pilkada (pemerintahan)
Pengelolaan pelaporan harta kekayaan | KPS.16.05.CFM.05 Sekretariat Daerah
penyelenggaraan negara (Bagian Organisasi) /
Inspektorat (saat ini)
6 Peningkatan KPS.16.06 Pengelolaan Peraturan Pemberian Bantuan dan Beasiswa Bibit| KPS.16.06.CFM.01 Inspektorat
Profesionalisme Tenaga Perundang-undangan, Unggul Daerah
Pemeriksa dan Aparatur Pengelolaan Anggaran, Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian | KPS.16.06.CFM.02 Inspektorat
Pengawasan Pengelolaan Akuntabilitas, | akuntabilitas kinerja
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
7 Penyusunan, KPS.16.07 Pengelolaan Peraturan Peningkatan pengelolaan anggaran daerah KPS.16.07.CFM.01 BPKAD
pengendalian dan Perundang-undangan, Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana [ KPS.16.07.CFM.02 BPKAD
evaluasi anggaran Pengelolaan Anggaran, kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan
pemerintah daerah Pengelolaan Akuntabilitas, | Perubahannya
Pengelolaan Teknologi Pemeliharaan  jaringan dan  aplikasi | KPS.16.07.CFM.03 BPKAD
Informasi, Pengelolaan pengelolaan keuangan daerah
Kualitas Pelayanan Publik Penyusunan rancangan peraturan daerah | KPS.16.07.CFM.04 BPKAD
tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH [ KPS.16.07.CFM.05 BPKAD
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah | KPS.16.07.CFM.06 BPKAD
tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH | KPS.16.07.CFM.07 BPKAD
tentang penjabaran Perubahan APBD
Pemutahiran analisis standar belanja KPS.16.07.CFM.08 BPKAD
Monitoring dan evaluasi penerimaan dana [ KPS.16.07.CFM.09 BPKAD
hibah dan bansos
8 Pembinaan dan KPS.16.08 Pengelolaan Peraturan Penyelesaian Usul Status Pegawai KPS.16.08.CFM.01 Sekretariat Daerah
Pengembangan aparatur Perundang-undangan, (umum)
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
KPS.17 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
1 Peningkatan pelaporan KPS.17.01 Pengelolaan Peraturan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan | KPS.17.01.CFM.01 BPKAD
dan akuntansi Perundang-undangan, keuangan daerah
pemerintah daerah Pengelolaan Anggaran, Monitoring dan evaluasi penatausahaan [ KPS.17.01.CFM.02 BPKAD
Pengelolaan Akuntabilitas, | keuangan daerah
Pengelolaan Teknologi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah | KPS.17.01.CFM.03 BPKAD
Informasi, Pengelolaan Daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)
Kualitas Pelayanan Publik | penyusunan  laporan  semesteran dan | KPS.17.01.CFM.04 BPKAD
prognosis realisasi anggaran pemerintah
daerah Kabupaten Kapuas
Penyusunan rancangan peraturan daerah | KPS.17.01.CFM.05 BPKAD
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Penyusunan rancangan peraturan Kepala | KPS.17.01.CFM.06 BPKAD
Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Pengelolaan laporan keuangan semesteran, | KPS.17.01.CFM.07 BPKAD
prognosis dan akhir tahun
2 Pembangunan KPS.17.02 Pengelolaan Peraturan Penyusunan dan pengumpulan | KPS.17.02.CFM.01 Bappeda
Data/Informasi Perundang-undangan, data/informasi  kebutuhan  penyusunan
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Anggaran, dokumen perencanaan
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Pengelolaan aset KPS.17.03 Pengelolaan Peraturan Penyusunan standar barang KPS.17.03.CFM.01 BPKAD
pemerintah daerah Perundang-undangan, Peningkatan manajemen aset/barang daerah KPS.17.03.CFM.02 BPKAD
Pengelolaan Anggaran, Revaluasi/appraisal aset/barang daerah KPS.17.03.CFM.03 BPKAD
Pengelolaan Akuntabilitas, | Penyusunan sistem informasi barang daerah KPS.17.03.CFM.04 BPKAD
Pengelolaan Teknologi Perencanaan kebutuhan barang milik daerah KPS.17.03.CFM.05 BPKAD
Informasi, Pengelolaan Penataan, pengamanan dan penghapusan | KPS.17.03.CFM.06 BPKAD
Kualitas Pelayanan Publik barang milik daerah
Penataan, penguasaan, pemilikan, | KPS.17.03.CFM.07 BPKAD
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Monitoring dan evaluasi laporan barang milik | KPS.17.03.CFM.08 BPKAD
daerah perangkat daerah
Inventarisasi/sensus barang milik daerah KPS.17.03.CFM.09 BPKAD
KPS.18 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efesien
1 Peningkatan Kapasitas KPS.18.01 Pengelolaan Peraturan Pendidikan dan pelatihan formal KPS.18.01.CFM.01 BKPSDM
Sumber Daya Manusia Perundang-undangan, Sosialisasi peraturan perundang-undangan KPS.18.01.CFM.02 BKPSDM
Pengelolaan Anggaran, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS | KPS.18.01.CFM.03 BKPSDM
Pengelolaan Akuntabilitas, | daerah
Pengelolaan Teknologi Peningkatan keterampilan dan | KPS.18.01.CFM.04 BKPSDM
Informasi, Pengelolaan profesionalisme
Kualitas Pelayanan Publik [ pendidikan dan pelatihan Prajaban bagi calon | KPS.18.01.CFM.05 BKPSDM

PNS daerah

KPS.19 Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan berbasis elektronik

1 Pengelolaan Aplikasi KPS.19.01 Pengelolaan Peraturan Layanan nama domain dan sub domain bagi | KPS.19.01.CFM.01 Dinas Kominfo
Informatika Perundang-undangan, lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan
Pengelolaan Anggaran, dilingkungan Pemerintah Daerah
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
2 Penyelenggaraan KPS.19.02 Pengelolaan Peraturan Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan | KPS.19.02.CFM.01 Dinas Kominfo
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No Nama Peta Sub Proses Kode Sub Proses Pendukung Nama Lintas Fungsi Kode Lintas Fungsi | Perangkat Daerah
Proses Penanggung Jawab
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Pengamaman Informasi Perundang-undangan, informasi
Daerah Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
3 Penyelenggaraan KPS.19.03 Pengelolaan Peraturan Pengolahan data statistik sektoral KPS.19.03.CFM.01 Dinas Kominfo
Statistik Sektoral

Perundang-undangan,
Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan Akuntabilitas,
Pengelolaan Teknologi
Informasi, Pengelolaan
Kualitas Pelayanan Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.01

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.01.01
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun

KPS. 01.02
Peningkatan Mutu Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan

KPS. 01.03
Manajemen Pelayanan
Pendidikan

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS. 01.04
Pendidikan Anak Usia Dini

KPS. 01.05
Pendidikan Non Formal

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.02 KPS.20
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan
KPS.02.01 KPS. 02.05 KPS. 02.06 KPS.21
Pengadaan, peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Perbaikan Gizi Pengelolaan Anggaran
dan Pemeliharaansarana Penyakit Menular Masyarakat

dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

28

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat

KPS.03

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.03.01
Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

KPS.03.02
Pelayanan kesehatan penduduk
miskin

KPS.03.03
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.20 KPS.04
Pengelolaan Peraturan Perundang- Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
undangan

KPS.04.01 KPS.04.02 KPS.04.03

KPS.21 Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan peran serta dan Keluarga Berencana

Pengelolaan Anggaran dan Perlindungan kesetaraan gender dalam

Perempuan pembangunan
KPS.04.04

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20 KPS.05
Pengelolaan Peraturan Perundang- Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang kompoten, produktif, dan berdaya saing
undangan

KPS.05.01 KPS.05.02 KPS.05.03
KPS.21 Peningkatan Kesempatan Peningkatan Kualitas dan Perlindungan dan
Pengelolaan Anggaran Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan

Lembaga
Ketenagakerjaan

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.06

Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.06.01
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan

KPS.06.02
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa

KPS.06.03
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan
Desa

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.06.04
Penataan dan Pembinaan
Administrasi Pemerintah

Desa

KPS.06.05
Peningkatan Pemberdayaan Desa

KPS.06.06
Penanaman pohon pada
lahan diluar kawasan
(DBH-DR)

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.07
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.07.01 KPS.07.02 KPS.07.03
Agribisnis Pertanian Peningkatan Produksi Pemberdayaan
Hortikultura Penyuluh Pertanian
Lapangan

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.07.04
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pertanian

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

33




PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah

KPS.08

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.08.01
Pengembangan Perikanan
Tangkap

KPS.08.02
Pengelolaan Usaha Perikanan

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.09
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.09.01 KPS.09.02 KPS.09.04
Peningkatan Produksi Peningkatan Produksi Peningkatan
Tanaman Pangan Perkebunan kemampuan teknologi

industri

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20 KPS.10 KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang- Meningkatnya kontribusi subsektor industri dan perdagangan serta ekonomi kerakyatan terhadap Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan perekonomian daerah undangan
KPS.21 KPS.10.01 KPS.10.02 KPS.10.03 KPS.21

Pengelolaan Anggaran

Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor

Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri

Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan

Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.10.04
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah

KPS.10.05
Peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi

KPS.10.06
Pengembangan sentra-
sentra industri potensial

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.11
Meningkatnya penanaman modal daerah

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.11.01
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.12

Terjaganya kualitas lingkungan hidup

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.12.01
Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan

KPS.12.02
Pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup

KPS.12.03
Perlindungan dan
konservesi sumber daya
alam

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.12.04
Pencegahan dan
penanggulangan kebakaran
hutan (DBH-DR)

KPS.12.05
Penanaman bambu pd kanan kiri
sungai, sempadan danau dan
DTA, sktr mata air dan daerah
imbuhan air tanah (DBH DR)

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

PETA SUB PROSES

KPS.13

Terwujudnya kelestarian budaya dayak

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.13.01

. Pengembangan Nilai

Budaya

KPS.13.02
Pengelolaan Keragaman Budaya

KPS.13.03
Pengelolaan Kekayaan
Budaya

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

PETA SUB PROSES

KPS.14

Meningkatkannya akses Masyarakat terhadap Infrastruktur dasar

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.14.01
Pengembangan Perumahan

KPS.14.03
Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah

KPS.14.04
Administrasi
Pembangunan Energi
dan sumber daya
mineral

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.15

Meningkatnya pelayanan angkutan yang murah, mudah, aman, lancar dan terjangkau

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.15.01 KPS.15.02 KPS.15.03
Peningkatan/ Peningkatan/Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan

Pembangunan Jalan Jembatan Jembatan

KPS.15.04 KPS.15.05 KPS.15.06

Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.15.07
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.20 KPS.16
Pengelolaan Peraturan Perundang- Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
undangan
KPS.16.01 KPS.16.02 KPS.16.03
KPS.21 Pengembangan Adminitrasi pembinaan Penataan administrasi
Pengelolaan Anggaran Administrasi Pelayanan kemasyarakatan dan kependudukan
kesejahteraan rakyat
KPS.16.04 KPS.16.05 KPS.16.06
KPS.22 . . .
Perencanaan Peningkatan sistem pengawasan Peningkatan

Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

Pembangunan Daerah

Internal dan pengendalian
kebijakan KDH

Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.16.07
Penyusunan, pengendalian
dan evaluasi anggaran
pemerintah daerah

KPS.16.08
Pembinaan dan Pengembangan
aparatur

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

KPS.17

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.17.01
Peningkatan pelaporan dan
akutansi pemerintah
daerah

KPS.17.02
Pembangunan Data/Informasi

KPS.17.03
Pengelolaan aset
pemerintah daerah

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA SUB PROSES

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.18
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efesien

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.18.01
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan

KPS.21
Pengelolaan Anggaran

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi
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KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik




PETA SUB PROSES

KPS.20 KPS.19 KPS.20
Pengelolaan Peraturan Perundang- Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Pengelolaan Peraturan Perundang-
undangan elektronik undangan
KPS.21 KPS.19.01 KPS.19.02 KPS.19.03 KPS.21
Pengelolaan Anggaran Pengelolaan Aplikasi Penyelenggaraan Pengamaman Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran
Informatika Informasi Daerah Statistik Sektoral

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik

KPS.22
Pengelolaan Akuntabilitas

KPS.23
Pengelolaan Teknologi Informasi

KPS.24
Pengelolaan Kualitas Pelayanan
Publik
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.01 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Sekolah

Dinas Pendidikan

Rapat
Koordinasi

v

Pengumpulan
Usulan Kebutuhan
buku-buku dan
alat tulis siswa

Penyusunan
Rencana
Kebutuhan buku-
buku dan alat tulis
siswa

—>]

Penerimaan dan
distribusi Pengadaan
buku-buku dan alat

tulis siswa

Laporan
Pelaksanaan
Pengadaan

Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan Barang/
Jasa
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.02 Pengadaan pakaian seragam sekolah

Sekolah

Dinas Pendidikan

Rapat
Koordinasi

v

Pengumpulan
Usulan Kebutuhan
pakaian seragam

sekolah

\4

Penyusunan
Rencana
Kebutuhan
pakaian seragam
sekolah

Penerimaan dan
distribusi Pengadaan
pakaian seragam
sekolah

Laporan
Pelaksanaan
Pengadaan

Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan Barang/
Jasa
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.03 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

Sekolah
Mensosialisasi Hasil

»|  Koordinasi UKS dari dinas
Pendidikan Provinsi dan
Kementerian ke sekolah

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Bagian Kesra

Membentuk
Tim UKS

Kemenag Kabupaten
Kapuas

Bagian Kesra Pemda
Kabupaten Kapuas

Dinas Pendidikan Provinsi

Koordinasi tentang

. . UKS
Kementerian Pendidikan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.04 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Kementerian Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan
Kabupaten

Surat
Kementerian
Pendidikan ke
Dinas
Pendidikan
Provinsi dan
Kabupaten

\ 4

Provinsi Mengirim
ke Tingkat Nasional

Pengiriman Peserta
ke Tingkat Provinsi

Korwil Bidang Pendidikan

L)

Sekolah

Dinas Pendidikan
Kab Menyurati
Korwil dan Sekolah

Pelaksanaan Seleksi
di Kabupaten

A

49




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.05 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Sekolah

Dinas Pendidikan

Menyiapkan
bahan untuk
pembuatan buku
naskah akademik
“Kapuas Cerdas
Pendidikan
Hebat”

-
»

A

Penyedia Barang / Jasa

Mencetak buku
naskah akademik
“Kapuas Cerdas
Pendidikan
Hebat”

Mendistribusikan
kesekolah —
sekolah

Penerimaan manfaat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan
mensosialisasikan

Sekolah tentang tata cara

penggunaan
BOSNAS SD/SMP Sekolah menerima
> manfaat

Kementerian Pendidikan

Kementerian menyurati Dinas
Pendidikan tentang tata cara
pemanfaatan Dana BOSNAS

51




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.07 Ujian dan try out tingkat SD/MI dan SMP/MTs

Kementerian Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan
Kabupaten

Kementerian
Pendidikan, Dinas
Provinsi dan
Kabupaten
Mendata Siswa
Peserta Ujian dari
Data Dapodik
Sekolah

Penerbitan Blangko
ljazah

Dinas Pendidikan
Provinsi mengeluarkan
Data Nominatif Tetap

Dinas Pendidikan Kab Ferivikasi
dan Validasi Data Peserta Ujian

Korwil Bidang Pendidikan

Sekolah

Pelaksanaan Ujian

Sekolah di Bawah

Pengawasan Dinas
Pendidikan Kabupaten
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.08 Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan mutu sekolah (DAK SD/SMP)

Sekolah

Dinas Pendidikan

Rapat
Koordinasi

v

Pengumpulan
Usulan
Pembangunan/reh
abilitasi dan
peningkatan mutu
sekolah (DAK
SD/SMP)

Penyusunan
Rencana
Pembangunan/reh
abilitasi dan
peningkatan mutu
sekolah
(DAK SD/SMP)

—>]

Penerimaan dan
Pemanfaatan
Pembangunan/rehabil
itasi dan peningkatan
mutu sekolah
(DAK SD/SMP)

Laporan
Pelaksanaan
Pengadaan

Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan Barang/
Jasa
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.09 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD (BOS-NAS)

Sekolah

Sekolah Melakukan
Pendataan Jumlah
Peserta Melalui
Dapodik

Kementerian Pendidikan
Kementerian Pendidikan menetapkan

Jumlah Peserta Didik utuk perhitungan ]
—> Jumlah Penerima Dana BOS, berdasarkan
Jumlah Pesrta Didik di Dapodik

Dinas Pendidikan
mendapatkan Data
sekolah Penerima BOS

Kementerian

Dinas Pendidikan berdasarkan Menyalurkan
Kabupaten L5 Keputusan dari Dana BOS ke Rek
Kemendikbud Sekolah
memalului KPPN
Provinsi

KPPN Provinsi

\4

Bank Penyalur
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.01.CFM.10 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP (BOS-NAS)

Sekolah

Sekolah Melakukan
Pendataan Jumlah
Peserta Melalui

Dapodik
Kementerian Pendidikan
Kementerian Pendidikan menetapkan
Jumlah Peserta Didik utuk perhitungan M
— Jumlah Penerima Dana BOS, berdasarkan
Jumlah Pesrta Didik di Dapodik Dinas Pendidikan
mendapatkan Data Kementerian
Dinas Pendidikan sekolah Penerima BOS Menyalurkan
Kabupaten berdasarkan Keputusan Dana BOS ke Rek
dari Kemendikbud
Sekolah
memalului KPPN
Provinsi

KPPN Provinsi

\4

Bank Penyalur
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PETA RELASI

KPS.01.01

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

KPS.01.01.CFM.01
Pengadaan buku-buku dan

KPS.01.01.CFM.02
Pengadaan pakaian seragam

KPS.01.01.CFM.03
Pemeliharaan rutin/berkala

KPS.01.01.CFM.04
Pembinaan minat, bakat, dan

KPS.01.01.CFM.05
Penyebarluasan dan

alat tulis siswa sekolah ruang unit kesehatan kreativitas siswa sosialisasi berbagai informasi
sekolah pendidikan dasar
1. Sekolah 1. Sekolah Sekolah 1. Kementerian Pendidikan 1. Sekolah

2. Dinas Pendidkan
3. Penyedia Barang/Jasa

2. Dinas Pendidkan
3. Penyedia Barang/Jasa

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Kemenag Kabupaten

Kapuas

5. Bagian Kesra Pemda
Kabupaten Kapuas

6. Dinas Pendidikan Provinsi

7. Kementerian Pendidikan

PwnNE

N

Dinas Pendidikan Provinsi

3. Dinas Pendidikan
Kabupaten

4. Korwil Bidang Pendidikan

5. Sekolah

2. Dinas Pendidikan
3. Penyedia Barang/Jasa

KPS.01.01.CFM.06
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan

KPS.01.01.CFM.07
Ujian dan try out tingkat
SD/MI dan SMP/MTs

KPS.01.01.CFM.08
Pembangunan/rehabilitasi
dan peningkatan mutu
sekolah (DAK SD/SMP)

KPS.01.01.CFM.09
Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah jenjang
SD/MI/SDLB dan pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara
SD (BOS-NAS)

KPS.01.01.CFM.10
Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah jenjang
SMP/MTS dan pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara
SMP (BOS-NAS)

1. Dinas Pendidikan
2. Sekolah
3. Kementerian Pendidikan

1. Kementerian Pendidikan

2. Dinas Pendidikan Provinsi

3. Dinas Pendidikan
Kabupaten

4. Korwil Bidang Pendidikan

5. Sekolah

1. Sekolah
2. Dinas Pendidikan
3. Penyedia Barang/Jasa

1. Sekolah

Kementerian Pendidikan

3. Dinas Pendidikan
Kabupaten

4. KPPN Provinsi

5. Bank Penyalur

N

1. Sekolah

Kementerian Pendidikan

3. Dinas Pendidikan
Kabupaten

4. KPPN Provinsi

5. Bank Penyalur

N
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.02.CFM.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Sekolah

Koordinator
Wilayah Bidang

Mermbuat Surat Mengupload
‘4 embuat Sura
Pendidikan / Berkas Dan
Pengawas Edaran
Penyerahan
Sekolah Pemberkasan
) Kelengkapan
Untuk Penerima
Dinas ) Pemberkasan
. Tunjangan Dari Penerima
Pendidikan Profesi Guru
TPG Ya
Verifikasi
Berkas
7Y Tidak
BPKAD

Mengajukan
SPD, SPM Dan
SP2D

Bank Penyalur

Memberikan
Rekap Penerima
Tunjangan
Sertifikasi Ke Bank
Penyalur

Membuat Laporan
Realisasi
Pembayaran
Tunjangan Profesi
Melalui Aplikasi
Sim Pembayaran
dan Aladin
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.02.CFM.02 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Balai Penjamin

Mutu
Penc!|d|.kan Menerima Data Ya
PrO'VInSI Dari Sim PKB Dan
Kalimantan Verifikasi Data
Tengah
Tidak
Dinas Surat Edaran 4
Pendidikan Dari BPMP
Tentang
. Merekap Data
Pendidikan P
. > Peserta PPG <
Profesi Guru
(PPG)

Sekolah, Guru

Dan Tenaga

Kependidikan Pengisian

Formulir,

> Kesediaan,
Melalui Sim PKB

A 4

LPTK Pelaksana
Pendidikan
Profesi Guru

Pelaksanaan Pelatihan
Dan Mengumumbkan
Kelulusan PPG
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.02.CFM.03 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Sekolah
Pengumuman
Hasil Seleksi
Surat Edaran Persiapan Guru
Kegiatan Guru Kegiatan, C?uru Berprestasi dan
Dinas Berprestasi dan Berprestasi dan Kepala Sekolah
Kepala Sekolah .
Pendidikan Kepala Sekolah . Berprestasi
Berprestasi Berprestasi _ Tingkat
Seleksi Guru Kabupaten
Berprestasi Dan Ya
> Kepala Sekolah q
Berprestasi
y'Y
Dinas
. - A\ 4
Pendidikan
Provinsi Mengukuti Seleksi Guru
Kalimantan Berprestasi Dan Kepala Sekolah
Tengah Berprestasi Tingkat Provinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.02.CFM.04Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Sekolah

Koordinasi
Wilayah
Pendidikan

Rapat Koordinasi

\ 4

Dinas
Pendidikan

Monitoring Dan
Pengumpulan
Data

Tidak

Verifikasi Data

Ya

Pendidik Dan
Tenaga
Kependidikan

Evaluasi dan
Pelaporan
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PETA RELASI

KPS.01.02

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

KPS.01.02.CFM.01
Pelaksanaan Sertifikasi

KPS.01.02.CFM.02
Pelatihan bagi pendidik

KPS.01.02.CFM.03
Pengembangan sistem

KPS.01.02.CFM.04
Monitoring, evaluasi dan

pendidik untuk memenubhi standar penghargaan dan pelaporan
kompetensi perlindungan terhadap
profesi pendidik
1. Sekolah Balai Penjamin Mutu 1. Sekolah Sekolah
2. Koordinator Wilayah Pendidikan Provinsi 2. Dinas Pendidikan Koordinasi Wilayah
Bidang Pendidikan / Kalimantan Tengah 3. Dinas Pendidikan Provinsi Pendidikan
Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan
3. Dinas Pendidikan Sekolah, Guru Dan Tenaga
4. BPKAD Kependidikan
5. Bank Penyalur LPTK Pelaksana

Pendidikan Profesi Guru
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.03.CFM.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

- Mensosialisasikan ke sekolah—
Dinas Pendidikan " sekolah tentang pennggunaan
Koordinasi tentang Dana Fisik Bidang Pendidikan
penggunaan DAK
Fisik Bidang
Pendidikan
Kementerian Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi
Hasil Kinerja Bidang
Pendidikan
KPPN Palangkaraya
Sekolah —® | Penerima manfaat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.03.CFM.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Mahasiswa Kab. Kapuas

Penerima
manfaat

Dinas Pendidikan

Mengusulkan Proposal

Dinas Pendidikan

Pembangunan Asrama — menginput data
Mahasiswa dalam SIPD
Penyedia Barang/Jasa
Melaksanakan
Kegiatan
Pembangunan
Tidak Asrama
Bupati Kapuas
Ya
Bupati menyetujui
—».

Proposal Pembangunan
Asrama Mahasiswa

Bappenda Kab. Kapuas

Menyetujui Rencana
penggunaan Anggaran untuk
Pembangunan Asrama
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.03.CFM.03 Pembinaan Dewan Pendidikan

Bupati Kapuas
Ya
Menyetujui draft
> pembuatan SK Dewan
PendidikanProposal
Dinas Pendidikan Tidak
Membuat draf SK Dewan
Pendidik sebagai partner [
Kerja Dinas Pendidikan
Dewan Pendidikan v
Menerima SK penugasan R Sebagai tempat untuk
sebagai anggota Dewan "|  mensosialisasikan kegiatan
Pendidikan Kab. Kapuas Dewan Pendidikan
Sekolah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.03.CFM.04 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Membuat

Program
Dinas Pendidikan Pendidikan

Hebat Kapuas
Cerdas

Ya

Bupati Kapuas Persetujuan

Penerima dan
Pengimplementasi
program Kapuas Cerdas

\4

Sekolah

R Partner Dinas Pendidikan dalam
Dewan Pendidikan "| mensosialisasikan tentang program
PHKC
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PETA RELASI

Manajemen Pelayanan Pendidikan

KPS.01.03

KPS.01.03.CFM.01
Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan

KPS.01.03.CFM.02
Pelaksanaan kerjasama
secara kelembagaan di

bidang pendidikan

KPS.01.03.CFM.03
Pembinaan Dewan
Pendidikan

KPS.01.03.CFM.04
Penyelenggaraan pelatihan,
seminar dan lokakarya, serta

diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan

Dinas Pendidikan
Kementerian Pendidikan
KPPN Palangkaraya
Sekolah

PwnNpRE

vk wn e

Mahasiswa Kab. Kapuas
Dinas Pendidikan
Penyedia Barang/Jasa
Bupati Kapuas
Bappenda Kab. Kapuas

PwnNE

Bupati Kapuas
Dinas Pendidikan
Dewan Pendidikan
Sekolah

Dinas Pendidikan
Bupati Kapuas
Sekolah

Dewan Pendidikan

PwnNpE
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.04.CFM.01 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Sekolah

Dinas Pendidikan

Rapat
Koordinasi

A 4

Pengumpulan
Usulan
Kebutuhan
Buku-Buku
dan Alat Tulis
Siswa

Penyusunan
Rencana
Kebutuhan
Buku-Buku
dan Alat Tulis
Siswa

\4

Penerimaan
dan Distribusi
Pengadaan
Buku-Buku
dan Alat Tulis
Siswa

Laporan
Pelaksanaan
Pengadaan

Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan
Barang/Jasa

67




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.04.CFM.02 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Sekolah

Sekolah mengupgrade

data dapodik

A

Penerima manfaat

Dinas Pendidikan

LPMP Palangkaraya

Kementerian Pendidikan

Penarikan data oleh
Dapodik Kemendik
dan menetapkan
sekolah penerima BOP

\ 4

Dinas Pendidikan
sebagai
pengawas
penerima dana
BOP dan
berkoordinasi
dengan LPMP
dan Kementerian
tentang cara
penggunaan dana
BOP

Bank Penyalur

Penyalur dana BOP ke
sekolah — sekolah

68




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.04.CFM.03 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini

Sekolah

Memberikan
Dinas Kependudukan dan data kepada
Catatan Sipil Disdik menyurati Disdik

sekolah, dan Dinas
Dinas Pendidikan dukcapil terkait
permintaan data Tidak
anak Usia Dini ya

Memverifikasi data
dan membuat
laporan

A

Kementerian Pendidikan

Menerima data
atau laporan

terkait data
Anak Usia 0-5
tahun

Pemerintah Daerah Kapuas
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PETA RELASI

KPS.01.04
Pendidikan Anak Usia Dini

KPS.01.04.CFM.01
Pengadaan buku-buku dan
alat tulis siswa

KPS.01.04.CFM.02
Pengembangan data dan
informasi Pendidikan Anak
Usia Dini

KPS.01.04.CFM.03
Perencanaan dan
penyusunan program
Pendidikan Anak Usia Dini

1. Sekolah
2. Dinas Pendidikan
3. Penyedia Barang/Jasa

Sekolah

Dinas Pendidikan

LPMP Palangkaraya
Kementerian Pendidikan
Bank Penyalur

ik wn e

1. Sekolah

2. Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

3. Dinas Pendidikan

4. Kementerian Pendidikan

5. Pemerintah Daerah
Kapuas
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.05.CFM.01 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Dinas Pendidikan

Menerima data Ya

dan Verifikasi

Rapat
Koordinasi, dan
menyurati
terkait
permintaan

v

Forum PKBM data PKBM di
Wilayah Tidak

Kabupaten
Kapuas

LPMP Palangkaraya

Menerima data

\ 4

yang telah disusun

Pemerintah Daerah oleh Disdik
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.05.CFM.02 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Forum PKBM
Rapat
Koordinasi o Penyusunan Penerimaan &
- — dan Verifikasi Rencana Penyerahan
Dinas Pendidikan pengumpulan Data/ Usulan Kebutuhan > Pengadaan &
data Sarpras Sarpras Pembangunan Laboran
Pendidikan Sarpras > Pelalfsanaan
Non Formal d
T Kegiatan
Penyedia Barang/Jasa
Pengadaan &
Pembangunan
Sarpras Pendidikan
Non Formal
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.01.05.CFM.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Forum PKBM

Koordinasi Rapat
Wilayah Koordinasi

Pendidikan

A 4

Dinas Monitoring dan

Pengumpulan
Data

Pendidikan

Verifikasi data
Pendidikan Non
Formal

Evaluasi Dan
Pelaporan

Tidak
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PETA RELASI

KPS.01.05
Pendidikan Non Formal

KPS.01.05.CFM.01
Pengembangan pendidikan

KPS.01.05.CFM.02
Penyediaan sarana dan

KPS.01.05.CFM.03
Monitoring, evaluasi dan

keaksaraan prasarana pendidikan non pelaporan
formal
1. Dinas Pendidikan 1. Forum PKBM Forum PKBM
2. Forum PKBM 2. Dinas Pendidikan Koordinasi Wilayah
3. LPMP Palangkaraya 3. Penyedia Barang/Jasa Pendidikan
4.

Pemerintah Daerah

Dinas Pendidikan

74




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.02.01.CFM.01 Pembangunan rumah sakit

Desa

Usulan Masyarakat

Camat

Penyedian Lahan

Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas

A A 4

Perencanaan Pembangunan

Rumah Sakit Pratama

Sekretaris Daerah

Badan Pertanahan
Nasional

Dinas Lingkungan
Hidup

DPMPTSP

Dinas PUPRPKPP

PLN

PDAM

BAPPEDA

Bupati / PEMKAB

Rapat Koordinasi
dan
Pengumpulan
Syarat
Pembangunan
Rumah Sakit

Dokumen
Persyaratan

Anggaran DAK

Laporan

A

A

y

A

L Sertifikat Tanah
—> Izin Lingkungan
—> IMB

—> Design Tata Ruang
—> Penyediaan Listrik
—> Penyediaan Air Bersih

Usulan disampaikan ke BAPPEDA

v

Mengusulkan ke KEMENKES

KEMENKES

Bagian .B/J Setda

Proses Lelang

Pihak Ketiga

v

Pembangunan RS
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PETA RELASI

KPS.02.01
Pengadaan, peningkatan dan Pemeliharaansarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

KPS.02.01.CFM.01
Pembangunan rumah sakit
1. Desa
2. Camat
3. Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas
4. Sekretaris Daerah
5. Badan Pertanahan
Nasional
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. DPMPTSP
8
9

Dinas PUPRPKPP
. PLN
10. PDAM
11. BAPPEDA
12. Bupati / PEMKAB
13. KEMENKES
14. Bagian .B/J Setda
15. Pihak Ketiga

76




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.02.05.CFM.05 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

KEMENKES

Penyediaan Server SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon)

Dinas Kesehatan v

Menerima feedback Laporan SKDR dari server pusat
Melakukan verifikasi terhadap sinyal/alert penyakit
potensial KLB

3. Melakukan respon cepat upaya penanggulngan KLB

X

Puskesmas v

1. Menerima laporan dari jejaring surveilans Puskesmas (Pustu,
Poskesdes, Polindes, Klinik swasta atau masyarakat).

2. Melaporkan Laporan W2 (SKDR)

3. Melakukan deteksi dini dan respon cepat dugaan/KLB

Masyarakat T
A

y

1. Memberikan informasi terkait KLB
2. Menerima manfaat / pelayanan
upaya penanggulangan KLB
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.02.05.CFM.06 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Dinas Kesehatan

Pembinaan, Advokasi

Puskesmas/Pustu

Camat A 4

Kades Kebijakan,regulasi dan anggaran serta
Pembentukan Kelompok Kerja

Posyandu l

Kader Menggerakan masyarakat dan

kelompok masyarakat
Masyarakat

Bayi, Balita dan Bumil

Keluarga /orang tua mampu
mengimplementasikan

4

Dinas Kesehatan

Y

Pemantauan Perkembangan Tumbuh
Kembang Balita, Pemberian PMT
Asi,pengolahan PMT Berbahan Lokal
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PETA RELASI

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

KPS.02.05

KPS.02.05.CFM.05
Peningkatan survellance
Epidemiologi dan
penanggulangan wabah

KPS.02.05.CFM.06
Peningkatam komunikasi,
informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit

PwnNE

Kementerian Kesehatan
Dinas Kesehatan
Puskesmas

Masyarakat

Dinas Kesehatan
Puskesmas/Pustu
Camat

Kades

Posyandu

Kader
Masyarakat

NoukwnNe
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.02.06.CFM.01 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

KEMENKES

Penyedia Makanan
Tambahan

Menerima Laporan

DINAS KESEHATAN \ 4

Identifikasi dan

PUSKESMAS pendataan penerima
Makanan Tambahan dan > Menyusun Laporan
Vitamin
MASYARAKAT v

Menerima Makanan
Tambahan dan Vitamin
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.02.06.CFM.02 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS/PUSTU/POSKESDES
(PETUGAS GIZI, BIDAN,

Penyuluhan, Pembinaan,
Pelaporan

Laporan Kegiatan Posyandu

PERAWAT)
CAMAT
KADES .
Penyediaan Dana Desa
RT/RW
A 4
Keluarga mampu mengenal,
Menggerakan Masyarakat mencegah dan mengatasi
POSYANDU masalah gizi setiap anggotanya
KADER
A
1. Memberikan Asi Eksklusif
\ 4 2. Memantau Berat Badan
secara teratur
Bavi. Balita. Bumil. PUS. WUS | 3. Makan beraneka ragam
MASYARAKAT (Bayi, Balita, Bumil, PUS, ) "| 4. Mengkonsumsi hanya

garam beryodium

5. Mendapatkan dan
memberikan suplemen gizi
bagia anggota keluarga
yang bermasalah
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PETA RELASI

KPS.02.06
Perbaikan Gizi Masyarakat

KPS.02.06.CFM.01 KPS.02.06.CFM.02
Pemberian tambahan Pemberdayaan masyarakat
makanan dan vitamin untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

1. Kemenetrian Kesehatan 1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas/Pustu/
3. Puskesmas 5. Poskesdes (Petugas Gizi,
4. Masyarakat Bidan, Perawat)

3. Camat/Kades

4. RT/RW

5. Posyandu/Kader

6. Masyarakat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.01.CFM.01 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Aduan perihal Anak Berhadapan

Putusan Bebas

Masyarakat dengan Hukum (ABH)
A
Dinas Sosial > Pendampingan Anak Berhadapan
dengan Hukum
Kepolisian »  Penyidikan kasus Anak Berhadapan

dengan Hukum

Puskesmas/ RSUD

v

Pemeriksaan/ Pengobatan

Kejaksaan Negeri

Pengadilan Negeri

A\ 4

Putusan Sidang Perkara

Lembaga
Pemasyarakatan

Pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.01.CFM.02 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Aduan perihal Orang Dengan Gangguan

Masyarakat Jiwa (ODG])) terlantar

Kepolisian/ Satpol PP/ Menerima Aduan perihal Orang

Babinsa Dengan Gangguan Jiwa (ODG)J)
Terlantar

Dinas Kesehatan/ RSUD/
Puskesmas

Asesmen dan Pendampingan oleh

A 4

Dinas Sosial

Penelusuran keluarga ODGIJ Terlantar untuk kemudian

Bidang Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial

dilakuka reuifikasi, dengan difasilitasi oleh pimpinan

A\ 4

wilayah kecamatan/ kelurahan

Pelayanan perawatan/ pengobatan
ODGJ Terlantar

RSUD/ Puskesmas

A 4

L » Pelayanan perawatan/ pengobatan
Rumah Sakit Jiwa ODG]J Terlantar lanjutan bila diperlukan
Rumah Singgah | Penampungan sementara ODGJ

Sementara Dinas Sosial Terlantar di rumah singgah Dinas Sosial

Fasilitasi penelusuran keluarga

Kecamatan/ Kelurahan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.01.CFM.03 Perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

KPM/ Masyarakat

Mengajukan Permohonan Data
Terpadu Kesejahteraa Sosial (DTKS)

Operator SIKS-NG
Kelurahan

Entry Data Pemohon DTKS

Operator SIKS-NG Dinas
Sosial Kabupaten

Mengumpulkan data, verifikasi dan
validasi data, import data pemohon
ke PUSDATIN Kemensos Rl

PUSDATIN Kemensos

y

DTKS

Mengolah data dan menetapkan

Bupati

A 4

Mengesahkan DTKS Kabupaten

Dinas Sosial Kabupaten

\ 4

Publikasi DTKS kepada masyarakat

HIMBARA

Penyaluran Bansos PKH

PT. POS

A 4

Penyaluran Bansos BPNT
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.01.CFM.04 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

Dinas Sosial (termasuk
Potensi Sosial
Kesejahteraan Sosial:
Tagana, TKSK, PSM, dll)

BPBD

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Pengkajian
dan
pemantauan

Rapat
penetapan
status
tanggap
darurat/
kejadian luar
biasa

Rencana
sumber
daya/ respon

A 4

Informasi
dan advokasi

\ 4

Melaksana -
kan
pengkajian
kebutuhan
cepat
terkoordinasi

Mendirikan
basis operasi

Operasi

keadaan
darurat di
lapangan

Penghentian
program/
intervensi

Bupati

\ 4

SK Bupati tentang

Penetapan status

tanggap darurat/
KLB
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.01.CFM.05 Pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial Lansia

Dins Sosial

Menerima laporan/informasi
Penanganan Lansia

A

Dinas Sosial Provinsi

Tidak
R Verifikasi/Validasi

Kementerian Sosial

Lansia Penerima Manfaat

Ya

LKS Lansia

Pendampingan Lansia
Penyerahan Bansos dari Kemensos dan Dinas Sosial
Provinsi Kalteng

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

A 4

Pembuatan KTP/ KK

BPJS

A 4

Pembuatan Kartu BPJS

RSUD/ Puskesmas

»| Pemeriksaan kesehatan/ pengobatan
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PETA RELASI

KPS.03.01

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

KPS.03.01.CFM.01
Pelayanan dan perlindungan
sosial, hukum bagi korban
eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak

KPS.03.01.CFM.02
Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi

KPS.03.01.CFM.03
Perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan

KPS.03.01.CFM.04
Penanganan masalah-
masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar

KPS.03.01.CFM.05
Pelayanan dan Rehabiltasi
Kesejahteraan Sosial Lansia.

10. Kecamatan
11. Kelurahan

PMKS dan penurunan kesenjangan biasa.

1. Masyarakat 1. Masyarakat 1. KPM/ Masyarakat 1. Dinas Sosial (termasuk 1. Dins Sosial
2. Dinas Sosial 2. Kepolisian 2. Operator SIKS-NG Potensi Sosial 2. Dinas Sosial Provinsi
3. Kepolisian 3. Satuan Polisi Pamong Kelurahan Kesejahteraan Sosial: 3. Kementerian Sosial
4. Puskesmas Praja (Satpol PP) 3. Operator SIKS-NG Dinas Tagana, TKSK, PSM, dll) 4. LKS Lansia
5. RSUD 4. Bintara Pembina Desa Sosial Kabupaten 2. PSKS 5. Dinas Kependudukan dan
6. Kejaksaan Negeri (Babinsa) 4. Pusat Data dan Informasi 3. BPBD Catatan Sipil
7. Pengadilan Negeri 5. Dinas Kesehatan Kemensos 4. Kecamatan 6. BPJS
8. Lembaga Pemasyarakatan 6. RSUD 5. Bupati 5. Desa/ Kelurahan 7. RSUD

7. Puskesmas 6. Dinas Sosial Kabupaten 6. Bupati 8. Puskesmas

8. RSJ 7. HIMBARA

9. Bidang Rehabilitasi Sosial 8. PT.POS

Dinas Sosial
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.02.CFM.01 Pelayanan operasi katarak

DESA

Memberikan Rujukan ke
Puskesmas

PUSKESMAS
Pemeriksaan Kesehatan dan
di Rujuk ke RSUD

RSUD

Pemeriksaan dari Spesialis

> Mata untuk menentukan
termasuk kriteria operasi
katarak atau tidak

BPKAD

Penyamapaian laporan
pelayanan dan klaim tagihan
pelayanan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.02.CFM.02 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

RT
KADES/ LURAH Keterangan tidak mampu
dengan melampirkan KTP &

Kecamatan KK untuk Verifikasi

RSUD
Memberi rekomendasi dari Dinas Sosial
surat keterangan tidak mampu. Dirumah

Dinas Sosial A 4 i sakit diterbitkan lembar mera setelah

Dinas Kesehatan

BUPATI

Data di simpan untuk
direkomendasikan kedalam
jaminan kesehatan
bersumber dari APBD

melalui 3 verefikator

BPKAD

A 4

Penyamapaian laporan
pelayanan dan klaim tagihan
pelayanan
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PETA RELASI

KPS.03.02
Pelayanan kesehatan penduduk miskin

KPS.03.02.CFM.01 KPS.03.02.CFM.02
Pelayanan operasi katarak Pelayanan Jaminan
Kesehatan Daerah
(Jamkesda)
1. DESA 1. RT
2. PUSKESMAS 2. KADES/ LURAH
3. RSUD 3. Kecamatan
4. BPKAD 4, RSUD
5. Dinas Sosial
6. Dinas Kesehatan
7. BUPATI
8. BPKAD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.03.CFM.01 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Penyampaian Surat Pengaktifan

Monev, peninjauan

Dokumen SK Karang

) ] Karang Taruna Kabupaten, <+ > Taruna dan laporan

Dinas Sosial lapangan, sosialisasi > P
Kecamatan, Desa/ Kelurahan pelaksanaan tugas
Tidak
Kecamatan
Pembaruan SK Karang
Verifikasi Ya ;

Desa/Kelurahan Surat Taruna dan Peningkatan

Karang Taruna

Kinerja di lapangan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.03.03.CFM.02 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

Pengajuan surat permohonan

perbaikan instalasi listrik, lampu Dokumentasi
Dinas Sosial PJU di TMP dan permohonan R pemeliharaan taman
merapikan pohon di area taman makam pahlawan

makam pahlawan

y
PLN Melaksanakan
pemeliharaan taman
makam pahlawan
Verifikasi
Dinas Perhubungan Tidak Surat dan Ya
—>

tindak lanjut

Dinas Lingkungan Hidup
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PETA RELASI

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

KPS.03.03

KPS.03.03.CFM.01
Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial

KPS.03.03.CFM.02
Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan

o N WU

masyarakat
Dinas Sosial Dinas Sosial
Kecamatan PLN

Desa/Kelurahan
Karang Taruna

PwnNE

Dinas Perhubungan
Dinas Lingkungan Hidup
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.01.CFM.01 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

KEMENTRIAN PPPA .
1. Regulasi

tentang

perlindungan

perempuan
terhadap tindak v
kekerasan Advokasi Kebijakan,

DP3APPKB PROPINSI Terlaksananya Advokasi

Kebijakan, Sosialisasi
dan Pendampingan

2. Penguatan Sosialisasi dan

Menyusun laporan
pelaksanaan kegiatan
advokasi, sosialisasi

Pendampingan | Layanan Perlindungan dan laporan Menurunnya
kelembagaan ) > Perempuan K d . . o
DP3APPKB KAPUAS penyedia Layanan Perlindungan asuspendampingan » kejadian kekerasan
terhad
layanan Perempuan - erhadap
. perempuan
perlindungan
BIRO HUKUM SETDA perempuan
terhadap tindak
kekerasan

PENYEDIA LAYANAN
(UPTD PPA, UPPA

POLRES, DINKES, DINSOS,
KEJAKSAAN)

Jumlah Perangkat Daerah

SELURUH OPD

A 4

MASYARAKAT

dan masyarakat yang
mendapat Advokasi,
sosialisasi dan
Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan
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PETA RELASI

KPS.04.01
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

KPS.04.01.CFM.01
Upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak

kekerasan
Kementrian Pppa
DP3APPKB Propinsi
DP3APPKB Kapuas
Biro Hukum Setda
Penyedia Layanan (UPTD
PPA, UPPA Polres,
Dinkes, Dinsos,
Kejaksaan)
6. Seluruh OPD
7. Masyarakat

ik wn e
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.02.CFM.01 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

KEMENTRIAN PPPA

DP3APPKB PROPINSI

DP3APPKB KAPUAS

BIRO HUKUM SETDA

Regulasi
pelaksanaan
peningkatan

peran serta dan
kesetaraan
gender

P

Membuat juknis dan juklak
kegiatan pendidikan dan
pelatihan peningkatan peran
sertadankesetaraan gender

Terlaksananya kegiatan
pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender

Menyusun laporan
pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender

MeningkatnyaPeran
SertaMasyarakatDala
mKesetaraan Gender

OPD DAN LSM TERKAIT
(DINKES, DINAS PMD,
DINAS KETAHANAN
PANGAN, TP PKK,
PEMERINTAH
KECAMATAN,
KELURAHAN/DESA)

\4

MASYARAKAT

Jumlah masyarakat yang
mendapat pendidikan dan
pelatihan peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender
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PETA RELASI

KPS.04.02
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

KPS.04.02.CFM.01
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender

Kementrian PPPA
DP3APPKB Propinsi
DP3APPKB Kapuas
Biro Hukum Setda
OPD dan LSM Terkait
(Dinkes, Dinas PMD,
Dinas Ketahanan Pangan,
Tp PKK, Pemerintah
Kecamatan,
Kelurahan/Desa)

6. Masyarakat

ik wn e
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.03.CFM.01 Pelayanan KIE

BKKBN

Regulasi tentang Pelayanan
KIE

Dinas P3AP2KB

Penguatan Kelembagaan
Pelayanan KIE

Bagian Hukum Setda

\ 4

Penyusunan
Regulasi Daerah
tentang
Kelembagaan
Pelayanan KIE

Penyusunan Juklak
dan Juknis

A

\ 4

Pelaksanaan Kelembagaan
Pelayanan KIE

Monitor Evaluasi
Pelaksanaan Tugas

Bidang KB/ KS Dinas
P3AP2KB

Fasilitasi, Advokasi, Bintek
Pelayanan KIE

A

Semua Perangkat Daerah
terkait

Masyarakat

Usulan/ kajian/ masukan
pengaturan Kelembagaan
Pelayanan KIE

Peserta Fasilitasi, Advokasi,
Bintek Pelayanan KIE
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.03.CFM.02 Pembinaan Keluarga Berencana

BKKBN

Regulasi tentang
Pembinaan Keluarga
Berencana

Dinas P3AP2KB

Penguatan Kelembagaan
Pembinaan Keluarga
Berencana

Bagian Hukum Setda

\ 4

Penyusunan
Regulasi Daerah
tentang Pembinaan
Keluarga Berencana

Penyusunan Juklak
dan Juknis

Pelaksanaan Kelembagaan
Pembinaan Keluarga Berencana

Monitor Evaluasi
Pelaksanaan Tugas

A

Bidang KB/ KS Dinas
P3AP2KB

Fasilitasi, Advokasi, Bintek
Pembinaan Keluarga Berencana

A

Semua Perangkat Daerah
terkait

Masyarakat

Usulan/ kajian/ masukan
pengaturan Kelembagaan
Pembinaan Keluarga
Berencana

Peserta Fasilitasi, Advokasi,
Bintek Pembinaan Keluarga
Berencana
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.03.CFM.03 Peningkatan Kinerja Balai Penyuluh KB

BKKBN Pusat

Regulasi tentang Dana
untuk Peningkatan Kinerja
Balai Penyuluhan KB

Perwakilan BKKBN Peningkatan Kinerja Balai
Peovinsi Kalimantan Penyuluh KB
Tengah

Dinas P3APPKB

Kabupaten Kapuas

Bidang Keluarga
Berencana dan
Kesejahteraan Keluarga

Penyusunan
regulasi tentang
Kinerja Balai
Penyuluhan KB

Penyusunan Juklak
dan Juknis

Pelaksanaan untuk Peningkatan
Kinerja Balai Penyuluhan KB

Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan

L

Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan

Fasilitasi, advokasi, bimtek
untuk Peningkatan Kinerja Balai
Penyuluh KB

A

Petugas Penyuluh KB

Masyarakat

Membuat usulan/Kajian/
masukan untuk
peningkatan Kinerja Balai
Penyuluh KB

A 4

Peserta Fasilitasi, Advokasi,

Bimtek Peningkatan Kinerja

Balai Penyuluh KB ( Tenaga
Operasional Balai Penyuluh KB)
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PETA RELASI

KPS.04.03
Keluarga Berencana

KPS.04.03.CFM.01
Pelayanan KIE

KPS.04.03.CFM.02
Pembinaan Keluarga

KPS.04.03.CFM.03
Peningkatan Kinerja Balai

Berencana Penyuluh KB

1. BKKBN 1. BKKBN BKKBN Pusat
2. Dinas P3AP2KB 2. Dinas P3AP2KB Perwakilan BKKBN
3. Bagian Hukum Setda 3. Bagian Hukum Setda Peovinsi Kalimantan
4. Bidang KB/ KS Dinas 4. Bidang KB/ KS Dinas Tengah

P3AP2KB P3AP2KB Dinas P3APPKB
5. Semua Perangkat Daerah 5. Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas

terkait terkait Bidang Keluarga
6. Masyarakat 6. Masyarakat Berencana dan

Kesejahteraan Keluarga
Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan
Petugas Penyuluh KB
Masyarakat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.04.CFM.01 Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

P2TP2

Dinas P3APPKB

Menerima Korban, Pelaporan
Secara Langsung (Datang Sendiri)
Atau Rujukan, Pengjangkauan, dan
Melakukan Identifikasi

Kepolisian (PPA Polres)

Dinas Sosial

Pelayanan Kesehatan
(Dinas Kesehatan, Rumah
Sakit dan Puskesmas)

Konselor, Psikiater dan
Psikolog

Melakukan
pendampingan,
periksa kesehatan,
kunjungan ulang

Evaluasi Akhir
Melaksanakan Hasil Keputusan PN,
Diversi, Hasil Keputusan Pidana
Anak

A 4

Kejaksaan

Hasil Evaluasi
Menyerahkan Surat-Surat Hasil
Evaluasi Akhir Pada Keluarga/Client

Menyesuaikan Hasil

Pemeriksaan
Sebelumnya
(Visum,Bap/Berita
Acara Pemeriksaan,
Sidang-Sidang)
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.04.CFM.02 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

KemenPPPA

Regulasi tentang
pengarusutamaan gender
dan anak

Dinas P3AP2KB

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak

Bagian Hukum Setda

A 4

Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda

Penyusunan
Regulasi Daerah
tentang
Kelembagaan
pengarusutamaan
gender dan anak

Penyusunan Juklak
dan Juknis

A 4

Pelaksanaan Kelembagaan

pengarusutamaan gender dan

anak

Monitor Evaluasi
Pelaksanaan Tugas

Bidang PPPA Dinas
P3AP2KB

Fasilitasi, Advokasi, Bintek

pengarusutamaan gender dan

anak

A

Semua Perangkat Daerah

Masyarakat

Usulan/kajian/ masukan
pengaturan Kelembagaan
pengarusutamaan gender

dan anak

Peserta Fasilitasi, Advokasi,
Bintek pengarusutamaan
gender dan anak

104




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.04.04.CFM.03 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Menyiapkan Data Kelembagaan Melaksanakan Kebijakan

Dinas P3APPKB Pemberdayaan Peremp'uan dan |— Meningkatkan Kelembagaan
Anak Yang Berkualitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Yang Berkualitas

A\ 4

v

. . Menyusun Bahan Untuk meningkatkan Memfasilitasi Penerapan Regulasi

Bagian Kesejahteraan , . - . .

Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Kebijakan Meningkatkan Kelembagaan
Rakyat Setda

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Anak

A
A 4

Bappeda

Membahas Bahan Draft
Kebijakan Meningkatkan

Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak Memfasilitasi Penetapan Regulasi
Kebijakan Meningkatnya
Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

\ 4 \ 4

Bagian Hukum Setda
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PETA RELASI

KPS.04.04

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

KPS.04.04.CFM.01
Pengembangan pusat
pelayanan terpadu

KPS.04.04.CFM.02
Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender

KPS.04.04.CFM.03
Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak pemberdayaan perempuan
(P2TP2) dan anak

1. P2TP2 1. KemenPPPA 1. Dinas P3APPKB

2. Dinas P3APPKB 2. Dinas P3AP2KB 2. Bagian Kesejahteraan

3. Kepolisian (PPA Polres) 3. Bagian Hukum Setda Rakyat Setda

4. Dinas Sosial 4. Bagian Kesejahteraan 3. Bappeda

5. Pelayanan Kesehatan Rakyat Setda 4. Bagian Hukum Setda
(Dinas Kesehatan, Rumah 5. Bidang PPPA Dinas
Sakit dan Puskesmas) P3AP2KB

6. Konselor, Psikiater dan 6. Semua Perangkat Daerah
Psikolog 7. Masyarakat

7. Kejaksaan

8. Pengadilan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.01.CFM.01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Kementerian Tenaga
Kerja

Regulasi Ketenagakerjaan

Badan Pusat Statistik

Keadaan Angkatan Kerja

Identifikasi/Pemetaan/
Analisis Kebutuhan

A 4

Data/Informasi Bursa Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja v
Pengumpulan dan

A 4

Penyiapan Data dan

- Informasi Lowongan
Pelaku  Usaha/Pemberi

Kerja Kerja

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perijinan

Penyusunan Juklak/Juknis Bursa

Tenaga Kerja

Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil Data Agregat Kependudukan

terkait Ketenagakerjaan

Bursa Kerja Khusus

Bupati

v

Laporan
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PETA RELASI

KPS.05.01
Peningkatan Kesempatan Kerja

KPS.05.01.CFM.01
Penyusunan informasi bursa
tenaga kerja

1. Kementerian Tenaga
Kerja

2. Badan Pusat Statistik

3. Dinas Tenaga Kerja

4. Pelaku Usaha/Pemberi
Kerja

5. Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan

6. Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil

7. Bursa Kerja Khusus
Bupati
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.02.CFM.02 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

DINAS TENAGA KERJA

Identifikasi Bisa Ya Seleksi dan
Kebutuhan Dilaksanakan Pengurmuman Penetapan
Pelatihan Menyusun Peserta
Sy Pelatihan
Pelaksana
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA
Tidak dan
Instruktur
serta Jadwal
Pelatihan
MASYARAKAT
Pendaftaran
Peserta

Pelaksanaan
Pelatihan

Pelaporan

109




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.02.CFM.03 Peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja

KEMNAKER / BLK PUSAT

Ya
Disetujui
Penentuan
Paket
BLK Pelatihan
Tidak
Pelaksanaan
— Seleksi Pelatihan >+ Evaluasi dan
Pelaporan
KECAMATAN
Penyebarluasan
Informasi
MASYARAKAT Pelatihan

Pendaftaran
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.02.CFM.04 Penyebarluasan informasi, pemasaran dan sosialisasi BLK

BLK
Pembuatan
Leaflet /
Pengurnuman
DISNAKER
Penyebarluasan
KECAMATAN Inf "
Pelatihan,
pemasaran eks
Pelatihan BLK
dan Sosialisasi
DUNIA USAHA Kegiatan BLK
MASYARAKAT

Evaluasi dan
Pelaporan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.02.CFM.07 Pembinaan LPK/LPKS

DINAS TENAGA KERJIA

Ya
Menyusun
Memiliki 1zin 2| Tanda Daftar || Melakukan Pelaporan
Daftar LPKS LPK / LPKS Pembinaan,
Pengawasan
LPK / LPKS | secara
/ Tidak Berkala
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PETA RELASI

KPS.05.02

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

KPS.05.02.CFM.02
Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan bagi pencari

KPS.05.02.CFM.03

Peningkatan keterampilan
dan kompetensi bagi pencari

KPS.05.02.CFM.04
Penyebarluasan informasi,
pemasaran dan sosialisasi

KPS.05.02.CFM.07
Pembinaan LPK/LPKS

kerja kerja BLK
Dinas Tenaga Kerja 1. Kemnaker/ BLK Pusat 1. BLK 1. Dinas Tenaga Kerja
Lembaga Pelatihan Kerja 2. BLK 2. Dinas Tenaga Kerja 2. LPK/LPKS
Swasta 3. Kecamatan 3. Kecamatan
Masyarakat 4. Masyarakat 4. Dunia Usaha
5. Masyarakat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.03.CFM.01 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pekerja, Perusahaan,
Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh

Permohonan Pencatatan
Perselisihan Hubungan

Industrial
A
Pengusaha T
Dikembalikan (Berkas Tidak > Diterima (Berkas . Klarifikasi
Lengkap) Lengkap) i
X |
Serikat Pekerja/ Serikat ¥ i o
Buruh Penelitian Berkas Arbltrzzze/kKonsHlaa
. Pilihan g erkas
Tidak dikembalikan)
Mediator Hubungan v
Industrial pada Dinas Proses Mediasi
Tenaga Kerja I, 1, 1l
Persyaratan Pencatatan PHI :
1. Asli/ FC Surat Permohonan
Pencatatan PHI Tidak Ya
2. FCSurat Undangan Bipartit I/ Jika tidak sepakat, Mediator HI fo Jika Sepakat

Risalah Bipartit

3. FC Surat Undangan Bipartit I/
Risalah Bipartit

4. Nama dan Alamat
Pekerja/Kuasa Hukum

5. Nama dan Alamat
Perusahaan/Kuasa Hukum

6. Surat Kuasa (Apabila
dikuasakan)

membuat Anjuran dan para pihak
membuat jawaban maksimal 10 hari
kerja setelah Anjuran dikeluarkan

v

Jika menolak Anjuran, para
pihak/ salah satu pihak dapat
menempuh upaya hukum ke
PHI

}

Maka dibuat Perjanjian Bersama
(PB) yang ditanda tangan para
pihak yang berselisih, dan
disaksikan/ mengetahui
Mediator HI serta dimintakan
akta penetapan ke PHI
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.03.CFM.02 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja

Target Tujuan Sosialisasi

Pengusaha

Pekerja

Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh

Penyusunan
Jadwal Sosialisasi
dengan
Perusahaan

Petunjuk/ Surat
Tugas Pimpinan

A 4

Pelaksanaan Sosialisasi

Laporan Pelaksanaan
Sosialisasi kepada Pimpinan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.05.03.CFM.03 Penyusunan dan penetapan upah minimum sektoral kabupaten

Dewan Pengupahan
Kabupaten Melakukan Perhitungan

penyesuaian nilai upah

Dinas  Tenaga Kerja

minimum provinsi
Kabupaten

Bupati
Bupati Mengusulkan Upah Minimum

Kabupaten kepada Gubernur melalui

Dinas  Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Provinsi
Dewan Pengupahan _
Provinsi Saran dan Pertimbangan
—> Penetapan Upah Minimum
Kabupaten
Gubernur

Menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Upah Minimum
Kabupaten/ Kota

v
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PETA RELASI

KPS.05.03

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

KPS.05.03.CFM.01
Penyelesaian prosedur,
penyelesaian perselisihan

KPS.05.03.CFM.02
Sosialisasi berbagai
peraturan pelaksanaan

KPS.05.03.CFM.03
Penyusunan dan penetapan
upah minimum sektoral

hubungan industrial tentang ketenagakerjaan kabupaten
Pekerja, Perusahaan, 1. Dinas Tenaga Kerja Dewan Pengupahan
Serikat Pekerja/ Serikat 2. Pengusaha Kabupaten

Buruh 3. Pekerja Dinas Tenaga Kerja
Pengusaha 4. Serikat Pekerja/ Serikat Kabupaten
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh 3. Bupati

Buruh

Mediator Hubungan
Industrial pada Dinas
Tenaga Kerja

4. Dinas Tenaga Kerja

Provinsi
Dewan Pengupahan
Provinsi

6. Gubernur
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.01.CFM.01 Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

Bappeda
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten v
Y
Melakukan Monitoring dan
perencanaan e . Ya A luasi
kegiatan Pelatihan Verifikasi ek\{a U?SI
inerja
keterampilan data !
manajemen badan v
usaha milik desa
Tidak
Desa Melaksanakan
Melaksanakan kegiatan
koordinasi P
dengan lintas
Kecamatan terkait

Dinas Pertanian

Dinas Perikanan

DPMD Propinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.01.CFM.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bappeda

DPMD Kabupaten

Melakukan
perencanaan
kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan

Desa

Kecamatan

BPKP Provinsi

DPMD Propinsi

Melaksanakan
koordinasi
dengan lintas
terkait

Verifikasi Ya
data

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

Tidak

Melaksanakan
kegiatan

A

Monitoring dan
evaluasi
kinerja
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PETA RELASI

KPS.06.01

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

KPS.06.01.CFM.01
Pelatihan ketrampilan

KPS.06.01.CFM.02

Monitoring, evaluasi dan

DPMD Propinsi

manajemen badan usaha pelaporan
milik desa
1. Bappeda 1. Bappeda
2. DPMD Kabupaten 2. DPMD Kabupaten
3. Desa 3. Desa
4. Kecamatan 4. Kecamatan
5. Dinas Pertanian 5. BPKP Provinsi
6. Dinas Perikanan 6. DPMD Propinsi
7.
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.02.CFM.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Bappeda
A
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten v v
Melakukan
Eero_entcanaan Monitoring dan
egiatan Verifikasi Ya A evaluasi
Pemberdayaan kinerja
Lembaga data
Kemasyarakaan Desa h 4
dan Lembaga Adat
Desa .
Tidak
Desa Melaksanakan
kegiatan
Melaksanakan
koordinasi h
dengan lintas
Kecamatan &
terkait

Dinas Kesehatan dan
Dinas Dinas Lingkungan
Hidup

DPMD Provinsi

BKAD Provinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.02.CFM.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Bappeda
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten
y
Melakukan Y
perencanaan Verifikasi Ya
kegiatan Pelaksanaan data
Musyawarah
Pembangunan Desa Melaksanakan
koordinasi
dengan lintas Tidak
terkait
Desa
< Melaksanakan
kegiatan
Kecamatan
v
KabUpaten Musrenbang
Tingkat Kabupaten
DPMD Propinsi
Musrenbang
Tingkat Provinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.02.CFM.03 Pelayanan sosial dasar dan pembangunan partisipatif

Bappeda
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten 4
Melakukan )
pergncanaan Monitoring dan
kegiatan Verifikasi Ya A evaluasi
Pemberdayaan erikas kineri
data inerja
Lembaga a
Kemasyarakaan Desa v
dan Lembaga Adat
Desa .
Tidak
Desa Melaksanakan
kegiatan
Melaksanakan P
koordinasi -
Kecamatan dengén lintas
terkait

Dinas Kesehatan dan
Dinas P3AKB

Diknas dan Dinas
Ketahanan Pangan

DPMD Propinsi

123




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.02.CFM.04 Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Bappeda

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

DPMD Kabupaten
Y
o) Ya
Menghimpun Data TTG Verifikasi
di Lapangan data
A
Tidak
Melaksanakan Melakeanak
Desa koordinasi k ela sanakan
dengan lintas egiatan
. Pembinaan
terkait

A

Kecamatan

Lomba Gelar TTG

DPMD Propinsi

LIPI
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PETA RELASI

KPS.06.02

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

KPS.06.02.CFM.01
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan

KPS.06.02.CFM.02
Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa

KPS.06.02.CFM.03
Pelayanan sosial dasar dan
pembangunan partisipatif

KPS.06.02.CFM.04
Pengembangan dan
pendayagunaan teknologi

desa tepat guna
1. Bappeda 1. Bappeda 1. Bappeda 1. Bappeda
2. DPMD Kabupaten 2. DPMD Kabupaten 2. DPMD Kabupaten 2. DPMD Kabupaten
3. Desa 3. Desa 3. Desa 3. Desa
4. Kecamatan 4. Kecamatan 4. Kecamatan 4. Kecamatan
5. Dinas Kesehatan dan 5. Kabupaten 5. Dinas Kesehatan dan 5. DPMD Propinsi
Dinas Dinas Lingkungan 6. DPMD Propinsi Dinas P3AKB 6. LIPI
Hidup 6. Diknas dan Dinas
6. DPMD Provinsi Ketahanan Pangan
7. BKAD Provinsi 7. DPMD Propinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.03.CFM.01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Bappeda

DPMD Kabupaten

Melakukan
perencanaan

kegiatan Pelatihan
aparatur pemeritah
desa di bidang
pengelolaan keuangan
daerah

Desa

Kecamatan

BPKAD

BPKP Provinsi

DPMD Propinsi

Melaksanakan
koordinasi
dengan lintas
terkait

Verifikasi
data

Ya

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

A

Melaksanakan
kegiatan

Monitoring dan
evaluasi
kinerja
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.03.CFM.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Bappeda

DPMD Kabupaten

Melakukan
perencanaan
kegiatan Pelatihan
aparatur pemeritah
desa di bidang
manajemen
pemerintahan desa

Desa

Kecamatan

BPKAD

BPKP Provinsi

DPMD Propinsi

Melaksanakan
koordinasi
dengan lintas
terkait

Verifikasi
data

Ya

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

A

Melaksanakan
kegiatan

Monitoring dan
evaluasi
kinerja
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.03.CFM.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bappeda
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten ] y
Monitoring dan
Melakukan Verifikasi Ya 4 evaluasi :
perencanaan kinerja
kegiatan Monitoring, data
Evaluasi dan Pelaporan v
Tidak
Melaksanakan
Desa koordinasi Melaksanakan
dengan lintas kegiatan
terkait

A

Kecamatan

BPKP Provinsi

DPMD Propinsi

128



PETA RELASI

KPS.06.03

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

KPS.06.03.CFM.01
Pelatihan aparatur

KPS.06.03.CFM.02
Pelatihan aparatur

KPS.06.03.CFM.03
Monitoring, evaluasi dan

BPKP Provinsi
DPMD Propinsi

BPKP Provinsi
DPMD Propinsi

DPMD Propinsi

pemerintah desa dalam pemerintah desa dalam pelaporan
bidang pengelolaan bidang manajemen
keuangan daerah pemerintahan desa

1. Bappeda 1. Bappeda 1. Bappeda
2. DPMD Kabupaten 2. DPMD Kabupaten 2. DPMD Kabupaten
3. Desa 3. Desa 3. Desa
4. Kecamatan 4. Kecamatan 4. Kecamatan
5. BPKAD 5. BPKAD 5. BPKP Provinsi
6. 6. 6.
7. 7.
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.04.CFM.01 Penyusunan peraturan peraturan tentang pemerintah desa

Bappeda

DPMD Kabupaten ‘
Melakukan
perencanaan va
kegiatan Pelatihan Verifikasi
aparatur pemeritah data
desa di bidang
manajemen v
pemerintahan desa
Melaksanakan
pese kegiatan
Melaksanakan Penyusunan
koordinasi < Perda/Perbup
dengan lintas
Kecamatan terkait

Produk Hukum
Berupa
Perda/Perbup

Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Biro Hukum Provinsi

DPMD Propinsi

Penyampaian
Raperda /
Raperbup
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.04.CFM.02 Penataan dan perkembangan desa

Bappeda
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten v
Y
Monitoring d
Melakukan o Ya 7y ev(;rl:azirmg an
perencanaan Verifikasi e
kegiatan Penataan dan data
perkembangan Desa
Melaksanakan Tidak
D koordinasi
esa dengan
lintas/OPD
terkait <
Melaksanakan
kegiatan
Kecamatan
DPMD Provinsi
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PETA RELASI

Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa

KPS.06.04

KPS.06.04.CFM.01
Penyusunan peraturan-
peraturan tentang
pemerintah desa

KPS.06.04.CFM.02
Penataan dan
perkembangan desa

N o

vk wn e

Bappeda

DPMD Kabupaten
Desa

Kecamatan

Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Biro Hukum Provinsi
DPMD Propinsi

ik wn e

Bappeda

DPMD Kabupaten
Desa

Kecamatan
DPMD Provinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.05.CFM.01 Pengembangan kapasitas pelestarian lingkungan

Bappeda
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten v
y
r,\)/(leif::akr?:an Ya Monitoring dan
kegiatan Verifikasi 4 E.Vam.as'
inerja
Pengembangan data J
kapasitas pelestarian v
lingkungan
Tidak
Desa Melaksanakan
Melaksanakan kegiatan
koordinasi P
dengan lintas
Kecamatan terkait

Dinas Lingkungan
Hidup

Dinas PUPRPKP

DPMD Propinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.05.CFM.02 Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Kawasan Perdesaan

Bappeda
Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
DPMD Kabupaten v
Y
Melakukan
perencanaan Ya Monitoring dan
kegiatan Verifikasi A evaluasi
Pengembangan data kinerja
Kapasitas dan
Kerjasama Kawasan \4
Perdesaan .
Tidak
Desa Melaksanakan
Melaksanakan kegiatan
koordinasi P
dengan lintas
Kecamatan terkait

Dinas Lingkungan
Hidup

Dinas PUPRPKP

DPMD Propinsi
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PETA RELASI

KPS.06.05
Peningkatan Pemberdayaan Desa

KPS.06.05.CFM.01
Pengembangan kapasitas
pelestarian lingkungan

KPS.06.05.CFM.02
Pengembangan Kapasitas
dan Kerjasama Kawasan

Noukwne

Perdesaan
Bappeda Bappeda
DPMD Kabupaten DPMD Kabupaten
Desa Desa
Kecamatan Kecamatan

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas PUPRPKP
DPMD Propinsi

Dinas PUPRPKP
DPMD Propinsi

NoukrwnNe
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.06.06.CFM.01 Kegiatan penanaman (Sisa DBH SDA DR)

Kecamatan/Desa/NGO
Mengajukan
Permohonan

Penanaman Pohon

/l\ Penanaman
Pohon

Dinas Lingkungan Hidup

Mengadakan bibit
sesuai
permohonan

e Ya
Verifikasi permohonan -~ Layak/
dan survei ke lokasi Sesuai
rencana penanaman

A
Y

pohon

BPKAD

Tidak Merespon dan
evaluasi Anggaran
sesuai pengadaan bibit

A 4
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PETA RELASI

KPS.06.06
Penanaman pohon pada lahan diluar kawasan (DBH-DR)

KPS.06.06.CFM.01
Kegiatan penanaman (Sisa
DBH SDA DR)
1. Kecamatan/Desa/NGO
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. BPKAD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.01 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan

Kelompok Tani

Melaksanakan

kegiatan pertanaman

komoditastanaman
pangan

Berdasarkan hasil analisis dan
pembinaan, meryampaikan data
usulan(berupa proposall engkap

sesuai SOP) baik melalui

rmekanisme musrenbang ataupun

Kabupaten
Kapuas

Melakukan P e 1
. njanngan aspiras lain
Balai Penyuluhan permantauan dan Penjannganaspiras fainrya
Pertanian / pengawalan kegatan ¥
Mantri Tani pertanaman secara
intensf
Dinas Pertanian Bersama dengan / Ya
Mablatan vikbd &n
\ vatiad 3avirbmid an

petugaslapangan
melakukan pembinaan
teknis

tidak

T~

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Menerimalaporan
kegiatan pasca panen dr
DinasKabupaten

tidak

Verifilas lanjutan

Ya

Kementerian
Pertanian

v

Penilaan akhir
berdasarkan hasil
verifikasi proving

dan laporan
kegiatan

Penetapan calon

"| penenmamanfaat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.02 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura

Melaksanakan

kegiatanpertanaman
Kelompok Tani komoditas |

; Berdasarkanhasilanalissdan
hortikultura pembinaan, meryampaikan data
> usulan(berupaproposall engkap

sesuaiSOP) baik melalui
mekanisme musrenbang ataupun
Balai P luh Melakukan penjaringan aspirasilainrya
alal Fenyuluhan pemantauan dan

Pertanian / —* pengawalankegatan [ .
Mantri Tani pertanaman secara

intensif

) 4

Dinas Pertanian Bersamadengan Ya
Kabupaten petugaslapangan ::u:: :.u:: wd
Kapuas melakukan pembinaan [p—

teknis tidak \/

Dinas Tanaman v

Pangan, Menerimalaporan
hortikultura dan kegi atan pasca panen dr tidak
Peternakan DinasKabupaten Verifilasi lanjutam Ya
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Penilaian akhir
Kementerian | berdasarkan hasil Penetapancalon
Pertanian "| verifikasi provinsi penerima manfaat
dan |aporan
kegiatan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.03 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

Kelompok Tani

Melaksanakan
kegiatanpertanaman
komoditas
perkebunan

Berdasarkanhasilanaliss dan
pembinaan, merwyampaikandata
usulanberupaproposall engkap

v

sesuaiSOP) baik melalui
mekanisme musrenbang ataupun

Melakukan - .
Balai Penyuluhan pemantauan dan penjaringan aspirasilainrya
Pertanian / pengawalan kegatan ]
Mantri Tani pertanaman secara
intensif
) 4
Dinas Pertanian Bersamadengan Va

Welat e valox 0ae

Kabupaten petugas|apangan el 20w ante Oae
Kapuas melak ukar_'- p.embmaen Lsaga
teknis tidak
\‘/
A 4

. Menerimalaporan -
Dinas kegiatan pasca panendr tidak o
Perkebunan DinasKabupaten Verifilasi lanjutan Ya

Provinsi Kalteng

Kementerian
Pertanian

Penilaian akhir
berdasarkan hasil
verifikasi provinsi

dan |aporan
kegiatan

Penetapancalon
penerimamanfaat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.04 Pengembangan pengolahan hasil peternakan

Kelompok tani

Melaksanakan
budidayaternak

Berdasarkanhasilanaliss dan
pembinaan, merwyampaikan data
usulan(berupaproposall engkap

v

sesuai SOP) baik melalui
mekanisme musrenbang ataupun

Melakukan - .
Balai Penyuluhan pemartauan dan penjaringan aspirasilainrya
Pertanian / pengawalan kegatan
Mantri Tani budidayasecara
intensif
Dinas Pertanian Bersamadengan Ya

Kabupaten
Kapuas

petugaslapangan
melakukan pembinaan
teknis

Welaty e a0 0as
el ln. e s 0ar

Lanasgas

tidak

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Menerimalaporan
kegiatandrDinas
Kabupaten

tidak

Verifilas lanjutam

Ya

Kementerian
Pertanian

Penilaian akhir
berdasarkan hasil

verifikasi provinsi
dan laporan
kegiatan

Penetapancalon
penerimamanfaat

141




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.05 Pembiayaan dan investasi pertanian

mMenyampaikan data

Kelompok @ani perarmman kepada
petugas Bpang
. Mebkukan verifikasi
EabiPenyuluhan Bpangan dan memben
Per@nan/ Mantn persetujlan
Tani
b
Dimas Pertanan Mablasanvakbddn
Kabupaten Kapuas varrtadiavrems E
tidak

Dires Tareman
Fangan, hortikultura
danpPetermakan
Prowirsi Kalimaman
Terngah

Kemzmeran
Pertanan

PeniBan akhir

Persetujlan

Lembaga Perbankan !
pembi@yaan

tdak
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PETA RELASI

KPS.07.01
Agribisnis Pertanian

KPS.07.01.CFM.01
Penanganan pasca panen dan

KPS.07.01.CFM.02
Penanganan pasca panen dan

KPS.07.01.CFM.03
Penanganan pasca panen

KPS.07.01.CFM.04
Pengembangan pengolahan

KPS.07.01.CFM.05
Pembiayaan dan investasi

pengolahan hasil tanaman pengolahan hasil hortikultura dan pengolahan hasil hasil peternakan pertanian
pangan perkebunan

1. Kelompok Tani 1. Kelompok Tani 1. Kelompok Tani 1. Kelompok Tani Kelompok Tani

2. Balai Penyuluhan 2. Balai Penyuluhan 2. Balai Penyuluhan 2. Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan
Pertanian/Mantri Tani Pertanian/Mantri Tani Pertanian/Mantri Tani Pertanian/Mantri Tani Pertanian/Mantri Tani

3. Dinas Pertanian 3. Dinas Pertanian 3. Dinas Pertanian 3. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten
Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Kapuas

4. Dinas  TPHP Provinsi 4. Dinas  TPHP Provinsi 4. Dinas Perkebunan 4. Dinas  TPHP Provinsi Dinas TPHP Provinsi
Kalteng Kalteng Provinsi Kalteng Kalteng Kalteng

5. Kementerian Pertanian

5. Kementerian Pertanian

5. Kementerian Pertanian

5. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian
Lembaga Perbankan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.02.CFM.01 Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Hortikultura

Kelompok Tani

4

Kelompoktani terpilih
melaksanakan
budidayatanaman
hortikultura

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

Petugaslapangan
melakukan pembinaan
dan pengawalan —
kegiatan

Dinas Pertanian
Kabupaten
Kapuas

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kermenterian
Pertanian

Alokasi kegigan
budidayatanaman
hortikulturayang
bersumber dari APBD
Kabupate, Provinsi
maupun APBN

Menyusun
laporan
pelaksanaan
kegiatan

Laporanmenjadi dasar pimpinan
untuk melakukan evaluas
menyeluruh dan pengambilan
kebijakan selanjutnya

Melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
lapangan

Menerimalaporan
pelaksanaan
kegiatan sebagai
dasar
pertimbangan
kebijakan
pengalokasan
kegiatan
berikutnya
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.02.CFM.02 Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Kecamatan/Desa/
Sekolah

Menyusun rencana
kegiatan
pengembangan lahan
pekarangan

Penerima manfaat
melaksanakan budidayadi
pekarangan

h

Balai Penyuluhan
Pertanian / Mantri
Tani

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Dinas menerima proposal dan
penunjukkanterkaitkegiatan
pengembangan lahan
pekarangan

Petugaslapangandan
petugas kabupaten
melakukanverifikasi
administrasidanlapangan

Menyiapkan saranaproduksi
dibutuhkan (stok BalaiBenih
Hortikultura, penangkar,
ataupun penyedia)

Petugas |lapangandan
petugas kabupaten
melakukan pembinaan
teknis
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.02.CFM.03 Perlindungan Tanaman Hortikultura

Kelompok Tani

Melaporkan kondisi
serangan OPT/hama
Penyakit/Dampak
Perubahanlklim
kepadapetugas

Kelompok tani
menerimabnatuan
obat-obatan/pestisida

Petugas
OPT/Pengamat
Hama/Penyuluh

Melakukan
pengamatandan
verifikasi ataslaporan
serangan

Menyusun Laporan
serangan OPT/Hama
Penyakit/Dampak
Perubahanlklim

Petugas menerima
bantuan obat-
obatan/pestisda

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Melakukan penelaahan
terhadap laporan
serangan dari petugas
OPT/Pengamat
hama/Penyuluh

Membuatnota
permintaanpestisida
kepadapetugas
Gudang Pestida
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.02.CFM.04 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

Masyarakat
Urmum/Kelompok
tani/fInstansi Lain

Menyampaikan
permintaan bibit
hortikultura

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

A 4

Melakukanpenelaahan
terhadap permintaan
bibithortikultura

y

Menerima disposisi dan melakukan

Balai Benih pengecekanterhadap stok jurmnlah dan jenis
Hortikultura bibithortikultura padaBalai Benihmaupun

Penangkar
Penangkar Menyuplai hasil bibit
tanaman hortikulturake Balai Benih
hortikultura Hortikultura
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PETA RELASI

KPS.07.02

Peningkatan Produksi Hortikultura

KPS.07.02.CFM.01
Peningkatan Produksi Dan
Produktivitas Tanaman
Hortikultura

KPS.07.02.CFM.02
Pemanfaatan Lahan
Pekarangan

KPS.07.02.CFM.03
Perlindungan Tanaman
Hortikultura

KPS.07.02.CFM.04
Pengembangan
Perbenihan/Perbibitan
Hortikultura

Kelompok Tani

Balai Penyuluhan
Pertanian/Mantri Tani
Dinas Pertanian

Kabupaten Kapuas

Dinas  TPHP Provinsi
Kalteng

Kementerian Pertanian

Kecamatan/Desa/Sekolah

Balai Penyuluhan
Pertanian/Mantri Tani
Dinas Pertanian

Kabupaten Kapuas

1. Kelompok Tani

2. Petugas OPT/Pengamat
Hama/PPL

3. Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Masyarakat
Umum/Kelompok
tani/Instansi Lain

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas
Dinas Pertanian

Kabupaten Kapuas

Balai Benih Hortikultura
Penangkar tanaman
hortikultura
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Balai Penyuluhan

BPP menyusun rencanadan
mengajukan pembelajaran/
pelatihan/peningkatan kapasitas
petugaspenyuluh pertanian
lapangan ke Kabupaten

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Bidangterkait padaDinasPertanian
KabupatenKapuasmerwyusun
rencana pelatihan sesuai dengan
anggarantersedia

Melaksanakan
pelatihan/pembelajaran/penin

—® | gkatan kapasitas penyuluhan

pertanian

Menyusun laporan dan
evaluasi hasil pelaksanaan
kegiatan

Dinas Tanaman
Pangan,
nortikuitura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan

Tengah

Alokasi program pelatihan dari Dinas
Provinsi

A

Kementerian
Pertanian

Alokasi program pelatihan dari pusat

L )
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Balai Penyuluhan

Partanian { Mantri
Fermanian Jiiantn

Tani

Setiap PPL menyiapkan adminsitrasi
sesuaidenganpersyaratanyang
dimintaoleh petunjuk teknis

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kementerian
Pertanian

Alokasi Bantuan

Operasional Penyuluh
(BOP) dari Kabupaten,

Provinsi danPusat

A 4

DinasKabupatenmelakukan verifikasi teknis
dan administrasi terhadap pengajuan BOP
dari BPP secara kolektif dan mengajukanke
Provinsi danPusat sesuai sumber
pembiayaan

DinasProvinsi melakukan verifikasi
administrasi terhadap dokurmen pengajuan
kabupaten(BOP dari provinsi dan pusat)
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Kelompok Tani

Balai Penyuluhan
Pertanian/
Penyuluh
Pertanian
Lapangan

¥

Penyuluh Pertanian Lapangan
melakukan pemetaankondis
dan potensi masing-masing
wilayah kerjanya

Y

Menyusun
rencanakerja
penyuluhan
untuk kelompok
tani binaan

Melaksanakankegiatan
penyuluhandan
pendampingan

Penyuluh Pertanian Lapangan
melakukan pemetaankondis
dan potensi masing-masing
wilayah kerjanya

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Penyusunan SKWilayahKerja
Penyuluh Pertanian se-Kabupaten
Kapuas

I

Dinasmelakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja
Penyuluh Pertanian Lapangan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.04 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (DAK)

Kelompok Tani

Balai Penyuluhan
Pertanian/
Penyuluh
Pertanian
Lapangan

¥

Penyuluh Pertanian Lapangan
melakukan pemetaankondis
dan potensi masing-masing
wilayah kerjanya

Y

Menyusun
rencanakerja
penyuluhan
untuk kelompok
tani binaan

Melaksanakankegiatan
penyuluhandan
pendampingan

Penyuluh Pertanian Lapangan
melakukan pemetaankondis
dan potensi masing-masing
wilayah kerjanya

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Penyusunan SKWilayahKerja
Penyuluh Pertanian se-Kabupaten
Kapuas

I

Dinasmelakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja
Penyuluh Pertanian Lapangan
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PETA RELASI

KPS.07.03

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

KPS.07.03.CFM.01
Peningkatan kapasitas tenaga

KPS.07.03.CFM.02
Peningkatan kesejahteraan

KPS.07.03.CFM.03
Penyuluhan dan

KPS.07.03.CFM.04
Penyuluhan dan

penyuluh tenaga penyuluh pendampingan bagi pendampingan bagi
pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan (DAK)
1. Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan Kelompok Tani 1. Kelompok Tani
Pertanian Pertanian / Mantri Tani Balai Penyuluhan 2. Balai Penyuluhan
2. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Pertanian/ Penyuluh Pertanian/ Penyuluh
Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Pertanian Lapangan Pertanian Lapangan
3. Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian 3. Dinas Pertanian

hortikultura dan
Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah

4. Kementerian Pertanian

hortikultura dan
Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kementerian Pertanian

Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.04.CFM.01 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

Kelompok Tani

Usulan permintaan
sarana produksi
pertanian

A

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

diketahui dan setujui Petugas
pertanian |apangan setempat

Dinas Pertanian
Kabupaten
Kapuas

y

h

Dinas Kabupaten melakukan
verifikasi teknis dan sesuai
ketersedizan stok sarana produksi
padaDinas Pertanian Kabupaten
Kapuas

Mendistribusikan sarana produksi
kepadakelompok tani

Ly

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Bantuan sarana produksi dari pravinsi

Kementerian
Pertanian

Bantuan sarana produksi dari pusat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.04.CFM.02 Mekanisasi Pertanian

Kelompok Tani

Usulan permintaan alat
dan mesin pertanian

A

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

diketahui dan setujui Petugas
pertanian |apangan setempat

Dinas Pertanian
Kabupaten
Kapuas

A

Dinas Kabupaten melakukan
verifikasi teknis dan sesuai
ketersedizan stok alat danmesin
pertanian padaDinasPertanian
KabupatenKapuas

Mendistribusikan ala dan mesin
pertanian kepadakelompoktani

»

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Bantuan alat danmesin pertanian dan
provinsi

Kementerian
Pertanian

Bantuanalat danmesin pertaniandan
pusat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.04.CFM.03 Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air

Kelompok Tani

Usulan permintaan

peningkatan/pembangunan
infrastruktur lahandanair

A

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

diketahui dan setujui Petugas
pertanian |apangan setempat

Dinas Pertanian
Kabupaten
Kapuas

4

Dinas Kabupaten melakukan
verifikasi administras, teknisdan
kelayakan usulan

Mengalokaskan kegiatan
peningkatan/pembangunan
infrastruktur lahandan air kepada
kelompoktani terpilih

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

alokasi peningkatan/pembangunan
infsatruktur lahan dan air dari pravinsi

Kementerian
Pertanian

alokasi peningkatan/pembangunan
infrastruktur lahandan air dari
provinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.04.CFM.04 Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air (DAK)

Kelompok Tani

Usulan permintaan

peningkatan/pembangunan
infrastruktur lahandanair

A

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

diketahui dan setujui Petugas
pertanian |apangan setempat

Dinas Pertanian
Kabupaten
Kapuas

4

Dinas Kabupaten melakukan
verifikasi administras, teknisdan
kelayakan usulan

Mengalokaskan kegiatan
peningkatan/pembangunan
infrastruktur lahandan air kepada
kelompoktani terpilih

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

alokasi peningkatan/pembangunan
infsatruktur lahan dan air dari pravinsi

Kementerian
Pertanian

alokasi peningkatan/pembangunan
infrastruktur lahandan air dari
provinsi
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PETA RELASI

KPS.07.04

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

KPS.07.04.CFM.01
Penyediaan Sarana Produksi

KPS.07.04.CFM.02
Mekanisasi Pertanian

KPS.07.04.CFM.03
Peningkatan Infrastruktur

KPS.07.04.CFM.04
Peningkatan Infrastruktur

Pertanian Lahan Dan Air Lahan Dan Air (DAK)
1. Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani 1. Kelompok Tani
2. Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan 2. Balai Penyuluhan
Pertanian / Mantri Tani Pertanian / Mantri Tani Pertanian / Mantri Tani Pertanian/Mantri Tani
3. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 3. Dinas Pertanian

Kabupaten Kapuas

4. Dinas Tanaman Pangan,
hortikultura dan
Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah

5. Kementerian Pertanian

Kabupaten Kapuas

Dinas Tanaman Pangan,
hortikultura dan
Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kementerian Pertanian

Kabupaten Kapuas

Dinas Tanaman Pangan,
hortikultura dan
Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kementerian Pertanian

Kabupaten Kapuas
4. Dinas  TPHP
Kalteng
5. Kementerian Pertanian

Provinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.08.01.CFM.01 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa

Kelurahan
!
Menerima Data o .
Identifikasi
Kelompok L
— apangan
Kecamatan Nelayan pang

Dinas Perikanan

Ve

Tidak

rifikasi dan
Validasi

Menyampaikan laporan
hasil verifikasi dan
validasi

Melakukan pembinaan
dan pendampingan
terhadap kelompok
nelayan

Menyusun
Laporan
Kegiatan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.08.01.CFM.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Desa

Kecamatan

Penyuluh

Dinas Perikanan

Melakukan
kegiatan
perencanaan
penyediaan
peningkatan
sarana dan
prasarana
perikanan tangkap

v

Melakukan
Sosialisasi
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perikanan
Tangkap

Monitoring dan
evaluasi kinerja

Menyusun Laporan

A

A

UPPBJ \ 4
Proses Pengadaan
Barang
Bupati \ 4
Menerima Laporan
Pihak Ke 3 / Rekanan v
Pengadaan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.08.01.CFM.03 Pengendalian sumber daya ikan dan perlindungan nelayan

Dinas Perikanan

Melakukan kegiatan
perencanaan pengawasan
sumber daya perikanan

\ 4

Bagian Hukum

Polres Kapuas

Melaksanakan
sosialisasi
kegiatan
pengawasan
sumber daya
perikanan

Melaksanakan
pengawaasan sumber
daya perikanaan

Monitoring dan
evaluasi kegiatan

Bupati

v

Menyampaikan
Laporan
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PETA RELASI

KPS.08.01

Pengembangan Perikanan Tangkap

KPS.08.01.CFM.01
Pendampingan pada
kelompok nelayan perikanan

KPS.08.01.CFM.02
Peningkatan sarana dan
prasarana perikanan tangkap

KPS.08.01.CFM.03
Pengendalian sumber daya
ikan dan perlindungan

tangkap nelayan

1. Desa 1. Desa 1. Dinas Perikanan
2. Kelurahan 2. Kecamatan 2. Bagian Hukum
3. Kecamatan 3. Penyuluh 3. Polres Kapuas
4. Dinas Perikanan 4. Dinas Perikanan 4. Bupati

5. UPPBJ

6. Bupati

7. Pihak Ke 3 / Rekanan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.08.02.CFM.01 Pembinaan pengolahan hasil perikanan

Dinas Perikanan

Melakukan perencanaan
kegiatan pembinaan
pengolahan hasil perikanan

Desa

Kecamatan

v

Melaksanakan koordinasi
perencanaan kegiatan
pembinaan pengolahan
hasil perikanan

Melaksanakan kegiatan
pembinaan pengolahan hasil
perikanan

Menyusun laporan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.08.02.CFM.02 Promosi dan ekspose hasil perikanan

Dinas Perikanan

Melakukan perencanaan kegiatan
promosi dan ekspose hasil
perikanan

Disperindagkop

Desa

v

Melaksanakan koordinasi
rencana kegiatan
pelatihan pengolahan
hasil perikanan

Melaksanakan kegiatan pameran
dan ekspose hasil perikanan

Menyusun laporan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.08.02.CFM.03 Pembinaan usaha perikanan

Dinas Perikanan

Melakukan perencanaan
kegiatan pembinaan usaha
perikanan

Desa

Kecamatan

v

Melaksanakan koordinasi
perencanaan kegiatan
pembinaan usaha
perikanan

Melaksanakan kegiatan
pembinaan usaha perikanan

Menyusun laporan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.08.02.CFM.04 Pengelolaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan

Desa

Kecamatan

Penyuluh

Dinas Perikanan

Melakukan
kegiatan
perencanaan
penyediaan
pengelolaan
sarana dan
prasarana
pengolah dan
pemasar hasil

Melakukan
pengelolaan
sarana dan

v

pengolah dan
pemasar hasil

perikanan Monitoring dan Menyusun
evaluasi kinerja Laporan
A
UPPBJ v
Proses Pengadaan

Barang

Bupati v
Menerima Laporan
Pihak Ke 3 / Rekanan
Pengadaan
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PETA RELASI

KPS.08.02
Pengelolaan Usaha Perikanan

KPS.08.02.CFM.01
Pembinaan pengolahan hasil
perikanan

KPS.08.02.CFM.02
Promosi dan ekspose hasil
perikanan

KPS.08.02.CFM.03
Pembinaan usaha perikanan

KPS.08.02.CFM.04
Pengelolaan sarana dan
prasarana pengolah dan
pemasar hasil perikanan

1. Dinas Perikanan
2. Desa
3. Kecamatan

1. Dinas Perikanan
2. Disperindagkop
3. Desa

1. Dinas Perikanan
2. Desa
3. Kecamatan

Noup,kwnpRE

Desa

Kecamatan
Penyuluh

Dinas Perikanan
UPPBJ

Bupati

Pihak Ke 3 / Rekanan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.01 Pengembangan Indeks Pertanaman Tanaman Pangan

Kelompok Tani

v

Kelompoktani terpilih
melaksanakan
budidayatanarman
pangan

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

Petugaslapangan
melakukan pembinaan
dan pengawalan —
kegiatan

Dinas Pertanian
Kabupaten
Kapuas

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kementerian
Pertanian

Alokasi kegigan
budidayatanaman
panganyang
bersumber dari APBD
Kabupate, Provinsi
maupun APBN

Menyusun
laporan
pelaksanaan
kegiatan

v

Laporanmenjadi dasar pimpinan
untuk melakukan evaluas
menyeluruh dan pengambilan
kebijakan selanjutnya

Melakukanrmonitoring
dan evaluasi kegiatan
lapangan

Menerimalaporan
pelaksanaan
kegiatan sebagai
dasar
pertimbangan
kebijakan
pengalokasan
kegiatan
berikutnya
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.02 Pengembangan Tanaman Pangan Pada Lahan Kering

Kelompok Tani
kecamatan non
pasang surut

Kelompoktani terpilih
melaksanakan
budidayatanaman di
lahankering

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

melakukan pembinaan

Petugaslapangan

dan pengawalan —
kegiatan

Dinas Pertanian
Kabupaten

Dinas Tanaman
Pangan,
hortikultura dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kementerian
Pertanian

Alokasi kegigan
budidayatanaman
panganyang
bersumber dari APBD
Kabupaten, Provinsi
maupun APBN yang
berdasarkanusulan
musrenbang proposal
mandiri atau inisiasi
DlInas Pertanian

Menyusun
laporan
pelaksanaan
kegiatan

v

Laporanmenjadi dasar pimpinan
untuk melaukan evaluas
menyeiuruh dan pengambiian
kebijakan selanjutnya

Melakukanmonitoring
dan evaluasi kegiatan
lapangan

Menerimalaporan
pelaksanaan
kegiatan sebagai
dasar
pertimbangan
kebijakan
pengalokasan
kegiatan
berikutnya
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.03 Perlindungan tanaman pangan

Kelompok Tani

Melaporkan kondisi
serangan OPT/hama
Penyakit/Dampak
Perubahanlklim
kepadapetugas

Kelompok tani
menerimabnatuan
obat-obatan/pestisida

Petugas
OPT/Pengamat
Hama/Penyuluh

Melakukan
pengamatandan
verifikasi ataslaporan
serangan

Menyusun Laporan
serangan OPT/Hama

Penyakit/Dampak
Perubahanlklim

Petugas menerima
bantuan obat-
obatan/pestisda

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Melakukan penelaahan

serangan dari petugas

terhadap laporan

OPT/Pengamat
hama/Penyuluh

Membuatnota
permintaanpestisida
kepadapetugas
Gudang Pestida
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.04 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan

Masyarakat
Umum/Kelompok
tanifInstansi Lain

Menyampaikan
permintaanbenih
tanamanpangan

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Melakukanpenelaahan
terhadap permintaan
benih tanaman pangan

y

Balai Benih
Tanaman Pangan

Menerima disposisi dan melakukan
pengecekanterhadap stok jurnlah dan jenis
benih tanaman pangan padabalai Benih
maupun Penangkar

Penangkar
tanaman pangan

Menyuplai hasil produksi benih
tanamanpangan ke Balai Benih
TanamanPangan
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PETA RELASI

KPS.09.01
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

KPS.09.01.CFM.01
Pengembangan Indeks
Pertanaman Tanaman

KPS.09.01.CFM.02 KPS.09.01.CFM.03
Pengembangan Tanaman Perlindungan tanaman
Pangan Pada Lahan Kering pangan

KPS.09.01.CFM.04
Pengembangan
Perbenihan/Perbibitan

Pangan Tanaman Pangan
Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani Masyarakat
Balai Penyuluhan Kecamatan Non Pasang Petugas OPT/Pengamat Umum/Kelompok
Pertanian/Mantri Tani Surut Hama/PPL tani/Instansi Lain
Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas Pertanian/Mantri Tani Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas
Dinas  TPHP Provinsi Dinas Pertanian Balai Benih  Tanaman

Kalteng Kabupaten Kapuas Pangan
Kementerian Pertanian Penangkar Tanaman
Pangan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.02.CFM.01 Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat

Kelompok Tani

Kelompok tani terpilih
melaksanakan
budidayatanaman
perkebunan

Balai Penyuluhan
Pertanian /
Mantri Tani

Petugaslapangan
melakukan pembinaan
dan pengawalan —
kegiatan

Dinas Pertanian
Kabupaten
Kapuas

Dinas
Perkebunan
Provinsi Kalteng

Kementerian
Pertanian

Alokas kegiatan

budidaya perkebunan |

yang bersumber dari
APBD Kabupaten,
Provinsi maupun
APBN

y

Menyusun
laporan
pelaksanaan
kegiatan

v

Laporanmenjadi dasar pimpinan
untuk melakukan evaluas
menyeluruh dan pengambilan
kebijakan selanjutriya

Melakukan monitoring
dan evaluasikegatan
lapangan

Menerma laporan
pelaksanaan
kegiatan sebagai
dasar
pertimbangan
kebijakan
pengalokasian
kegiatan
berikutreya
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.02.CFM.02 Perllindungan Tanaman Perkebunan

Kelompok Tani

Melaporkan kondisi
serangan OPT/hama
Penyakit/Dampak
Perubahanlklim
kepadapetugas

Kelompok tani
menerimabnatuan
obat-obatan/pestisida

Petugas
OPT/Pengamat
Hama/Penyuluh

Melakukan
pengamatandan
verifikasi ataslaporan
serangan

Menyusun Laporan
serangan OPT/Hama
Penyakit/Dampak
Perubahanlklim

Petugas menerima
bantuan obat-
obatan/pestisda

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

Melakukanpenelaahan
terhadap laporan
serangan dari petugas
OPT/Pengamat
hama/Penyuluh

Membuatnota
permintaanpestisida
kepadapetugas
Gudang Pestida
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.02.CFM.03 Pengembangan Perbenihan/Perbibian Tanaman Perkebunan

Masyarakat
Umum/Kelompok
tanifInstansi Lain

Menyampaikan
permintaanbenih
tanamanperkebunan

Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas

h 4

Melakukanpenelaahan
terhadap permintaan
benihtanaman
perkebunan

Kebun Entrys /

Menerima disposisi dan melakukan
pengecekanterhadap stok jurmnlah dan jenis

Produksi benih tanaman perkebunanpadaKebun Entrys

/ Produksi maupun Penangkar
Penangkar Menyuplai hasil produksi bibit
tanaman perkebunanke Dinas
perkebunan Pertanian/Dinas Pertanian
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PETA RELASI

KPS.09.02
Peningkatan Produksi Perkebunan

KPS.09.02.CFM.01 KPS.09.02.CFM.02 KPS.09.02.CFM.03
Pengembangan Tanaman Perllindungan Tanaman Pengembangan
Perkebunan Rakyat Perkebunan Perbenihan/Perbibian
Tanaman Perkebunan
Kelompok Tani 1. Kelompok Tani 1. Masyarakat
Balai Penyuluhan 2. Petugas OPT/Pengamat Umum/Kelompok
Pertanian/Mantri Tani Hama/PPL tani/Instansi Lain
Dinas Pertanian 3. Dinas Pertanian 2. Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas
Dinas Perkebunan 3. Kebun Entrys / Kebun
Provinsi Kalteng Produksi
Kementerian Pertanian 4. Penangkar Tanaman
Perkebunan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.04.CFM.01 Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu Hingga Hilir

Disdagperinkop dan UKM

Persiapan dan Penyusunan
Program Kegiatan Pelatihan
dan Bimbingan Teknis
Industri

BAPEDDA

DPRD

Pembahasan
Program/Kegiatan Pelatihan
dan Bimbingan Teknis

Instruktur/Pelatih/
Narasumber
(IKM/Lembaga Pelatihan)

Memfasilitasi Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis Industri

Pelaku Usaha / IKM

v

Disdagperinkop dan UKM

Mempersiapkan Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis Industri
(Bahan, Perlengkapan dan
Peralatan Serta Sarana
Lainnya)

IKM / Masyarakat

A 4

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis Industri (Tercapainya
IKM sektor Pengolahan dari Hulu Hingga

Hilirisasi produk)
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PETA RELASI

KPS.09.04
Peningkatan kemampuan teknologi industri

KPS.09.04.CFM.01
Pembinaan Keterkaitan
Produksi Hulu Hingga Hilir
Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA
DPRD
Instruktur/Pelatih/
Narasumber
(IKM/Lembaga Pelatihan)
Pelaku Usaha / IKM
6. IKM / Masyarakat

PwnNE

o
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.01.CFM.01 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan
menyusun Program
kegiatan Kalteng Expo,
Kapuas Expo

BAPEDDA

\ 4

DPRD

Membahas program
kegiatan Kalteng Expo,
Kapuas Expo

Pelaku usaha

A\ 4

Menyediakan Bahan/

barang utk kegiatan Kalteng

Expo, Kapuas Expo

Disdagperinkop dan UKM

\ 4

dengan EO kegiatan Kalteng Expo,

Koordinasi pelaksanaan kegiatan

Kapuas Expo

Event Organizer /
Disdagperinkop dan UKM

»| Pelaksanaan Kegiatan Kalteng
Expo, Kapuas Expo
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.01.CFM.02 Kebijakan pembangunan perdagangan

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan menyusun
Program SKA

BAPEDDA

A 4

DPRD

Membahas program

kegiatan SKA

Disdagperinkop dan UKM

Mengikuti Kegiatan SKA
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.01.CFM.03 Pengembangan Promosi Ekspor

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan menyusun
Program kegiatan Trade Expo

BAPEDDA

\ 4

DPRD

Membahas program
Kegiatan Trade Expo

Pelaku Usaha

Menyediakan Bahan/ barang
utk kegiatan Trade Expo

Disdagperinkop dan UKM

Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan
EO kegiatan Trade Expo

Event Organizer/
Disdagperinkop dan UKM

A

Pelaksanaan Kegiatan Trade
Expo
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PETA RELASI

KPS.10.01

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

KPS.10.01.CFM.01
Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan
luar negeri

KPS.10.01.CFM.02
Kebijakan pembangunan
perdagangan

KPS.10.01.CFM.03
Pengembangan Promosi
Ekspor

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Pelaku usaha

Event Organizer /
Disdagperinkop dan UKM

uhwnN e

1. Disdagperinkop dan UKM
2. BAPEDDA
3. DPRD

ik wn e

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Pelaku Usaha

Event Organizer/
Disdagperinkop dan UKM
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.02.CFM.01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan
menyusun Program
kegiatan Pelatihan

BAPEDDA

\ 4

DPRD

Membahas program

kegiatan Pelatihan

Kecamatan / Masyarakat

Melaksanakan Kegiatan
Pelatihan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.02.CFM.02 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan menyusun
Program kegiatan pasar
murah

BAPEDDA

A 4

DPRD

Membahas program

kegiatan pasar murah

Bagian Hukum Setda

Memfasilitasi penetapan SK
pelaksanaan pasar murah

Pelaku Usaha

Menyediakan Bahan/ barang
pasar murah

Disdagperinkop dan UKM

Membantu mendistribusikan
bahan/barang pasar murah

Kecamatan / Masyarakat

Y

Pembeli bahan/ barang

pasar murah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.02.CFM.03 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan
menyusun Program
kegiatan Monitoring harga
sembako

BAPEDDA

v

DPRD

Membahas program
kegiatan Monitoring harga

sembako

Kecamatan / Pedagang

Melaksanakan kegiatan
Monitoring harga sembako

A 4
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.02.CFM.04 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan menyusun
Program kegiatan
pembangunan pasar

BAPEDDA

\ 4

DPRD

Membahas program
kegiatan pembangunan

pasar

Dinas PUPRRKP

Memfasilitasi pelaksanaan
pembangunan pasar

Panitia Pengadaan
Barang Barang dan Jasa

Proses Lelang

Kecamatan/Lokasi
Pembangunan

\ 4

Pelaksanaan Pembangunan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.02.CFM.05 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (APBD)

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan menyusun
Program kegiatan
pembangunan pasar

BAPEDDA

A 4

DPRD

Membahas program
kegiatan pembangunan

pasar

Dinas PUPRRKP

Memfasilitasi pelaksanaan
pembangunan pasar

Panitia Pengadaan
Barang Barang dan Jasa

Proses Lelang

Kecamatan/Lokasi
Pembangunan

A 4

Pelaksanaan Pembangunan
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PETA RELASI

KPS.10.02

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

KPS.10.02.CFM.01
Penyempurnaan perangkat
peraturan, kebijakan dan
pelaksanaan operasional

KPS.10.02.CFM.02
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk

KPS.10.02.CFM.03
Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan

KPS.10.02.CFM.04
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk

(DAK)

KPS.10.02.CFM.05
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk

(APBD)

PwnpE

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Kecamatan / Masyarakat

oukwWNE

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Bagian Hukum Setda
Pelaku Usaha

Kecamatan / Masyarakat

PwnNE

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Kecamatan / Pedagang

uhwnN e

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Dinas PUPRRKP

Panitia Pengadaan Barang
Barang dan Jasa
Kecamatan/Lokasi
Pembangunan

uhwnN e

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Dinas PUPRRKP

Panitia Pengadaan Barang
Barang dan Jasa
Kecamatan/Lokasi
Pembangunan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.03.CFM.01 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan
menyusun Program
kegiatan Sosialiasi

BAPEDDA

DPRD

Membahas program

kegiatan Sosialiasi

Kecamatan /  Lokasi
Sosialiasi

Melaksanakan kegiatan
Sosialisasi bagi pedagang kaki
lima dan asongan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.03.CFM.02 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan menyusun
Program kegiatan bantuan
sarana prasarana

BAPEDDA

DPRD

Membahas program

kegiatan bantuan sarana
prasarana

Dinas PUPRRKP

Memfasilitasi pelaksanaan
bantuan sarana prasarana

Panitia Pengadaan
Barang Barang dan Jasa

Proses Lelang/ Penunjukan

Kecamatan/Lokasi
Bantuan

\ 4

Pelaksanaan Pembangunan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.03.CFM.03 Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

Disdagperinkop dan UKM

Menyiapkan dan menyusun
Program kegiatan
pengawasan

BAPEDDA

DPRD

Membahas program

kegiatan Pengawasan

Kecamatan/ Pasar

Melaksanakan Kegiatan
Pengawasan bagi pedagang
kaki lima dan asongan
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PETA RELASI

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

KPS.10.03

KPS.10.03.CFM.01
Pembinaan organisasi
pedagang kaki lima dan

KPS.10.03.CFM.02 Penataan
tempat berusaha bagi
pedagang kaki lima dan

KPS.10.03.CFM.03
Pengawasan mutu dagangan
pedagang kaki lima dan

asongan asongan asongan
1. Dinas Dagperinkop&UKM 1. Dinas Dagperinkop&UKM 1. Disdagperinkop dan UKM
2. Bappeda 2. Bappeda 2. BAPEDDA
3. DPRD 3. DPRD 3. DPRD
4. Kecamatan/Lokasi 4. Dinas PUPRRKP 4. Kecamatan/ Pasar
Sosialisasi 5. Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa
6. Kecamatan / Lokasi
Bantuan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.04.CFM.01 Pengembangan sarana promosi hasil produksi

Disdagperinkop dan UKM

Menyusun Rencana Kegiatan
Pameran/ UMKM Expo

Melakukan Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan

\ 4

Melaksanakan
Kegiatan Pameran/

Membuat laporan
Pelaksanaan Kegiatan

UMKM Expo
Membahas Anggaran
BAPEDDA Program dan Kegiatan J
Pameran/ UMKM Expo
DPRD
UMKM/Koperasi

\ 4

Menyediakan produk yang
akan dipamerkan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.04.CFM.02 Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi

Disdagperinkop dan UKM

Menyusun Rencana Kegiatan
revitalisasi Pasar Tradiosional
yang dikelola koperasi

Membahas Anggaran
Program dan Kegiatan
revitalisasi Pasar

Membuat laporan
Pelaksanaan Kegiatan

\ 4

Melaksanakan
Kegiatan Pameran/
UMKM Expo

Membuat laporan
Pelaksanaan Kegiatan

BAPEDDA J
Tradiosional yang
dikelola koperasi

DPRD

ULP/Panitia Pengadaan

barang dan jasa

Proses lelang

UMKM/Koperasi

Mengisi dan memanfaatkan pasar
tradisional

A 4
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PETA RELASI

KPS.10.04
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

PwnNE

KPS.10.04.CFM.01 KPS.10.04.CFM.02
Pengembangan sarana Pemanfaatan fasilitas
promosi hasil produksi pemerintah untuk UKM dan

koperasi
Disdagperinkop dan UKM 1. Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA 2. BAPEDDA
DPRD 3. DPRD
UMKM/Koperasi 4. ULP/Panitia Pengadaan

barang dan jasa
5. UMKM/Koperasi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.05.CFM.01 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

Disdagperinkop dan UKM

Persiapan dan Penyusunan
Program Kegiatan
Rekomendasi Perizinan
Industri

BAPEDDA
Pembahasan
> Program/Kegiatan
DPRD Rekomendasi Perizinan
DPMPTSP

Disdagperinkop dan UKM

Mempersiapkan Pelaksanaan
Kegiatan Rekomendasi Perizinan
Industri

Y

IKM / PELAKU USAHA
INDUSTRI

DPMPTSP

Pelaksanaan Kegiatan
Rekomendasi Perizinan
Industri (Evaluasi Lapangan
dan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP))

IKM / PELAKU USAHA
INDUSTRI

Disdagperinkop dan UKM

v

REKOMENDASI
(Tersedianya IKM yang
memiliki Kapasitas pranata
pengukuran, standar
pengujian dan kualitas
produk)
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.05.CFM.02 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Disdagperinkop dan UKM

Persiapan dan Penyusunan
Program Kegiatan Pelatihan
dan Bimbingan Teknis
Industri

BAPEDDA

DPRD

Pembahasan
Program/Kegiatan Pelatihan
dan Bimbingan Teknis

INSTRUKTUR/PELATIH/
NARASUMBER
(IKM/LEMBAGA
PELATIHAN)

Memfasilitasi Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis Industri

Pelaku Usaha / IKM

Disdagperinkop dan UKM

Mempersiapkan Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis Industri
(Bahan, Perlengkapan dan
Peralatan Serta Sarana

IKM / MASYARAKAT

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis Industri (Tersedianya
IKM yang mampu mengembangkan
Sistem inovasi industri)
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PETA RELASI

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

KPS.10.05

KPS.10.05.CFM.01
Pengembangan kapasitas
pranata pengukuran,
standarisasi, pengujian dan
kualitas

KPS.10.05.CFM.02
Pengembangan sistem
inovasi teknologi industri

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

DPMPTSP

IKM / Pelaku Usaha
Industri

vk wn e

b

PwnNE

Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA

DPRD

Instruktur/Pelatih/
Narasumber
(IKM/Lembaga Pelatihan)
Pelaku Usaha / IKM

IKM / Masyarakat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.10.06.CFM.01 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Disdagperinkop dan UKM

Persiapan dan Penyusunan
Program Kegiatan Pendataan
IKM

BAPEDDA

DPRD

Pembahasan
Program/Kegiatan
Pendataan IKM

Disdagperinkop dan UKM

Mempersiapkan Pelaksanaan
Kegiatan Pendataan IKM

IKM / PELAKU USAHA
INDUSTRI

v

Pelaksanaan Kegiatan
Pendataan IKM

Disdagperinkop dan UKM

Instansi Pemerintah,
Civitas Akademika, APH,
BUMN, BUMD dan
Swasta

A 4

LAPORAN / DATA BASE
(Tersedianya informasi
Industri yang dapat diakses
masyarakat)
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PETA RELASI

KPS.10.06
Pengembangan sentra-sentra industri potensial

KPS.10.06.CFM.01
Penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses
masyarakat
Disdagperinkop dan UKM
BAPEDDA
DPRD
IKM / PELAKU USAHA
INDUSTRI
5. Instansi Pemerintah,
Civitas Akademika, APH,
BUMN, BUMD dan
Swasta

PwnNE
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.11.01.CFM.01 Penyelenggaraan pameran investasi

BPKAD
BAPPEDA Kelengkapan
dokumen
perencanaan dan
anggaran
Dinas PMPTSP A 4
Evaluasi hasil
Persiapan kegiatan . kegiatan fasilitasi
promosi penanaman Mela.ksanaan kegiatan antara Investor Menyampaikan
modal promosi penanaman modal dengan Pemda laporan hasil
pelaksanaan
A kegiatanpromosi
penanaman modal
BKPM
Pelaku Usaha
Melaksanaan kegiatan promosi
Kecamatan penanaman modal
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PETA RELASI

KPS.11.01
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

KPS.11.01.CFM.01
Penyelenggaraan pameran
investasi
BPKAD
BAPPEDA
Dinas PMPTSP
BKPM
Pelaku Usaha
Kecamatan

ok wWwNE
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.01.CFM.01 Pengendalian Kebersihan Kota

Kecamatan

Bappeda

BPKAD

Dinas PUPRPKPP

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda

Kelengkapan
Dokumen
Usulan
Perencanaan
dan Anggaran
Kegiatan

—
Tidak
Ya
—»<  Lengkap
v i
Tidak Monitoring Laporan hasil Tahapan Pemeriksaan,
Pekerjaan Kegiatan Evaluaasi/tindak lanjut
Tahapan 7'
Kajian dan
Analisa Ya
—»¢  Lengkap

Perusahaan (Pihak
Ketiga)

. Tahapan
"| Pelaksanaan

Inspektorat

Tahapan Pemeriksaan,
Evaluasi/tindak lanjut
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PETA RELASI

KPS.12.01
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

KPS.12.01.CFM.01
Pengendalian Kebersihan
Kota
Kecamatan
Bappeda
BPKAD
Dinas PUPRPKPP
Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda
6. Perusahaan (Pihak
Ketiga)
7. Inspektorat

Uk wnN e
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.02.CFM.01 Penilaian Kota Sehat/Adipura

Kementerian

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Rl

Menyurati Pemerintah
Propinsi dan Kabupaten
tentang adanya Penilaian
Adipura

v

Penilaian ADIPURA

1. Pemilahan Sampah
2. Ruang Terbuka Hijau
3. Pemanfaatan Limbah

_ Layak/ h

Ya

e
Tidak

Bupati

A 4

Bupati menyampaikan
surat ke DLH, untuk
pembentukan Tim Pokja

Dinas Lingkungan
Hidup

A\ 4

DLH Merespon dan
memfasilitasi

\ 4

PUPRPKP

Dinas Kesehatan
(RSUD, PUSKESMAS)

Terbentuknya Tim
Pokja Kabupaten

\ 4

Kapuas

Kecamatan Selat

Kelurahan/Desa

Sekolah

Pasar

Penetapan
Titik-Titik
Pantau

Sosialisasi Penilaian

v

Adipura

SOSIALISASI

ADIPURA
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.02.CFM.02 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Dinas Lingkungan
Hidup

Melakukan
pengambilan
sampel Air
dan Udara ke
lapangan

Titik — titik sampel yang akan dilakukan
uji Lab Kualitas Air : Sei Hanyo, Timpah,
Mantangai, Batanjung, Muara Dadahup,
Barimba.

Titik - titik sampel yang akan

dilakukan uji Lab Kualitas Udara:

1. JI. Tambun Bungai (Depan Bank
Kalteng)

2. JI. Kalimantan (PLTD Kapuas)

3. JL Cilik Riwut Gg.la (Perum. RT 17)

4. J1. Pemuda (DLH)

Menyiapakan
—»| permohonan
untuk
dilakukan
pengujian

Laporan

KLHK
(Dirjen PPKL)

Melakukan Uji
Lab Kualitas

Udara
LAB yang sudah
terakreditasi Melakukan
Uji Lab
Kualitas Air
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.02.CFM.03 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Masyarakat/ Swasta
/NGO

Mengirim laporan

Membuat Saran dan Masukan
berdasarkan verifikasi lapangan

Dinas Lingkungan
Hidup

A2
o

Verifikasi ke lapangan

sesuai laporan

Membuat laporan
terkait verifikasi
lapangan

A

BUPATI

v

Memberikan
persetujuan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS. B12.01.CPM.04 Pengelolaan Limbah B3

Swasta/Perusahaan

Mengajukan
Permohonan Rincian
Teknis (Rintek)
pengolahan LB-3

Perusahaan mengajukan
permohonan untuk
memasukkan Rintek ke dalam
Dokumen

A

Dinas Lingkungan Hidup

Tidak

Verifikasi
kelengkapan
dokumen

Verifikasi

lapangan

Ya

Rincian Teknis
dimasukkan dalam
Dokumen
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.02.CFM.05 Pengkajian dampak lingkungan

Masyarakat/ Swasta,
NGO

A 4

Menyampaikan
Pengaduan ke Dinas LH
terkait dengan
Pencemaran Lingkungan
Hidup

Menerima hasil pengaduan yg
telah diregistrasi/tidak
dilanjutkan

A

Dinas Lingkungan
Hidup

Tidak

Iengk;V

v

Verifikasi ke lapangan

N e

~

\ Lengkap

Membuat laporan hasil |__|
verifikasi lapangan

Kecamatan/ Kelurahan/
Desa

Koordinasi
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PETA RELASI

KPS.12.02

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

KPS.12.02.CFM.01
Penilaian Kota Sehat/Adipura

KPS.12.02.CFM.02
Pemantauan Kualitas
Lingkungan

KPS.12.02.CFM.03
Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup

KPS.12.02.CFM.04
Pengelolaan B3 dan Limbah
B3

KPS.12.02.CFM.05
Pengkajian dampak
lingkungan

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Rl
Bupati

Dinas Lingkungan Hidup
PUPRPKP

Dinas Kesehatan (RSUD,
PUSKESMAS)
Kecamatan Selat
Kelurahan/Desa

Sekolah

Pasar

vk wnN

O 0N

N

Dinas Lingkungan Hidup
KLHK (Dirjen PPKL)

LAB yang sudah
terakreditasi

1. Masyarakat/ Swasta
/NGO

2. Dinas Lingkungan Hidup

3. BUPATI

1. Swasta/Perusahaan
2. Dinas Lingkungan Hidup

N

Masyarakat/ Swasta, NGO
Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan/ Kelurahan/
Desa
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.02.CFM.01 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

KLHK RI
Menyampaikan Surat Verifikasi va
terkait Program Proklim lapangan
Tidak
Bupati I
Surat Edaran ke
Kecamatan/Desa tentang
rogram Proklim
\4
Kecamatan/

Kelurahan/Desa

Menyampaikan
Permohonan ke DLH

Program Kampung Iklim

Dinas Lingkungan
Hidup

Tidak

Ya
Verifikasi
lapangan

Melakukan survey ke
lapangan dengan

Instansi terkait dan
inventarisir data

DLH mengusulkan melalui Sistem
Registrasi Nasional ke KLHK
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PETA RELASI

KPS.12.03
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

KPS.12.03.CFM.01
Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
KLHK RI
Bupati
Kecamatan/Kelurahan/Desa
Dinas Lingkungan Hidup

PwNPE

212




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.01 Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan (Sisa DBH SDA DR)

Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Menyampaikan surat ke Menyampaikan
Kecamatan rencana > permohonan sebagai
pembentukan Masyarakat narasumber untuk >
Perduli Api (MPA) pelatihan
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Membentuk
»| Masyarakat
Perduli Api
(MPA) Kegiatan Pelatihan
Manggala Agni Daerah (MPA yang handal
Operasi DAOPS i
p' ( ) Masyarakat Perduli Api dan siap)
Kalimantan Il Kapuas- >
P Pisau (MPA) yang handal dan
' siap bekerja
Kecamatan/Desa
Mengun@a.n 5 Warga, Desa »| Merespon dan menyiapkan
yang disinyalir rawan - SDM dan bahan teknis [
bencana kebakaran
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.02 Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode (sisa DBH SDA DR)

Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)

Menyampaikan surat
permintaan tenaga teknis
nara sumber/instruktur

Menyampaikan
permohonan tempat
pelaksanaan penyuluhan

Kecamatan/Desa v
Menyediakan tempat dan Pelaksanaan Kegiatan
Mengundang warga
waktu pelaksanaan > nasvarakat. MPA Penyuluhan
kegiatan 4 » VIER Pencegahan KARHUTLA
\ 4 +
Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Manggala Agni Daerah

Operasi (DAOPS)
Kalimantan li Kapuas-
P.Pisau

Menyiapkan alat/bahan

peralatan dan tenaga teknis

(naras umber/instruktur)
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.03 Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (sisa DBH SDA DR)

Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)
Penawaran/Pembelian

Melakukan Koordinasi _ (Anggaran DLH)

Kecamatan/Desa -
Masyarakat Desa dan MPA mempunyai

alat/bahan peraga pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan
(KARHUTLA)

A

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Memberikan Rekomendasi

tentang alat/bahan peraga
pencegahan Karhutla

A

Manggala Agni Daerah

Operasi (DAOPS) . .
Kalimantan Il Kapuas- Memberikan Rekomendasi

P Pisau tentang alat/bahan peraga
pencegahan Karhutla

Swasta/Pihak Ke-3 _ Ya
Evaluasi

harga
Tidak
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.04 Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air (sisa DBH SDA DR)

Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Membuat surat Rapat Koordinasi Membuat

rencanaPembuatan sekat kanal, permohonan ke-pihak
embung dan kantong air ke tiga (Anggaran DLH)

\ 4

Kecamatan/Desa

Tersedianya sekat
kanal, embung dan
kantor air

A

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
Memberikan informasi yang

dibutuhkan dalam hal rencana
pembuatan sekat kanal,
embung dan kantong air

Dinas PUPRPKP

Badan Restorasi Gambut
Dan Magrove

A\ 4

Swasta/Perusahaan
Evaluasi

harga
Tidak Ya
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.05 Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta dan sejenisnya (sisa DBH SDA DR)

Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Menyampaikan surat Membuat permohonan
Rapat Koordinasi > ke-pihak ke tiga
(Anggaran DLH)
Kecamatan/Desa Y Tersedianya informasi
kerawanan Karhutla melalui peta
dan sejenisnya air
Bagian Tata A
Pemerintahan Sekretariat
Daerah Memberikan informasi yang
dibutuhkan dalam hal

Badan Penanggulangan pembuatan, penyajian dan
Bencana Daerah penyebarluasan informasi

kerawanan Karhutla melalui

peta dan sejenisnya
Manggala Agni Daerah
Operasi (DAOPS)
Kalimantan li Kapuas-
P.Pisau
v

Swasta/Perusahaan

Evaluasi

harga

Tidak Ya
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.06 Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (sisa DBH SDA DR)

Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)

Menyampaikan surat
Rapat Koordinasi

Kecamatan/Desa/Mpa
/Unsur Tripika

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Manggala Agni Daerah

Operasi (DAOPS)
Kalimantan li Kapuas-
P.Pisau

Rapat, Koordinasi sekaligus
penentuan waktu
pelaksanaan Patroli

Karhutla

\4

Patroli
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.07 Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya (Sisa DBH SDA DR)

Kementerian LHK
Mensosilisasikan Peralatan Teknologi Sistem

Pemantauan yang dapat mendeteksi potensi
Karhutla
(dengan melihat tingkat kelembaban, tinggi
muka air, temperature, curah hujan)

l

Dinas Lingkungan Hidup Menyampaikan surat Membuat
permohonan ke-pihak
ke tiga (Anggaran DLH)

A\ 4

(DLH) mengadakan Rapat Koordinasi

Kecamatan/Kelurahan/ :
Desa/Mpa Dan Tim Tersedianya alat
Damkar peringatan dini
Karhutla
Kesepakatan

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Rapat —>
Koodinasi

Pembelian dan
pengadaan Alat
peringatan dini

Manggala Agni Daerah Karhutla
Operasi (Daops)
Kalimantan li Kapuas-
P.Pisau

Ya

Evaluasi
harga

Tidak
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.04.CFM.08 Pelatihan/pembekalan/inhousetraining/ penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Menyampaikan surat
permintaan tenaga
teknis SDM

Membuat surat
permohonan
ke Kecamatan

l

Kecamatan/Kelurahan/
Desa (Damkar)

Menyediakan tempat
pelaksanaan pelatihan

\ 4

Pelatihan

pengendalian Karhutla

Y

Tersedianya SDM yg mampu
mengendalikan kebakaran
hutan dan lahan
(KARHUTLA)

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Manggala Agni Daerah
Operasi (DAOPS) Kalimantan li
Kapuas-P.Pisau

Menyiapkan alat/bahan
pelatihan dan narasumber/
instruktur
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PETA RELASI

KPS.12.04

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (DBH-DR)

KPS.12.04.CFM.01

Pembentukan dan

pembinaan brigade
pengendalian kebakaran
hutan (Sisa DBH SDA DR)

KPS.12.04.CFM.02
Penyuluhan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan
melalui berbagai ragam
metode (Sisa DBH SDA DR)

KPS.12.04.CFM.03
Pembuatan bahan
kampanye dan/atau alat
peraga pencegahan
kebakaran hutan dan lahan
(Sisa DBH SDA DR)

KPS.12.04.CFM.04
Pembuatan sekat kanal,
embung dan kantong air (Sisa
DBH SDA DR)

KPS.12.04.CFM.05
Pembuatan, Penyajian dan
penyebarluasan informasi

kerawanan kebakaran hutan
dan lahan melalui peta dan
sejenisnya (Sisa DBH SDA DR)

1. Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)

2. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

3. Manggala Agni Daerah
Operasi (DAOPS)
Kalimantan Il Kapuas-
P.Pisau

4. Kecamatan/Desa

1. Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)

2. Kecamatan/Desa

3. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

4. Manggala Agni Daerah
Operasi (DAOPS)
Kalimantan Il Kapuas-
P.Pisau

1. Dinas Lingkungan Hidup

Kecamatan/Desa

3. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

4. Manggala Agni Daerah
Operasi (DAOPS)
Kalimantan li Kapuas-
P.Pisau

5. Swasta/Pihak Ke-3

N

1. Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)

2. Kecamatan/Desa

3. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

4. Dinas PUPRPKP

5. Badan Restorasi Gambut
Dan Magrove

6. Swasta/Perusahaan

1. Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)

2. Kecamatan/Desa

3. Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah

4. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

5. Manggala Agni Daerah
Operasi (DAOPS)
Kalimantan li Kapuas-
P.Pisau

6. Swasta/Perusahaan

kebakaran hutan dan lahan (Sisa DBH SDA

KPS.12.04.CFM.06
Patroli pencegahan pengendalian

Peringatan dini dan aplikasi sistem
peringkat bahaya kebakaran atau sistem

KPS.12.04.CFM.07

KPS.12.04.CFM.08

Pelatihan/pembekalan/inhousetraining/

penyegaran/bimtek pengendalian
kebakaran hutan dan lahan

DR) sejenisnya (Sisa DBH SDA DR)
1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1. Kementerian LHK 1.
2. Kecamatan/Desa/Mpa /Unsur Tripika 2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2.
3. Badan Penanggulangan Bencana 3. Kecamatan/Kelurahan/Desa/Mpa Dan
Daerah Tim Damkar 3.
4. Manggala Agni Daerah Operasi 4. Badan Penanggulangan Bencana
(DAOPS) Kalimantan li Kapuas-P.Pisau Daerah 4,
5. Manggala Agni Daerah Operasi

(Daops) Kalimantan li Kapuas-P.Pisau

Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kecamatan/Kelurahan/Desa
(Damkar)

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Manggala Agni Daerah Operasi
(DAOPS) Kalimantan li Kapuas-
P.Pisau

221




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.12.05.CFM.01 Penanaman bambu dikanan kiri sungai (Sisa DBH SDA DR)

Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Menyurati Kecamatan
tentang adanya Program Membuat permohonan
penanaman pohon pengadaan pohon
(Anggaran DLH)
Kecamatan/Desa
Memfasilitasi rencana survey Kegiatan
ke lokasi penanaman Penanaman bambu
1

Swasta/Perusahaan

Ya

Evaluasi

harga
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RELASI

KPS.12.05
Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan DTA, sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah (DBH DR)

KPS.12.05.CFM.01
Penanaman bambu dikanan
kiri sungai (Sisa DBH SDA DR)
1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Kecamatan/Desa
3. Swasta/Perusahaan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.13.01.CFM.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Disbudpora Kab.
Kapuas

Rapat Persiapan

Dewan Kesenian
Daerah

Dewan Adat Daerah

Organisasi
kemasyarakatan

Tokoh Adat,/Tokoh
Agama/Tokoh
Masyarakat

Koordinasi

v

Pelaksanaan
kegiatan

A 4

Penyusunan Laporan
Kegiatan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.13.01.CFM.02 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Disbudpora Kab.
Kapuas

A 4

Penyusunan Laporan

Dewan Kesenian
Daerah

. Pelaksanaan
Koordinasi

kegiatan

Sanggar-sanggar
Kesenian Daerah

v

Organisasi
Kemasyarakatan
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PETA RELASI

KPS.13.01
Pengembangan Nilai Budaya

KPS.13.01.CFM.01 KPS.13.01.CFM.02

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama
di bidang budaya

Disbudpora Kab. Kapuas

Dewan Kesenian Daerah
Sanggar-sanggar Kesenian daerah
Organisasi Kemasyarakatan

Disbudpora Kab. Kapuas

Dewan Kesenian Daerah

Dewan Adat Daerah

Organisasi Kemasyarakatan
Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat

vk wWwN R
PwnNe
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.13.02.CFM.01 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Disbudpora Kab. Kapuas

Rapat Hasil Lomba Tk. Laporan Pfelaksanaan
Persiapan ] Kegiatan

\4

Kabupaten

Sekolah-sekolah

Sanggar-sanggar Kesenian

L Pelaksanaan
Daerah Koordinasi

o Kegiatan

Organisasi Kemasyarakatan

Disbudpar Prov. Kal-Teng

Hasil Lomba Tk.
Provinsi

Y
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PETA RELASI

KPS.13.02
Pengelolaan Keragaman Budaya

KPS.13.02.CFM.01
Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah

1. Disbudpora Kab. Kapuas

Sekolah-sekolah

3. Sanggar-sanggar
Kesenian Daerah

4. Organisasi
Kemasyarakatan

5. Disbudpar Prov. Kal-
Teng

i
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.13.03.CFM.01 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Disbudpora Kab. Kapuas

Inventarisasi warisan

budaya benda dan tak
benda.

\ 4
A 4

Pengolahan laporan
hasil survey/pendataan.

Tokoh Adat/Masyarakat Survey/pendataan
di Lapangan

Kecamatan/Kelurahan

Disbudpar Prov. Kal-Teng

Penyampaian
laporan hasil.

A 4
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.13.03.CFM.02 Pengelolaan dan pelestarian warisan budaya

Disbudpora Kab. Kapuas
Inventarisasi warisan

budaya benda dan tak
benda.

\ 4
A 4

Pengolahan laporan
hasil survey/pendataan.

Survey/pendataan

Tokoh Adat/Masyarakat di Lapangan

Kecamatan/Kelurahan

Disbudpar Prov. Kal-Teng

Penyampaian
laporan hasil.

A 4
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.13.03.CFM.03 Seminar/sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah

Disbudpora Kab. Kapuas
Persiapan
kegiatan > »( Penyusunan laporan
Dewan Kesenian Daerah
Dewan Adat Daerah . Pelaksanaan
Koordinasi .
kegiatan
rencana )
. seminar dan
kegiatan .
sosialisasi

Tokoh-tokoh Adat/Tokoh
Masyarakat.

Disbudpar Prov. Kal-teng

\ 4

\4

Pemberi materi
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PETA RELASI

KPS.13.03

Pengelolaan Kekayaan Budaya

KPS.13.03.CFM.01
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawabh air

KPS.13.03.CFM.02
Pengelolaan dan pelestarian
warisan budaya

KPS.13.03.CFM.03
Seminar/sosialisasi

pengelolaan kekayaan daerah

pPwNPE

Disbudpora Kab. Kapuas
Tokoh Adat/Masyarakat
Kecamatan/Kelurahan
Disbudpar Prov. Kal-Teng

PwnNPE

Disbudpora Kab. Kapuas
Tokoh Adat/Masyarakat
Kecamatan/Kelurahan
Disbudpar Prov. Kal-Teng

PwNPE

Disbudpora Kab. Kapuas
Dewan Kesenian Daerah
Dewan Adat Daerah
Tokoh-tokoh Adat/Tokoh
Masyarakat.

Disbudpar Prov. Kal-teng
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.01.CFM.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)

Kecamatan
Bappeda
——
Tidak
BPKAD
Kelengkapan Ya
Dokumen Usulan —%»< Lengkap
Perencanaan dan
Anggaran
Kegiatan
Dinas PUPRPKPP v .
Tidak L Laporan dan
Monitoring q .
P evaluasi
- Tahapan
Bagian Pengadaan Kajian dan
Barang/Jasa Setda Analisa Ya
Len
Swakelola/Perusahaan
(Pihak Ketiga) Pelaksanaan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.01.CFM.02 Perbaikan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kecamatan
Bappeda
Tidak
BPKAD
Kelengkapan Ya
Dokumen Usulan —%< Lengkap
Perencanaan dan
Anggaran
Kegiatan
Dinas PUPRPKPP v Tidak
Monitoring > Laporan
- Tahapan
Bagian Pengadaan Kajian dan
Barang/Jasa Setda Analisa Ya
Len
Swakelola/Perusahaan
(Pihak Ketiga) Pelaksanaan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.01.CFM.03 Perencanaan pembangunan perumahan

Kecamatan
Bappeda
—
Tidak
BPKAD
Kelengkapan Ya
Dokumen Usulan —%»< Lengkap
Perencanaan dan
Anggaran
Kegiatan
Dinas PUPRPKPP Y Tidak
> Laporan
- Tahapan
Bagian Pengadaan Kajian dan
Barang/Jasa Setda Analisa Ya
Len
Swakelola/Perusahaan
(Pihak Ketiga) Dokumen
Perencanaan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.01.CFM.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Perumahan

Dinas PUPRPKPP

Tidak

Pelak Pengawasan R Evaluasi Laporan Hasil | Tahapan Pemeriksaan
< elaksanaan Pekerjaan > Pemeriksaan > tindak lanjut
Tahapan

Bagian Pengadaan Kajian dan
Barang/Jasa Setda Analisa Ya

< Lengkap
Swakelola/Perusahaan v
(Pihak Ketiga)

Tahapan
Pelaksanaan

APIP (Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah)

Tahapan Pemeriksaan,
Evaluasi/tindak lanjut
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PETA RELASI

KPS.14.01
Pengembangan Perumahan

KPS.14.01.CFM.01
Pembangunan Sarana dan

KPS.14.01.CFM.02
Perbaikan Rumah Layak Huni

KPS.14.01.CFM.03
Perencanaan pembangunan

KPS.14.01.CFM.04
Monitoring, Evaluasi dan

Prasarana Rumah Sederhana Bagi Masyarakat perumahan Pengawasan Pembangunan
Sehat (DAK) Berpenghasilan Rendah Perumahan
1. Kecamatan 1. Kecamatan 1. Kecamatan 1. Dinas PUPRPKPP
2. Bappeda 2. Bappeda 2. Bappeda 2. Bagian Pengadaan
3. BPKAD 3. BPKAD 3. BPKAD Barang/Jasa Setda
4. Dinas PUPRPKPP 4. Dinas PUPRPKPP 4. Dinas PUPRPKPP 3. Swakelola/Perusahaan
5. Bagian Pengadaan 5. Bagian Pengadaan 5. Bagian Pengadaan (Pihak Ketiga)
Barang/Jasa Setda Barang/Jasa Setda Barang/Jasa Setda 4. APIP (Aparat
6. Swakelola/Perusahaan Pengawasan Intern
(Pihak Ketiga) Pemerintah)
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.03.CFM.01 Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

TKKSD

TKKSD
menyiapkan
surat penawaran
rencana KSDD

7y

PD Pemrakarsa

PD Pemrakarsa
KSDD
menyampaikan
KAK

PD Daerah Mitra

Menyusun dan
membahas

rancangan >
Kesepakatan
Bersama

Penyusunan
Perjanjian
Kerja Sama

>

Penandatanganan
Perjanjian Kerja
Sama dengan
surat Kuasa dari
Bupati/Kepala
Daerah

>

Pelaksanaan
Perjanjian
Kerja Sama

>

e Penatausahaan
e Pelaporan

Bupati/Kepala Daerah
Pemrakarsa

\ 4

Tandatangan surat
penawaran
rencana KSDD

!

Bupati/Kepala Daerah
Mitra

A 4

Menerima
penawaran KSDD

Penandatanganan
Kesepakatan

Bersama

DPRD

Persetujuan DPRD apabila
membebani masyarakat
atau belum dianggarkan

dalam APBD tahun berjalan
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PETA RELASI

KPS.14.03
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

KPS.14.03.CFM.01
Kerjasama antar daerah
dalam penyediaan
pelayanan publik
1. Tim Koordinasi Kerja
Sama Daerah (TKKSD)
2. Perangkat Daerah
Pemrakarsa
3. Perangkat Daerah Mitra
4. Bupati/Kepala Daerah

Pemrakarsa

5. Bupati/Kepala Daerah
Mitra

6. DPRD
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.14.04.CFM.01 Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (Penyelesaian Update Rasio Elektrifikasi)

Bagian PSDA Setda ,
Menerima Surat
Permintaan Update
Rasio Elektrifikasi
Penyampaian
» | Surat Update
Rasio
Membuat nota Elektrifikasi
pertimbangan baik
| » | dandraf surat
update rasio
elektrifikasi
Asisten Perekonomian dan l
Pembangunan Sekda
Sekretaris Daerah l
Menandatangani
surat update rasio
elektrifikasi
PT. PLN (Persero) UP2
Kalimantan Tengah !
Koordinasi dan
sinkronisasi data
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.14.04.CFM.01 Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (Penyelesaian Rekomendasi Lokasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya)
LS L "4 — = (=} L

Bagian PSDA Setda ="
Permohonan Rekomendasi
Lokasi Pembangunan PJU
Tenaga Surya
Penyerahan
g Su?: das:
Rekomendasi
M epruat nota lokasi PJU-TS
pertimbangan
» | dandrafsurat | i < pebalan
rekomendasi
lokasi
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda
Sekretaris Daerah
Bupati
va Menandatangani surat
* | rekomendasi lokasi PJU-TS
Camat Terkait Koordinasi lokasi desa
yang membutuhkan
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.14.04.CFM.01 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Surat Dukungan Pembangunan Listrik Desa)

Bagian PSDA Setda P T
Dukungan
Pembangunan
Listrik Desa
Penyerahan/
» | Penyampaian
Surat
Membuat nota Dukungan
pertimbangan .
|, | dandrafsurat | P20 < e
dukungan
|
Asisten Perekonomian dan v
Pembangunan Sekda
mm_:eﬁksl m:»t.\‘:Iln tidak
draf Surat
Dulungan
Sekretaris Daerah L = l
Bupati
ya Menandatangani
» | surat dukungan
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Rekomendasi Pendirian BBM Satu Harga)

“Bagian PSDA Setda -
Menerima Surat
Permohonan
Rekomendasi
Pendirian BBM
satu harga Penyerahan
» | Surat
Rekomendasi
Membuat nota
pertimbangan o
5 | dandraf surat < perbailan
rekomendasi
Asisten Perekonomian dan l
Pembangunan Sekda
Sekretaris Daerah
 Bupati
va Menandatangani
¥ | surat rekomendasi

243




PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Update Data Pertashop)

Bagian PSDA Setda -
Menerima Surat
Permintaan Update
Data Pertashop
Penyampaian
» | Surat Update
data
Membuat nota pertashop
pertimbangan baik
L » | dandraf <«
Update Data
Pertashop
Asisten Perekonomian dan l
Pembangunan Sekda
Sekretaris Daerah l
Menandatangani
surat update data
pertashop
PT. Pertamina (Persero)
Kalimantan Tengah .
Koordinasi dan
sinkronisasi data
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian SK Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg)

Bagian PSDA Setda -
Menerima Surat
Usulan
penyesuaian HET
LPG3Re Distribusi SK
Membuat nota HET LPG 3
pertimbangan r— RS
» | dan draf SK
HET LPG 3 l
KG
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda Rapat
Sekretaris Daerah mendiskusikan
Dinas Perindustrian, draf SK HET
| Perdagangan dan Koperasi LPG 3 KG
Dinas Perhubungan
BAPPEDA
| Agen LPG
Bagian Hukum Setda
Memeriksa dan menelaah
» draf SK HET LPG 3 Kg
Biro Perekonomian dan SDA - rdl: o
e A st
Provinsi Kalimantan Tengah sty
Bupati -
Menandatangani
» SKHETLPG3Kg
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Surat Dukungan Usulan Penambahan Kuota LPG 3 Kg)

Bagian PSDA Setda Menerkna Sural
Permohonan
Usulan
Penambahan Kuota
gas LPG 3KG Penyerahan/
» | Penyampaian
Surat
hm%at nota Dukungan
P angan .
5 | dandrafsurat | i P peialien
dukungan
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda
Sekretaris Daerah
 Bupati
ya Menandatangani
» | surat dukungan
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PETA RELASI

KPS.14.04

Peningkatan Layanan Administrasi Pembangunan Energi dan sumber daya mineral

KPS.14.04.CFM.01
Pembangunan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
(Penyelesaian Update Rasio
Elektrifikasi)

KPS.14.04.CFM.01
Pembangunan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
(Penyelesaian Rekomendasi
Lokasi Penerangan Jalan
Umum Tenaga Surya)

KPS.14.04.CFM.01
Pembangunan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
(Penyelesaian Surat
Dukungan Pembangunan
Listrik Desa)

1. Bagian PSDA Setda 8. Bagian PSDA Setda 1. Bagian PSDA Setda
2. Asisten Perekonomian 9. Asisten Perekonomian 2. Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Sekda dan Pembangunan Sekda dan Pembangunan Sekda
3. Sekretaris Daerah 10. Sekretaris Daerah 3. Sekretaris Daerah
4. PT. PLN (Persero) UP2 11. Bupati 4. Bupati
Kalimantan Tengah 12. Camat terkait
KPS.14.04.CFM.02 KPS.14.04.CFM.02 KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak KPS.14.04.CFM.02
Pemanfaatan gas tambang Pemanfaatan gas tambang (Penyelesaian SK Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg) Pemanfaatan gas tambang
dan minyak dan minyak dan minyak
(Penyelesaian Rekomendasi (Penyelesaian Update Data (Penyelesaian Surat Dukungan
Pendirian BBM Satu Harga) Pertashop) Usulan Penambahan Kuota
LPG 3 Kg)
1. Bagian PSDA Setda 1. Bagian PSDA Setda 1. Bagian PSDA Setda 1. Bagian PSDA Setda
2. Asisten Perekonomian 2. Asisten Perekonomian 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 2. Asisten Perekonomian dan
dan Pembangunan Sekda dan Pembangunan Sekda 3. Sekretaris Daerah Pembangunan Sekda
3. Sekretaris Daerah 3. Sekretaris Daerah 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 3. Sekretaris Daerah
4. Bupati 4. PT. Pertamina (Persero) 5. BAPPEDA 4. Bupati
Kalimantan Tengah 6. Dinas Perhubungan
7. Bagian Hukum Setda
8. Agen LPG
9. Biro Perekonomian dan SDA Provinsi Kalteng
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.01.CFM.01 Peningkatan/Pembangunan Jalan

Kecamatan
Bappeda
'—
Tidak
BPKAD
Kelengkapan Ya
Dokumen Usulan —»< Lengkap
Perencanaan dan
Anggaran
Kegiatan
Dinas PUPRPKPP v )
Tidak Monitoring Laporan hasil Tahapan Pemeriksaan,
Pekerjaan Kegiatan Evaluasi/tindak lanjut
Tahapan 'y 'y
Bagian Pengadaan Kajian dan
Analisa Ya
Barang/Jasa Setda
Lengkap
Perusahaan (Pihak v
Ketiga) . Tahapan
| Pelaksanaan
Inspektorat

Tahapan Pemeriksaan,
Evaluasi/tindak lanjut
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PETA RELASI

KPS.15.01
Peningkatan/Pembangunan Jalan

KPS.15.01.CFM.01
Peningkatan/Pembangunan
Jalan

Kecamatan

Bappeda

BPKAD

Dinas PUPRPKPP

Bagian Pengadaan

Barang/Jasa Setda

6. Perusahaan (Pihak
Ketiga)

7. Inspektorat

vk wnN e
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.02.CFM.01 Peningkatan/Pembangunan Jembatan

Kecamatan
Bappeda
Tidak
BPKAD
Kelengkapan Ya
Dokumen Usulan %< Lengkap
Perencanaan dan
Anggaran
Kegiatan
Dinas PUPRPKPP v .
Tidak Monitoring Laporan hasil Tahapan Pemeriksaan,
Pekerjaan Kegiatan Evaluasi/tindak lanjut
Tahapan 7y 7y
Bagian Pengadaan Ka]lan.dan
B /1asa Setd Analisa Ya
arang/Jasa Setda Lengkap
Perusahaan (Pihak v
Ketiga
2] = Tahapan
| Pelaksanaan
Inspektorat

Tahapan Pemeriksaan,
Evaluasi/tindak lanjut
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PETA RELASI

KPS.15.02
Peningkatan/Pembangunan Jembatan

KPS.15.02.CFM.01
Peningkatan/Pembangunan
Jembatan
Kecamatan
Bappeda
BPKAD
Dinas PUPRPKPP
Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda
6. Perusahaan (Pihak
Ketiga)
7. Inspektorat

Uk wnN e
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.03.CFM.01 Pemeliharaan jalan dan jembatan

Kecamatan

Bappeda

BPKAD

Dinas PUPRPKPP

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda

Kelengkapan
Dokumen Usulan
Perencanaan dan

Anggaran
Kegiatan

Tidak
Ya
—»<  Lengkap
v .
Tidak Monitoring Laporan hasil Tahapan Pemeriksaan,
Pekerjaan Kegiatan Evaluasi/tindak lanjut
Tahapan 'y 'y
Kajian dan g
Analisa Ya
Lengkap

Perusahaan (Pihak Tah

. o ahapan
Ketiga) "| Pelaksanaan
Inspektorat

Tahapan Pemeriksaan,
Evaluasi/tindak lanjut
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PETA RELASI

KPS.15.03
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

KPS.15.03.CFM.01
Pemeliharaan jalan dan
jembatan

Kecamatan
Bappeda

BPKAD

Dinas PUPRPKPP
Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda
Pihak Ketiga
Inspektorat

vk wn e

N
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.04.CFM.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Dinas Perhubungan
Penyusunan Rancangan Perda Laporan dan
Mengumpulkan Meminta B Bidang Perhubungan evaluasi Kegiatan
Dokumen Kelengkapan
Bappeda PerenFanaan Dokumen
Kegiatan
A
BPKAD h 4 .
Tidak
Memeriksa data
pendukung Ya
Anggaran Keg. Lengkap

dari dokumen
perencanaan

Dinas Lingkungan Hidup

Survey dan Analisa Data
Dampak Lingkungan dan

Dinas PUPRPKPP

Rencana Tata Ruang

254




KPS.15.04.CFM.02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

Dinas Perhubungan
Penyusunan kebijakan, norma,
. Laporan dan
Mengumpulkan Meminta standar dan prosedur bidang evaluasi Kegiatan
Dokumen Kelengkapan perhubungan
Perencanaan Dokumen
Bappeda Kegiatan —
A
BPKAD h 4 .
Tidak
Memeriksa data
pendukung Ya
Anggaran Keg. dari Lengkap
dokumen
perencanaan
A
Bagian Hukum Setda — ~
Fasilitas kebijakan, norma,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
\ 4

Kementerian Pusat/

Instansi Vertikal

Ormas

Survey dan Analisa Data

Badan usaha Angkutan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.04.CFM.03 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Dinas
Menyusun Laporan
Perhubungan Persiapan jadwal, > pelakzanaan KSgiatan
tempat Narasprr.lber. ] Sosialisasi Peraturan
dan Tema Sosialisasi
Satlantas L .
Koordinasi terkait
> Materi dan
Narasumber > Pelaksanaan
Kegiatan
Satpol PP Sosialisasi
Peraturan
Organda
PT. Jasa Raharja
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.04.CFM.04 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Dinas Perhubungan . > Laporan dan Evaluasi
Mengumpulkan Meminta Kegiatan
Dokumen Perencanaan Kelengkapan
Kegiatan Dokumen
Bappeda
Tidak
BPKAD Memeriksa Data Pendukung Lengkap

Anggaran Keg. Dari Dokumen
Perencanaan

Ya

Kementrian Pusat/ Instansi
Vertikal

Pelaksanaan Peningkatan

Badan Usaha Angkutan

Pengelolaan Terminal Angkutan
Sungai, Danau dan
Penyeberangan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.04.CFM.05 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Dinas Perhubungan > Laporan dan Evaluasi
Mengumpulkan Meminta Kegiatan
Dokumen Perencanaan Kelengkapan
Kegiatan Dokumen
Bappeda
Tidak
Memeriksa Data Pendukung
BPKAD Lengkap

Anggaran Keg. Dari Dokumen
Perencanaan

Ya

Kementrian Pusat/ Instansi
Vertikal

A\ 4

Pelaksanaan Peningkatan
Pengelolaan Terminal Angkutan
Darat
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PETA RELASI

KPS.15.04

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

KPS.15.04.CFM.01

Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas

KPS.15.04.CFM.02
Penyusunan kebijakan,

norma, standar dan prosedur

KPS.15.04.CFM.03
Sosialisasi kebijakan di
bidang perhubungan

KPS.15.04.CFM.04
Peningkatan pengelolaan
terminal angkutan sungai,

KPS.15.04.CFM.05

Peningkatan pengelolaan

terminal angkutan darat

7. Badan usah Angkutan

perhubungan bidang perhubungan danau dan penyeberangan
1. Dinas Perhubungan 1. Dinas Perhubungan 1. Dinas Perhubungan 1. Dinas Perhubungan 1. Dinas Perhubungan
2. Bappeda 2. Bappeda 2. Satlantas 2. Bappeda 2. Bappeda
3. BPKAD 3. BPKAD 3. Satpol PP 3. BPKAD 3. BPKAD
4. Dinas Lingkungan Hidup 4. Bagian Hukum Setda 4. Organisasi Angkutan 4. Kementrian Pusat/ 4. Kementrian Pusat/ Instansi
5. Dinas PUPRPKPP 5. Kementerian Pusat/ Darat (Organda) Instansi Vertikal Vertikal
Instansi Vertikal 5. PT. Jasa Raharja 5. Badan Usaha Angkutan
6. Organisasi Masyarakat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.05.CFM.01 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Dinas Perhubungan > Laporan dan Evaluasi
Mengumpulkan Meminta Kegiatan
Dokumen Perencanaan Kelengkapan
Kegiatan Dokumen
Bappeda
Tidak
Memeriksa Data Pendukung
BPKAD L 5 Lengkap

Anggaran Keg. Dari Dokumen
Perencanaan

Ya

Kementrian Pusat/ Instansi
Vertikal

Badan Usaha Angkutan

Ormas/ Komunitas/
Masyarakat

Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan Disiplin Masyarakat

Menggunakan Angkutan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.05.CFM.02 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Masyarakat
Mengajukan Meminta
Permohonan Kelengkapan
A
Dinas Perhubungan v
Registrasi
Tidak Laporan Bulanan Uji
v Kelengkapan
Memeriksa Ya
Kelengkapan Lengkap
Berkas
\4
Melakukan Pengujian
Kendara Bermotor
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.05.CFM.03 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

Persiapan Jadwal Kegiatan

Penataan tempat-tempat Menyusun Laporan Pelaksanaan

- Kegiatan Disiplin Agkutan Umum

Dinas Perhubungan

A 4

pemberhentian angkutan
Urmnum Dijalan Raya
Koordinasi Terkait Kegiatan
Satlantas —> Penataan tempat-tempat _
Pemberhentian Angkutan " Pelaksanaan [
Umum Kegiatan Disiplin
Angkutan Umum
Dijalan Raya

Satpol PP

Organda
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.05.CFM.04 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Persiapa Jadwal Kegiatan Menyusun Laporan Pelaksanaan
Dinas Perhubungan Penataan tempat-tempat Kegiatan Penataan Tempat
pemberhentian angkutan Pemberhentian Angkutan Umum
Umum
Koordinasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan
Dinas Perhubungan L  Penataan tempat-tempat Kegiatan Penataan
Provinsi Pemberhentian Angkutan " Tempat B
Umum Pemberhentian
Angkutan Umum

Statistik
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.05.CFM.05 Penyusunan dan Analis Data Base Pelayanan Angkutan

Dinas Perhubungan

Penyusunan Data dan
Sarana Prasarana
Perhubungan

Dinas Perhubungan
Provinsi

\ 4

Sebagai Laporan

Statistik

Y

Penyampaian Data Sarana Prasarana
Transportasi di Kabupaten Kapuas
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.05.CFM.06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Dinas Perhubungan

Menyusun Rencana
Pengembangan Pelayanan Jasa
Angkutan

Pengawasan/Pengendalian
Sarana Angkutan Umum di
Jalan raya

A

DISHUB Provinsi

\ 4

Koordinasi Legalitas Perizinan
Pelayanan Baik Dalam Provinsi
Maupun Dalam Kabupaten

Masyarakat

Sosialisasi Rencana

Pengembangan Jasa Pelayanan

Angkutan

DPMPTSP

Penerbitan Izin
Operasional Sarana
Angkutan Umum
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.05.CFM.07 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Dinas Perhubungan
Laporan dan
Mengumpulkan Meminta evaluasi Kegiatan
Dokumen Kelengkapan
Bappeda Peren_ca”aa” Dokumen
Kegiatan
A
BPKAD Tidak
Memeriksa data
pendukung Anggaran Lengkap Ya
Kegiatan dari dok
perencanaan

Polres/Lantas

PT. Jasa Raharja

Survey dan Analisa Data
Kecelakaan Lalu Lintas dan
Kendaraan

Badan Usaha Angkutan

Ormas / Komunitas /
Masyarakat

Kecamatan

Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi/
Penyuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas dan Angkutan
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PETA RELASI

KPS.15.05
Peningkatan Pelayanan Angkutan

KPS.15.05.CFM.01
Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan

KPS.15.05.CFM.02
Kegiatan uji kelayakan sarana
transportasi guna

KPS.15.05.CFM.03
Kegiatan pengendalian
disiplin pengoperasian

KPS.15.05.CFM.04

Kegiatan penataan tempat-

tempat pemberhentian

KPS.15.05.CFM.05
Pengumpulan dan analisis
data base pelayanan angkutan

angkutan keselamatan penumpang angkutan umum dijalan raya angkutan umum
1. Dinas Perhubungan 1. Masyarakat 1. Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 1. Dinas Perhubungan
2. Bappeda 2. Dinas Perhubungan 2. Satlantas Dinas Perhubungan 2. Dinas Perhubungan
3. BPKAD 3. Satpol PP Provinsi Provinsi
4. Kementrian Pusat/ 4. Organisasi Angkutan Statistik 3. Statistik

Instansi Vertikal

Badan Usaha Angkutan
6. Ormas/ Komunitas/

Masyarakat

Darat (Organda)

KPS.15.05.CFM.06
Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa

KPS.15.05.CFM.07
Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan

angkutan angkutan
1. Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2. DISHUB Provinsi Bappeda
3. Masyarakat BPKAD
4. DPMPTSP Polres/Lantas

PT. Jasa Raharja

Badan Usaha Angkutan
Ormas / Komunitas /
Masyarakat

8. Kecamatan

NoukwNneE
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.06.CFM.01 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Pengusaha / masyarakat

Pendaftran

Menerima
Kartu/tanda Uji

Dinas Perhubungan
\ 4

Menerima dan
memeriksa berkas
pengajuan pengujian
berkala kendaraan
bermotor

A

Memeriksa secara
visual teknis dan Laik
jalan dan validasi
berkas

Tidak

Ya

Penerbitan tanda
bukti lulus uji

Membuat dan
mengesahkan

laporan bukti lulus
Uji.

BPTD WILAYAH XVI

¥

Menerima Laporan
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PETA RELASI

KPS.15.06
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

KPS.15.06.CFM.01
Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor

1. Pengusaha/ masyarakat
Dinas Perhubungan
3. BPTD WILAYAH XVI

N

269




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.07.CFM.01 Pengadaan Rambu — rambu Lalu Lintas

Menandatangani Berita

Masyarakat
Mengajukan
Permintaan Acara Serah Terima v
Kebutuhan
Proses
T Evaluasi
PISHUB Mendistribusikan Vendor /
Tidak Menginformasikan Barang Supplier
_ Pembatalan pembelian v
kepada user /masyarakat Ya Proses
Memeriksa Memeriksa Pembayaran
Permintaan Barang/
Kebutuhan Kebutuhan
Menghubungi
Vendor/Supplier dan * ]
menerbitkan purchase Tidak Konfirmasi
Ya order Ketidak
Sesuaian
Barang
v dengan
. Pesanan
Penyedia/ Mengirimkan
Perusahaan Barang/Kebutuhan
BPKAD Pelaporan dan Evaluasi
Kegiatan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.15.07.CFM.02 Pengadaan marka jalan

Menandatangani Berita

Masyarakat
Mengajukan
Permintaan Acara Serah Terima v
Kebutuhan
Proses
T Evaluasi
PISHUB Mendistribusikan Vendor /
Tidak Menginformasikan Barang Supplier
_ Pembatalan pembelian v
kepada user /masyarakat Ya Proses
Memeriksa Memeriksa Pembayaran
Permintaan Barang/
Kebutuhan Kebutuhan
Menghubungi
Vendor/Supplier dan 4 _
va menerbitkan purchase Tidak Konfirmasi
order Ketidak
Sesuaian
Barang
v dengan
Penyedia/ Mengirimkan Pesanan
Perusahaan Barang/Kebutuhan
BPKAD Pelaporan dan Evaluasi
Kegiatan
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PETA RELASI

KPS.15.07
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
KPS.15.07.CFM.01 KPS.15.07.CFM.02
Pengadaan rambu-rambu lalu Pengadaan marka jalan
lintas
1. Masyarakat 1. Masyarakat
2. DISHUB 2. DISHUB
3. Penyedia/Perusahaan 3. Penyedia/Perusahaan
4. BPKAD 4. BPKAD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.01.CFM.01 Pelatihan budaya pelayanan prima

BPKAD

Kelengkapan

BAPPEDA dokumen
perencanaan dan

anggaran
Kelengkapan
dokumen

perencanaan dan
anggaran \ 4

Dinas PMPTSP

Persiapan Seleksi Pegawai
untuk mengikuti kegiatan
Pelatihan budaya
Pelayanan PrimaPersiapan
kegiatan promosi

Mengikuti kegiatan Pelatihan

> budaya Pelayanan Prima

Melaksanaan kegiatan promosi
penanaman modal

Evaluasi hasil Pelatihan
kegiatan Pelatihan
budaya Pelayanan

PrimaEvaluasi hasil
kegiatan Promosi
penanaman modal

Menyampaikan
laporan hasil
pelaksanaan kegiatan
Pelatihan budaya
Pelayanan Prima

Menyampaikan
penanaman modal laporan hasil
1 pelaksanaan
BKPM kegiatanpromosi
penanaman modal
KEMENDAGRI
Mengikuti kegiatan Pelatihan
BKPSDM budaya pelayanan prima ||

Melaksanaan kegiatan promosi
penanaman modal
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KPS.16.01.CFM.02 Melakukan pengembangan standar pelayanan perijinan

BPKAD

BAPPEDA

Dinas PMPTSP

Kelengkapan
dokumen
perencanaan dan
anggaran

Y

Persiapan Pelaksanaan
pengembangan standar
pelayanan perijinan

Melaksanakan Pengembangan
standar pelayanan perijinan
berbasis OSS-RBA

Evaluasi hasil
Pelaksanaan Standar
Pelayanan Perijianan

Berbasis OSS-RBA

—>

BKPM

Menyampaikan
laporan hasil
pelaksanaan standar
Pelayanan Perijinan
berbasis OSS-RBA

PELAKU USAHA

MASYARAKAT

Melaksanaan standar
Pelayanan Perijinan berbasis [
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PETA RELASI

KPS.16.01

Pengembangan Administrasi Pelayanan

KPS.16.01.CFM.01

Pelatihan budaya pelayanan

KPS.16.01.CFM.02
Melakukan pengembangan

prima standar pelayanan perijinan
1. BPKAD 1. BPKAD
2. BAPPEDA 2. BAPPEDA
3. Dinas PMPTSP 3. Dinas PMPTSP
4. BKPM 4. BKPM
5. KEMENDAGRI 5. PELAKU USAHA
6. BKPSDM 6. MASYARAKAT
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.01 Penguatan dan keterpautan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan P3APPKB

Bagian
Kesejahteraan
Rakyat Setda

Persiapan Rapat

Dinas
Transmigrasi

\ 4

Dinas
Kerja

Tenaga

Dinas P3APPKB

Mempersiapkan
data terkait
perkembangan dan
permasalahan
dalam kegiatan

\ 4

\ 4

Menyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan
Kegiatan Rapat

276




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Rapat Koordinasi)

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekda (Ketua

Harian) Persiapan Rapat

A 4

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
(Sekretariat TP-UKS/M)

Perangkat Daerah terkait
(ANGGOTA TP-UKS/M)

e Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga.

e Kepala Badan Perencanaan pembangunan
Daerah.

e Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

e Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman.

e Kepala Dinas Perikanan.

e Kepala Dinas Pertanian.

e Sekretaris pada Dinas Kesehatan.

e Sekretaris pada Dinas Pendidikan.

e Sekretaris pada BNK Kapuas.

e Ketua TP-PKK Kab. Kapuas.

e Ketua PMI Kab. Kapuas

e Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kapuas

Pelaksanaan
Rapat
Koordinasi

Menerima Laporan Hasil Rapat
untuk Bahan Selanjutnya

A

\4

Membuat Laporan
Hasil Rapat

e LSM Wadah Bina Para Muda Sayap Kecil
Kab .Kapuas
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Pembinaan UKS/M)

Sekretaris Daerah

Menerima Laporan Hasil Rapat

Mempersiapkan i
untuk Bahan Selanjutnya

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekda (Ketua Harian) Surat dan Jadwal
Pembinaan
UKS/M
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Menyusun Laporan
(Sekretariat) ”| Pelaksanaan Kegiatan

Perangkat Daerah terkait (ANGGOTA TP-
UKS/M)
e Kepala dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
e Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah.
o Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
e Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Kepala Dinas Perikanan.
Kepala Dinas Pertanian.
Sekretaris pada DInas Kesehatan.
Sekretaris pada Dinas Pendidikan. dan Ja.dwal
Sekretaris pada BNK Kapuas Pembinaan
Ketua TP-PKK Kab. Kapuas UKS/M
Ketua PMI Kab. Kapuas
o Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kapuas
® [SM Wadah Bina Para Muda Sayap Kecil Kab.
Kapuas

Pelaksanaan
Pembinaan
UKS/M

\ 4

Menerima Surat

A 4

Sekolah yang dibina (TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs DAN SMA/MA)
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten Kapuas)

Bupati Kapuas

Penetapan SK BUPATI KAPUAS tentang
Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS)
Tingkat Kabupaten

A

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekda (Ketua
Harian)

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
(Sekretariat)

Mempersiapkan Surat dan
Jadwal Lomba Sekolah
Sehat (LSS) Tingkat Kab.

Kapuas

Perangkat Daerah terkait (ANGGOTA

TP-UKS/M)
Kepala dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman .
Kepala Dinas Perikanan .
Kepala Dinas Pertanian .
Sekretaris pada DInas Kesehatan.
Sekretaris pada Dinas Pendidikan.
Sekretaris pada BNK Kapuas
Ketua TP-PKK Kab. Kapuas
Ketua PMI Kab. Kapuas
Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kapuas
LSM Wadah Bina Para Muda Sayap Kecil Kab. Kapuas

Sekolah yang mengikuti Lomba
Sekolah Sehat (TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA)

Menerima Surat
dan Jadwal
Lomba Sekolah
Sehat (LSS)
Tingkat Kab.
Kapuas

\ 4

Pelaksanaan
Lomba Sekolah
Sehat sesuai
Jadwal

\ 4

Rekap Hasil Lomba dan membuat SK BUPATI
KAPUAS tentang Pemenang Lomba Sekolah
Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi)

Menyampaikan Surat

TP-UKS/M dan Jadwal Lomba

PROVINSI Sekolah Sehat Tk.

Provinsi Kalteng
A
v

TP-UKS/M Menyampaikan
KABUPATEN

KAPUAS Pemenang Lomba

i Sekolah Sehat Tingkat
(Asisten

Pemerintahan
dan Kesra, Setda
dan SKPD terkait)

Kabupaten Ke TP-UKS/M
Provinsi (Sekretariat Biro
Kesra Prov. Kalteng)

Sekolah yang
mengikuti Lomba
Sekolah Sehat
(TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs dan
SMA/MA)

Menerima Surat
dan Jadwal
Pelaksanaan

LOMBA Sekolah

Sehat (LSS) Tingkat

Provinsi Kalteng

Pelaksanaan Lomba
Sekolah Sehat (LSS) sesuai
Jadwal.

(TP-UKS/M Kab. Kapuas
mendampingi Tim Penilai
dari Provinsi Ke Sekolah
yang mengikuti Lomba
Sekolah Sehat)

v

Membuat dan Menetapkan
Pemenang LSS Tk. Provinsi

TP-UKS/M Kabupaten
Seluruh Peserta Lomba
menerima Hasil Lomba
Sekolah Sehat Tingkat
Provinsi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.03 Penyelenggaraan forum silahturahmi pemerintah daerah dan himpunan mahasiswa pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah

BUPATI KAPUAS

SEKDA
BAG. KESRA Merencanakan Kegiatan
Forum Silaturahmi
Pemerintah Daerah Dan
Himpunan Mahasiswa/
Pelajar Yang Menempuh
MAHASISWA Pendidikan Di Luar Daerah

Koordinasi pelaksanaan
Kegiatan Forum
Silaturahmi Pemerintah
Daerah Dan Himpunan
Mahasiswa/ Pelajar Yang
Menempuh Pendidikan
Di Luar Daerah

Koordinasi
dan
Penetapan
Waktu
Pelaksanaan

ANGGOTA DPRD
KAB. KAPUAS

SELURUH SKPD
KAB. KAPUAS

Pelaksanaan
Kegiatan Forum
Silaturahmi
Pemerintah
Daerah Dan
Himpunan
Mahasiswa/
Pelajar Yang
Menempuh
Pendidikan Di
Luar Daerah

Menerima Hasil
Laporan Kegiatan

v

Laporan Hasil
Kegiatan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.04 Penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi

Bupati Kapuas . .
P P Penetapan Penerimaan Beasiswa —

A

Tim Seleksi Beasiswa : Ya
e Sekda
e Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
e Bagian Kesejahteraan Rapat Pengum}lman Verifikasi Berkas Tidak
Rakyat Setda Persiapan PBenerlma Pendaftaran dan membuat v Menerima laporan
e Bagian Hukum Setda Penetapan B esaran Perangkingan pertanggung jawaban
. - easiswa ; . .
e Dinas Pendidikan Kk > Melengkapi dari mahasiswa
uota Besaran . ) ) '
e BAPPEDA Beasiswa > Adm1n1§tra51 Penerima Beasiswa
e Dinas Sosial Pencairan
e BKPSDM Beasiswa
A
Penjaringan pendaftaran
Beasiswa
BPKAD : _
Pencairan Beasiswa
N ‘
Tidak Va
Verifikasi
Bagian Keuangan Setda Pencairan
Mahasiswa
\ 4
Menyampaikan Laporan
> Mendaftar Beasiswa Menerima Beasiswa [—»{ Pertanggung Jawaban Dana
Beasiswa
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.02.CFM.05 Pelaksanaan sistem informasi, evaluasi pada bidang sosial dan kesehatan

Mempersiapkan SK, Jadwal dan

Bagian Kesejahteraan Surat Edaran Pelaksanaan sistem R
Rakyat Setda informasi, evaluasi pada bidang " Laporan
sosial dan kesehatan
BPJS A4
Dinas Kesehatan Pelaksanaan sistem
Dinas Sosial informasi, evaluasi pada
. Menyiapkan data- bldang sosial dan
Dinas Kepen.dl‘Jdukan dan data Pelaksanaan R kesehatan
Pencatatan Sipil sistem informasi,
BPKAD evaluasi pada bidang
BKPSDM sosial dan kesehatan
Bappeda
Inspektorat
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PETA RELASI

KPS.16.02

Administrasi pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat

KPS.16.02.CFM.01
Penguatan dan keterpautan
bidang ketenagakerjaan,

KPS.16.02.CFM.02
Penguatan manajemen tim
pembina UKS/M (Rapat

KPS.16.02.CFM.02
Penguatan manajemen tim
pembina UKS/M

KPS.16.02.CFM.02
Penguatan manajemen tim
pembina UKS/M (Lomba

KPS.16.02.CFM.02
Penguatan manajemen tim
pembina UKS/M (Lomba

transmigrasi dan P3APPKB Koordinasi) (Pembinaan UKS/M) Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Sekolah Sehat (LSS) Tingkat
Kabupaten Kapuas) Provinsi)
1. Bagian Kesejahteraan Sekretaris Daerah 1. Sekretaris Daerah 1. Bupati Kapuas TP-UKS/M PROVINSI
Rakyat Setda Asisten Pemerintahan dan 2. Asisten Pemerintahan 2. Sekretaris Daerah TP-UKS/M KABUPATEN
2. Dinas Transmigrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan 3. Asisten Pemerintahan dan KAPUAS (Asisten
3. Dinas Tenaga Kerja Sekda (Ketua Harian) Rakyat Sekda (Ketua Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dan Kesra,
4. Dinas P3APPKB Bagian Kesejahteraan Harian) Sekda (Ketua Harian) Setda dan SKPD terkait)
Rakyat Setda (Sekretariat 3. Bagian Kesejahteraan 4. Bagian Kesejahteraan Sekolah yang mengikuti
TP-UKS/M) Rakyat Setda Rakyat Setda (Sekretariat) Lomba Sekolah  Sehat
Perangkat Daerah terkait (Sekretariat) 5. Perangkat Daerah terkait (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs

(Anggota TP-UKS/M)

e Kepala Dinas Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga.
e Kepala Badan Perencanaan

pembangunan Daerah.

e Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
e Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman.

e Kepala Dinas Perikanan.
o Kepala Dinas Pertanian.
e Sekretaris pada Dinas Kesehatan.
o Sekretaris pada Dinas

Pendidikan.

e Sekretaris pada BNK Kapuas.

e Ketua TP-PKK Kab. Kapuas.

e Ketua PMI Kab. Kapuas

e Ketua Dewan Pendidikan Kab.

Kapuas

® |SM Wadah Bina Para Muda

Sayap Kecil Kab .Kapuas

4. Perangkat Daerah terkait
(Anggota-UKS/M)

e Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga.

e Kepala Badan
pembangunan Daerah.

e Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

e Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan ruang, Perumahan dan

Kawasan Pemukiman.

Kepala Dinas Perikanan.

Kepala Dinas Pertanian.

Sekretaris pada Dinas Kesehatan.

Sekretaris pada Dinas Pendidikan.

Sekretaris pada BNK Kapuas

Ketua TP-PKK Kab. Kapuas

Ketua PMI Kab. Kapuas

Ketua Dewan Pendidikan Kab.

Kapuas

e LSM Wadah Bina Para Muda Sayap
Kecil Kab. Kapuas

5. Sekolah yang dibina
(TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/MA)

Perencanaan

(Anggota-UKS/M)

e Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga.

e Kepala Badan Perencanaan
pembangunan Daerah.

e Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

e Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman

e Kepala Dinas Perikanan .

e Kepala Dinas Pertanian .

o Sekretaris pada DInas Kesehatan.

e Sekretaris pada Dinas Pendidikan.

o Sekretaris pada BNK Kapuas

e Ketua TP-PKK Kab. Kapuas

e Ketua PMI Kab. Kapuas

e Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kapuas

e LSM Wadah Bina Para Muda Sayap

Kecil Kab. Kapuas

6. Sekolah yang mengikuti
Lomba Sekolah Sehat
(TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/MA)

dan SMA/MA)
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KPS.16.02.CFM.03
Penyelenggaraan forum
silahturahmi pemerintah
daerah dan himpunan
mahasiswa pelajar yang
menempuh pendidikan di
luar daerah

KPS.16.02.CFM.04
Penyelenggaraan beasiswa
untuk mahasiswa berprestasi

KPS.16.02.CFM.05
Pelaksanaan sistem
informasi, evaluasi pada
bidang sosial dan kesehatan

Bupati Kapuas
Sekretaris Dareah

Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda

Mahasiswa

Anggota DPRD Kab.
Kapuas

Seluruh SKPD Kab. Kapuas

1. Bupati Kapuas
2. Tim Seleksi Beasiswa :
e Sekda
e Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
e Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda
e Bagian Hukum Setda
e Dinas Pendidikan
e BAPPEDA
e Dinas Sosial
e BKPSDM
3. BPKAD
4. Bagian Keuangan Setda
5. Mahasiswa

1. Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda

BPJS

Dinas Kesehatan

Dinas Sosial

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

BPKAD

BKPSDM

Bappeda

Inspektorat

vk wnN

L ®No
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.03.CFM.01 Pelaksanaan kebijakan kependudukan

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Merencanakan
kegiatan pelaksanaan
kebijakan
kependudukan

Membuatdokumen
kelengkapankegiatan
pelaksanaankebijakan

kependudukan

Persetujuandan
penandatanganan
dokumen kelengkapan
kegiatan pelaksanaan
kebijakan kependudukan

Dinas

Kependudukan Koordinasi terkait

dan Pencatatan 5| kegiatanpelaksanaan | |
Sipil Provinsi kebijakan
Kalimantan kependudukan

Tengah

Masyarakat

Pelaksanaan
kebijakan
kependudukan

Laporan kegiatan
Pelaksanaan
kebijakan
kependudukan

Moneyv kegiatan
Pelaksanaan
kebijakan
kependudukan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.03.CFM.02 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Dinas
Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Melakukan perencanaan kegiatan
penyusunan profil perkembangan
kependudukan Kabupaten Kapuas

Membuat dokumen
profil perkembangan
kependudukan
Kabupaten Kapuas

Persetujuan dan
penandatanganan dokumen
profii perkernbangan
kependudukan Kabupaten
Kapuas

Kementerian /
Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Koordinasiterkaitdata
bersih hasil konsolidasi
penduduk Kabupaten
Kapuas

Dinas Kesehatan

Koordinasiterkait data
keiahiran, kematian
ibudananak

Dinas Tenaga Kerja

Koordinasiterkait data
ketenagakerjaan
penduduk
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.03.CFM.03 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Merencanzan kegaan
pelayanan pendaftaran
penduduk

Menyi apkan dokurnen dan

perlengkapan kegatan
pelayanan pendaftaran

penduduk

|

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Koordinasi terkait
kegiatan pelayanan
pendaftaran penduduk

Masyarakat

Pelaksanaan kegiaan
pelayanan pendaftaran
penduduk

MonevKegatan
pelayanan pendaftaran
penduduk

Laporan pelaksanaan
kegiatan pelayanan
pendaftaran penduduk
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.03.CFM.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Merencanzkan kegiaan sosialisasi
kebijakan kependudukan dengan
membuat jadwal, peserta sosalisasi,
narasurmber, waktu dan termpat

pelaksanaan

Membuat dokumen
kelengkapan
pelaksanaan

sosialisasi

Persetujuandan
penandatanganan

dokurmenkelengkapan ||

pelaksanaan sosialisas

Kementerian /
Direktorat
Jenderal
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Provinsi
Kalimantan
Tengah

Koordinasi terkait
Materi dan
Narasumber

Kecamatan

Desa/fKelurahan

Masyarakat

Pelaksanaan sosialisas

kebijakan
kependudukan

s

Laporan Pelaksanaan
sosialisasi kebijakan
kependudukan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.03.CFM.05 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Merencanakankegiatan
pelayanan pencatatan sipil

Menyiapkan dokumen dan
perlengkapan kegiatan
pelayanan pencatatan sipil

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Koordinasiterkait
kegiatanpelayanan
pencatatan sipil

Masyarakat

Pelaksanaankegiatan
pelayanan pencatatan
sipil

Monev Kegiatan
pelayanan pencatatan
sipil

Laporan pelaksanaan
kegiatanpelayanan

nencatatan cinil
pencatatan siptl
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PETA RELASI

Penataan administrasi kependudukan

KPS.16.03

KPS.16.03.CFM.01
Pelaksanaan kebijakan
kependudukan

KPS.16.03.CFM.02
Pengolahan dalam
penyusunan laporan
informasi kependudukan

KPS.16.03.CFM.03
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan

KPS.16.03.CFM.04
Sosialisasi kebijakan
kependudukan

KPS.16.03.CFM.05
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
pencatatan sipil

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Tengah
Masyarakat

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kementerian / Direktorat
Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Dinas Kesehatan

Dinas Tenaga Kerja

w

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Masyarakat

v

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kementerian / Direktorat
Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Tengah
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Masyarakat

w

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Masyarakat
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.04.CFM.01 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

DPRD Penyampaian pokir
Perum
Bappeda i Menyu usan
Kabupaten verifi ang sun ) rancan
:”i Ya Kec Ya :x:;an Forum Lintas m.
Menyus an an akhir
un valida RKPD RKPD
rancang si Ya
OFD an awal
RKPD
Vi
Tidak
Kecamatan
Melaksa
N
Tidak musren Tidak
bang |
Tokoh e i
en
Masyarakat
LSM
Bappeda
Provinsi
Setda Penaapan
perbup
RKPD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.04.CFM.02 Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Melaksanakan Melaksanakan Membuat
Bappeda Kabupaten koordinasi Monitoring, laporan hasil
pengendalian Evaluasi dan kegiatan
perencanaan & penyusunan
pelaksanaan laporan berkala
laks

pembangunan daerah di e 9 e
Kabupaten gem :ngunan

Perangkat Daerah 5| daera

Bappeda Menerima Laporan
Provinsi/Pusat
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PETA RELASI

KPS.16.04.CFM.01
Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Daerah

KPS.16.04.CFM.02
Rapat Koordinasi

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

N AWM

DPRD

Bappeda Kabupaten
OPD

Kecamatan

Tokoh Masyarakat
LSM

Bappeda Provinsi
Setda

N

Bappeda Kabupaten
Perangkat Daerah
Bappeda Provinsi/Pusat

KPS.16.04
Perencanaan Pembangunan Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.05.CFM.01 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Menteri Dalam Negeri

Khusus :
e Pemberhentian dan

Pengangkatan KDH
e Izin Alasan Penting

Proses
Rekomendasi
Usulan Berkas

Pembuatan surat usulan Khusus : Proses
kepada Gubernur up. e PAW DPRD .
Gubernur
Kepala Biro e Cuti Kampanye/ i Il}sell:l(;r;lg;?li:ls
Pemerintahan dan Otda CDLTN
* A
Berkas 4
Lengk
Berkas K 1 diterima & engap Keputusan/
Biro Pemerintahan dan Otda Belum erkas usulan yang diterima Rekomendasi [ Penatausahaan
Lengkap diperiksa kelengkapan dan diterima
kesesuaian berkas
Kepala Daerah/ Pengajuan Melengkapi
. Usulan Berkas 4| kekurangan

Wakil Kepada Daerah e

fasilitasi usulan berkas

kegiatan

legislatif dan A
eksekutif
serta
Pejabat Legislatif pemerintahan Berkas
umum Belum
Lengkap
v
Pemeriksaan Pembuatan surat usulan Keputusan/
Bagian Pemerintahan — Kelengkapan p| kepada Gubernur up. Kepala Rekomendasi
Berkas Biro Pemerintahan dan diterima
Berkas Lengkap Otda
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.05.CFM.02 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

Bagian Hukum
Setda Menerima Disposisi

Pimpinan Untuk

Menganalisa/Menyusun Melakukan Laporan

v

Beracara dengan

Data/Dokumen Sebagai Upaya Hukum

\ 4

Surat Kuasa Khusus

Bahan Beracara

(SKK) 2
A
Semua Perangkat Koordinasi
Daerah dengan Beracara Menjalankan
Perangkat Dalam Putusan
Daerah Terkait Pengadilan Pengadilan
Tidak
Pengadilan
. . Ya
—®  Memberikan Informasi Putusan

v

/Data Terkait Perkara
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.05.CFM.03 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Laporan Temuan Hasil
BPK Pemeriksaaan BPK RI

l

BPKAD
Menerima Hasil
BAGIAN PERENCANAAN Pemeriksanaan dari
DAN KEUANGAN BPK
PADA SETDA
A
INSPEKTORAT

Hasil Jabawan BPK RI
yang tidak memenubhi
syarat di kembalikan ke
bagian Perencanaan
dan Keuangan Setda
untuk dilengkapi

Koordinasi dan
Konsultasi
Mengenai Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan

Pertemuan
dengan BPK RI
untuk
menindaklanjuti
hasil
pemeriksanaan
BPK RI

L

Laporan

Bila hasil jawaban dianggap
memenuhi  syarat maka
pemeriksanaan dianggap
selesai, dan apabila tidak
memenuhi syarat akan di
kembalikan ke Inspektorat
untuk disampaikan Kembali
ke Bagian Perencanaan dan

Keuangan agar di lengkapi.

A
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.05.CFM.04 Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pilkada

Pemerintah Pusat

Aplikasi
E-Desk Pilkada

Sosialisasi
pelaksanaan
PILKADA
Desk Pilkada Provinsi M -tM?lakUka: o Melaporkan informasi
ont 01;:515?}: 1s1past pelaksanaan PILKADA
Koordinasi
TNI dan POLRI Pelaksanaan
PILKADA dengan
berpedoman pada
h 4 penyelenggaraan v
. ketertiban N
Sosialisasi Fasilitasi ’ Inventarisasi Masalah Operator melakukan . )
Desk Pilkada Kabupaten pelaksanaan Pelaksanaan kettle(ntraman dan dan Pemantauan entry data partisipasi Mgi‘;gﬂi::;{fggi
PILKADA Koordinasi dan camanan pelaksanaan PILKADA pemilih P
Konsultasi
untuk
mengatasi hal-
KPU Kabupaten Kapuas hal teknis
PILKADA
Memberikan Mengumpulkan dan
Petugas Kecamatan informasi Me.n.glrlr.n Dat.a.
kepada Partisipasi Pemilih
masyarakat per Desa/Kel/TPS
mengenai .i.
penggunaan
hak pllihnya Mencatat
Petugas Desa/Kelurahan dalam Data Partisipasi
PILKADA Pemilih di TPS
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.05.CFM.05 Pengelolaan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara

KPK

Regulasi tentang Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN)

Ya
Verifikasi

»

Data LHKPN

Tidak

Penetapan Status LHKPN
Lengkap
(diumumkan Lengkap)

Sekretariat Daerah
(Bagian  Organisasi
dulu) /

Inspektorat  (saat
ini, Admin Instansi)

Menyiapkan Surat
permintaan data wajib
LHKPN, membuat akun

admin unit kerja, membuat
pemutahiran daftar PN/WL

Verifikasi
data WL

Tidak

Ya

—

Penetapan Jumlah WL dan
LHKPN

Admin memantau
Proses Pelaporan

Instansi  Perangkat
Daerah (Admin Unit
Kerja)

Penyampaian data akun,
membuat pemutahiran
daftar PN/WL, Input LHKPN

Pegawai PNS dan
Pejabat Negara (PN)
Wajib Lapor (WL)

Input data Pelaporan online
e-LHKPN dan Input perbaikan
laporan sebelumnya

A A
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PETA RELASI

KPS.16.05

Peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH

KPS.16.05.CFM.01
Pengendalian manajemen

KPS.16.05.CFM.02
Penanganan kasus pada

KPS.16.05.CFM.03
Tindak lanjut hasil temuan

KPS.16.05.CFM.04
Dukungan Elemen Satuan

KPS.16.05.CFM.05

Pengelolaan pelaporan harta

pelaksanaan kebijakan KDH wilayah pemerintahan pengawasan Kerja (Desk) Pilkada kekayaan penyelenggaraan
dibawahnya negara

1. Menteri Dalam Negeri 1. Bagian Hukum Setda 1. BPK 1. Pemerintah Pusat KPK

2. Gubernur 2. Semua Perangkat Daerah 2. BPKAD 2. Desk Pilkada Provinsi Sekretariat Daerah (Bagian

3. Biro Pemerintahan dan 3. Pengadilan 3. Bagian Perencanaan Dan 3. TNIdan POLRI Organisasi dulu) /n
Otda Keuangan Pada Setda 4. Desk Pilkada Kabupaten Inspektorat (saat  ini,

4. Kepala Daerah/ 4. Inspektorat 5. KPU Kabupaten Kapuas Admin Instansi)

5. Wakil Kepada Daerah 6. Petugas Kecamatan Instansi Perangkat Daerah

6. Pejabat Legislatif 7. Petugas Desa/Kelurahan (Admin Unit Kerja)

7. Bagian Pemerintahan Pegawai PNS dan Pejabat

Negara (PN) Wajib Lapor
(WL)
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.06.CFM.01 Pemberian Bantuan dan Beasiswa Bibit Unggul Daerah

LEMBAGA DIKLAT

Regulasi tentang Penyelenggaraan
dan jadwal dan pelatihan

ASN / Pegawai PNS

Menyiapkan, mengumpulkan
dan input data berkas
persyaratan pendaftaran
melalui registrasi online

Inspektorat Daerah

v

Koordinasi, Persiapan dan
penyusunan rencana kebutuhan
Diklat, peserta, penganggaran, Surat,
usulan, jadwal

Pelaksanaan
Diklat
Sertifikasi
Pengawasan

v

Penyusunan Laporan

Evaluasi hasil
Diklat Mandiri
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.06.CFM.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

BPKP / LEMBAGA DIKLAT

Regulasi tentang Penyelenggaraan
dan jadwal dan pelatihan

ASN / Pegawai PNS

Menyiapkan, mengumpulkan
dan input data berkas
persyaratan pendaftaran
melalui registrasi online

Inspektorat Daerah

v

Koordinasi, Persiapan dan
penyusunan rencana kebutuhan
Diklat, peserta, penganggaran, Surat,
usulan, jadwal

Pelaksanaan
Diklat Teknis
Pengawasan

A 4

Penyusunan
Laporan

Evaluasi hasil
Diklat Mandiri
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PETA RELASI

KPS.16.06
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
KPS.16.06.CFM.01 KPS.16.06.CFM.02
Pemberian Bantuan dan Pelatihan teknis
Beasiswa Bibit Unggul pengawasan dan penilaian
Daerah akuntabilitas kinerja
1. LEMBAGA DKLAT 4. BPKP /LEMBAGA DKLAT
2. ASN / Pegawai PNS 5. ASN / Pegawai PNS
3. Inspektorat Daerah 6. Inspektorat Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.01 Peningkatan pengelolaan anggaran daerah

BPKAD

MULAI

A 4

Membuat surat edaran tentang
pengelolaan anggaran daerah yang
sesuai dengan peraturan yang ada

Semua Perangkat Daerah

Melaksanakan pengelolaan anggaran
sesuai dengan surat edaran yang
dikeluarkan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.02 Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Perubahannya

BPKAD

MULAI

Menyusun rencana kerja dan
anggaran Perangkat Daerah dan
Perubahannya

Semua Perangkat Daerah

Melakukan evaluasi dan
pendampingan ke Perangkat
Daerah dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran
dan perubahannya

Mencetak Rencana Kerja dan
Anggaran yang telah dievaluasi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.03 Pemeliharaan Jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

Dinas meminta BPKP Pewakilan Kalteng
untuk melakukan pengecekan dan
pemeliharaan jaringan dan aplikasi

pengelolaan keuangan daerah

MULAI

BPKAD

v

BPKP Pewakilan Kalteng melakukan
BPKP Pewakilan Kalteng pengecekan dan pemeliharaan jaringan dan
aplikasi pengelolaan keuangan daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.04 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Semua
Perangkat Daerah
. Evaluasi
Bagian Hukum N P::':;ap""
Setda Penyempurnaar rda ttg
Gubernur APBD
— Penyusunan )
m san ] Pembahasan Provinsi Hasil
o RKA SKPD | | Eval -
FATRFRRER bersama Kalimantan -
Dalcnes cancan dan RKA PPKD G
BPKAD Rancangan [ i ga i > Perda Tengah u ur
KUA/PPAS serta
/ KUA/PPAS | | Provinsi
tentang atas
i — Penyusunan | = ;
un RAPBD Perda Tt
. R Rancangan - -
Bappeda disepakati untuk g Tengah
oleh Perda tentang =
Disetujui RAPBD dan atas
- APBD - _—
Kepala Daerah Perda
Bersama Ranc
dan DPRD
Inspektorat antara Peikada tentang
menjadi Miicite Dol s RAPED dan
KUA/PPAS [ — — Ranc
/ dan DPRD Penjabaran
Perkada
BPPRD APSD
tentang
Penjabaran
Disampaikan APBD
DPRD > ke DPRD |
untuk dibahas
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.16.07.CFM.05 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Semua
Perangkat Dacrah
Bagian Hukum
Sctda
Pembahasan
bersama
BPKAD Perda
tentang
RAPBD
Bappeda untuk
Disetujui
Bersama
Inspektorat antara
Kepala Daerah|
dan DPRD
BPPRD
DPRD

atas
Perda
tentang

RAPBD dan

Penyempurnaar

Hasil
Evaluasi

Gubemur

atas

Perda

tentang
RAPBD dan

Perkada

tentang

Penjabaran

APBD

Penetapan
Perkada ttg
Penjabaran APBD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Semua

Perangkat Dacrah

Bagian Hukum
Sctda

Penyusunan
Dokumen
BPKAD ‘ Ranc Peru
KUA/

rubahan PP,
Bappeda
Inspektorat
BPPRD

Disampaikan

DPRD ke DPRD

untuk dibahas

Pembahasan
bersama
Rancangan
Perubahan
KUA/PPAS
untulk
disepakati
oleh
Kepala Daerah
dan DPRD
menjadi
Perubahan

KUA/PPAS

Penyusunan

RKA Perubahan

JRKA Perubahary

[+
E

Perubahan

|Kepala Daerah
dan DPRD

ke DPRD

untuk dib

Evaluasi

Gubernur

Tengah
atas

Perda

Penjabaran
APBD
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PETA LINTAS FUNGSI

| KPS.16.07.CFM.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Semua
Perangkat Dacrah
) Evaluasi Penetapan
Bagian Hukum o Perkada ttg
Setda Pembahasan Gubernur Penyempurnaar Paruhaban
o Hasil penjabaran APBD
bersama Provin
B | Evaluasi
Perda Kalimantan
Tengah Gubernur
tentan
BPKAD g o Provimst
Randangan Perda Kalimantan
Perubahan tentang Tengah
=+ Rancangan = atas
Bappeda APBD
Perubahan Perda B
untuk
Disetujui
S Ranc Rancangan
ama Perkada
Inspektorat Bers. Perubahan
antara NN APBD dan
Perubahan
Kepala Daerah|™ — Ranc
Penjabaran Kad
dan DPRD APED
Perubahan
Penjabaran
APBD
DPRD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.08 Pemutahiran analisis standar belanja

BPKAD

MULAI

\ 4

Melakukan analisis
standar belanja yang
perlu dimutahirkan

\4

Melakukan pemutahiran
standar belanja sesuai
dengan data dari Perangkat
Daerah

Semua Perangkat Daerah

\ 4

Memberikan data
standar belanja pada
dinas masing-masing
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.09 Monitoring dan evaluasi penerimaan dana hibah dan bansos

BPKAD

MULAI

Melakukan monitoring dan evaluasi
penerimaan dana hibah dan bansos

Penerima Dana Hibah dan
Bansos (Masyarakat dan
Ormas)

Menyiapakan data-data yang
diperlukan untuk monitoring dan
evaluasi dana hibah dan bansos
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PETA RELASI

KPS.16.07

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pemerintah daerah

KPS.16.07.CFM.01
Peningkatan pengelolaan
anggaran daerah

KPS.16.07.CFM.02
Evaluasi dan asistensi
penyusunan rencana kerja
dan anggaran Perangkat
Daerah dan Perubahannya

KPS.16.07.CFM.03
Pemeliharaan jaringan dan
aplikasi pengelolaan
keuangan daerah

KPS.16.07.CFM.04
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD

KPS.16.07.CFM.05
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

1. BPKAD
2. Semua Perangkat Daerah

1. BPKAD
2. Semua Perangkat Daerah

1. BPKAD
2. BPKP Pewakilan Kalteng

Semua Perangkat Daerah
Bagian Hukum Setda
BPKAD

BAPPEDA

Inspektorat

BPPRD

DPRD

Nou,k,wnpeE

Noup,kwnNpeE

Semua Perangkat Daerah
Bagian Hukum Setda
BPKAD

BAPPEDA

Inspektorat

BPPRD

DPRD

KPS.16.07.CFM.06
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang

KPS.16.07.CFM.07
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang

KPS.16.07.CFM.08
Pemutahiran analisis standar
belanja

KPS.16.07.CFM.09
Monitoring dan evaluasi
penerimaan dana hibah dan

Perubahan APBD penjabaran Perubahan APBD bansos
1. Semua Perangkat Daerah 1. Semua Perangkat Daerah 1. BPKAD 1. BPKAD
2. Bagian Hukum Setda 2. Bagian Hukum Setda 2. Semua Perangkat Daerah 2. Penerima Dana Hibah dan
3. BPKAD 3. BPKAD Bansos
4. BAPPEDA 4. BAPPEDA
5. Inspektorat 5. Inspektorat
6. BPPRD 6. BPPRD
7. DPRD 7. DPRD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.08.CFM.01 Penyelesaian Usul Status Pegawai

Bagian Umum
Setda Pendataan dan
verifikasi data
PNS yang belum >
diambil sumpah
janji
BKPSDM
Bagian Hukum
Setda
v
Koordinasi

Bagian Keuangan
Setda

terkait anggaran

pelaksanaan keg.
sumpah janji
sebagai PNS

Koordinasi
Pelaksanaan
pengambilan
Sumpabh Janji

Penyusunan SK
Bupati Kapuas,
sumpah janji

A 4

Laporan
Pelaksanaan

Kementerian
Agama

\4

Koordinasi
sebagai saksi
PNS dan yang

mengambil
sumpah janji

sebagai PNS Pelaksanaan
Sumpabh Janji
PNS
7}
y
Fasilitasi
Penetapan SK
Bupati Kapuas,
sumpah janji
sebagai PNS
saksi PNS dan

yang mengambil
sumpah janji
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PETA RELASI

KPS.16.08
Pembinaan dan Pengembangan aparatur

KPS.16.08.CFM.01
Penyelesaian Usul Status
Pegawai

Bagian Umum Setda
BKPSDM

Bagian Hukum Setda
Bagian Keuangan Setda
Kementerian Agama

vk wn e
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.01.CFM.01 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

BPKAD MULAl | ——3| Melakukan persiapan sosialisasi
tentang pengeluaran keuangan

BPKP Kalteng Koordinasi dengan BPKP dalam
pelaksanaan Sosialisasi tentang
pengelolaan Keuangan Daerah

Semua Perangkat Daerah Sosialisasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.01.CFM.02 Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah

BPKAD

MULAI

Membuat Surat Edaran
Monitoring dan Evaluasi

Menyiapkan data-data Keuangan

Penatausahaan Keuangan
Daerah

Perangkat Daerah

Semua Perangkat Daerah

Menyiapkan data-data Keuangan
Perangkat Daerah yang akan
dimonitoring dan dievaluasi

\ 4

Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi
Penatausahaan Keuangan
Perangkat Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.01.CFM.03 Penyusunan Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)

Semua MULAI . Penyusunan Laporan
Perangkat Daerah Keuangan
v
Laporan Keuangan Pemerintah Laporan Keuangan Pemerintah
BPKAD —> >
Daerah Kab. Kapuas (LKPD) Daerah Kab. Kapuas
Penyusunan

Laporan Keuangan
. »| Pemerintah Daerah
Kab. Kapuas (LKPD)

Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan

BPKP Perangkat Daerah Kab.

Kapuas (LKPD)

v

Review Laporan Keuangan
Inspektorat Pemerintah Daerah Kab. ||
Kapuas (LKPD)

Melakukan Pemeriksaan Laporan
BPK Rl Kalteng Keuangan Pemerintah Daerah |
Kab. Kapuas (LKPD)

Kementerian
Keuangan

Pelaporan
Kementerian Dalam dan Regulasi
Negeri
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.01.CFM.04 Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kapuas

BPKAD

MULAI

Membuat Surat Edaran
Penyusunan laporan semesteran

\ 4

dan prognosis realisasi anggaran
pemerintah daerah Kab. Kapuas

Menyiapkan data-data

Penyusunan laporan semesteran
dan prognosis realisasi anggaran
pemerintah daerah Kab. Kapuas

Semua Perangkat Daerah

Menyiapkan data-data Penyusunan
laporan semesteran dan prognosis
realisasi anggaran pemerintah
daerah Kab. Kapuas

\ 4

Pelaksanaan Penyusunan
laporan semesteran dan
prognosis realisasi anggaran
pemerintah daerah Kab.
Kapuas
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.01.CFM.05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Semua
Perangkat Daerah

MULAI

Penyiapan data pertanggungjawaban

\4

Pelaksanaan APBD

BPKAD

v

Kompilasi data dari Perangkat
Daerah dan Penyusunan Laporan

pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Bagian Hukum
Setda

Koreksi Awal
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

DPRD

Penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Pembahasan

Gubernur Kalteng

A

Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kementerian
Keuangan

Penyampaian Laporan

Kementerian Dalam
Negeri

Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.01.CFM.06 Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Semua
Perangkat Daerah

MULAI

Penyiapan data pertanggungjawaban

\4

Pelaksanaan APBD

BPKAD

v

Kompilasi data dari Perangkat
Daerah dan Penyusunan Laporan

pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Bagian Hukum
Setda

Penyampaian Laporan

Koreksi Awal

\ Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Pelaksanaan APBD Pembahasan

DPRD

Gubernur Kalteng

A

Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kementerian
Keuangan

Kementerian Dalam
Negeri

Penyampaian Laporan Peraturan Kepala

Daerah tentang pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.01.CFM.07 Pengelolaan laporan keuangan semesteran , prognosis dan akhir tahun

BPKAD

MULAI

Membuat Surat Edaran
Pengelolaan laporan keuangan

\ 4

semesteran, prognosis dan akhir
tahun

Menyiapkan data-data

Pengelolaan laporan keuangan
semesteran, prognosis dan akhir

tahun

Semua Perangkat Daerah

Menyiapkan data-data Pengelolaan
laporan keuangan semesteran,
prognosis dan akhir tahun

\ 4

Pelaksanaan Pengelolaan
laporan keuangan
semesteran, prognosis dan
akhir tahun
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PETA RELASI

KPS.17.01

Peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah

KPS.17.01.CFM.01

Sosialisasi paket regulasi

tentang pengelolaan

KPS.17.01.CFM.02
Monitoring dan evaluasi
penatausahaan keuangan

KPS.17.01.CFM.03
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah

KPS.17.01.CFM.04
Penyusunan laporan
semesteran dan prognosis

KPS.17.01.CFM.05
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang

keuangan daerah daerah Daerah Kabupaten Kapuas realisasi anggaran pertanggungjawaban
(LKPD) pemerintah daerah pelaksanaan APBD
Kabupaten Kapuas
1. BPKAD 1. BPKAD Semua Perangkat Daerah 1. BPKAD Semua Perangkat Daerah
2. BPKP Kalteng 2. Semua Perangkat Daerah BPKAD 2. Semua Perangkat Daerah BPKAD
3. Semua Perangkat Daerah BPKP Bagian Hukum Setda
Inspektorat DPRD

NoupkwnNe

BPK Rl Kalteng
Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam
Negeri

Nou,srwWDNE

Gubernur Kalteng
Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam Negeri

KPS.17.01.CFM.06

Penyusunan rancangan
peraturan Kepala Daerah

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

KPS.17.01.CFM.07
Pengelolaan laporan
keuangan semesteran,
prognosis dan akhir tahun

NoubkhwnNnpeE

Semua Perangkat Daerah
BPKAD

Bagian Hukum Setda
DPRD

Gubernur Kalteng
Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam
Negeri

1.
2.

BPKAD
Semua Perangkat Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.02.CFM.01 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Menyampaikan surat permintaan data
kebutuhan penyusunan dokumen

Menyusun  data/informasi  kebutuhan

Bappeda penyusunan dokumen perencanaan
perencanaan
Menyiapkan data/informasi kebutuhan
OPD penyusunan dokumen perencanaan
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PETA RELASI

KPS.17.02
Pembangunan Data/Informasi

KPS.17.02.CFM.01
Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan

1. Bappeda
2. OPD (Organisasi
Perangkat Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.01

Penyusunan Standar Harga

Membuat surat edaran untuk

Melakukan kompilasi data

Mulai »| menyampaikan data Standar standar harga barang di Penyusunan data standar
BPKAD Harga Barang dimasing- masing-masing perangkat harga barang
masing Perangkat Daerah daerah
v
Perangkat Daerah Menyiapkan data standar
harga barang

Melakukan koreksi

Bagian Hukum Buku Standar Harga

Kepala Daerah

\ 4

Melakukan penandatanganan
Buku Standar Harga Barang
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.02 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
. BPKAD melakukan
BPKAD Mulai »  pendampingan ke perangkat

daerah guna meningkatkan
manajemen aset/barang daerah

\ Meningkatkan manajemen aset

sesuai dengan arahan dan Manajemen Aset/. barang
aturan yang telah diberikan tim daerah yang sesuai dengan
Aset dari BPKAD aturan yang ada

Perangkat Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.03

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

Perangkat Daerah

Perangkat daerah mengsulkan
aset/barang daerah yang
direncakan dihapuskan atau
dilelang/kerjasamakan

Mulai

A\ 4

\ 4

BPKAD Melakukan koordinasi dan -
pengecekan aset/barang daerah Melakukan -
yang akan dihapus atau dilelang \ pengecekan dan Mengeluarkan
penilaian nilai hasil penilaian
dari aset/barang aset/barang
daerah yang akan daerah
Penilai Pemerintah dinilai
(KPKNL)/Penilai Publik (KJPP
v
Menetapkan
Kepala Daerah nilai hasil »| Di Kerjasamakan
penilaian

KPKNL

Y

Di Lelang
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.04

Penyusunan sistem informasi barang milik daerah

Perangkat Daerah

Melakukan penginputan data
aset/barang perangkat daerah ke
sistem aplikasi barang

Mulai

\ 4

BPKAD

A 4

Melakukan koreksi/pengecekan hasil
inputan data aset/barang perangkat
daerah ke sistem aplikasi barang
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.05

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

BPKAD

Mulai

Membuat surat edaran untuk
> menyampaikan data

kebutuhan barang dimasing-
masing Perangkat Daerah

\4

Melakukan kompilasi data
kebutuhan barang di masing-
masing perangkat daerah

A 4

Penyusunan dan telahaan
perencanaan kebutuhan
barang milik daerah

Perangkat Daerah

A 4

Menyiapkan data perencanaan

kebutuhan barang milik daerah

Bagian Hukum

Y

Melakukan koreksi
Buku perencanaan
kebutuhan Barang

Sekda

L 2

Menetapkan dokumen/Buku
perencanaan kebutuhan
Barang
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.06

Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah

Perangkat Daerah

Mulai

Perangkat daerah membuat

surat usulan penghapusan,
pengamanan ke bidang Aset
BPKAD

BPKAD

A 4

Bidang Aset melakukan pemeriksaan
surat-surat maupun fisik aset/barang milik
daerah yang akan laporkan diamankan

BPN Kapuas

BPKAD/SKPD/BPN
melakukan pengecekan
lapangan terhadap
aset/barang milik daerah
yang diusulkan untuk
dihapuskan/
disertifikatkan

Sertifikat disimpan di

BPKAD di Bidang
ASET

\ 4

BPN mengeluarkan
sertifikat Aset/barang
yang diusulkan

Kepala Daerah

Menetapkan
persetujuan
penghapusan
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.07

Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

BPKAD

BPKAD Bidang Aset
Mulai menginventarisasi barang milik

daerah yang akan ditata,
dimanfaatkan di perangkat daerah \

Perangkat Daerah

BPKAD Bidang Aset
dan Perangkat Daerah
melakukan pengecekan
barang milik daerah
yang akan ditata,
dimanfaatkan

penggunaan guna
menambah PAD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.08

Monitoring dan evaluasi laporan barang milik daerah perangkat daerah

BPKAD

BPKAD menyusun surat ke

Mulai

monitoring dan evaluasi

Perangkat Daerah untuk melakukan

.

Perangkat Daerah

Perangkat daerah
menyiapkan data aset
yang akan dilakukan

monitoring dan
evaluasi serta tim
BPKAD melakukan
monitoring dan
evaluasi

BPKAD melakukan
pengumpulan data
yang didapat dari

Perangkat Daerah dan
melakukan koreksi-
koreksi
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.09

Inventarisasi/sensus barang milik daerah

BPKAD

BPKAD Bidang Aset membuat

Mulai surat ke Perangkat Daerah untuk

melakukan inventarisasi/sensus
barang milik daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah menyiapkan
daftar-daftar Aset yang akan
dilakukan inventarisasi/sensus

Tim Aset BPKAD dan
Perangkat Daerah
melakukan pengecekan
fisik daftar Aset
Perangkat Daerah

K

Tim Aset BPKAD melakukan
penambahan Inventarisasi Aset terbaru
setelah dilakukan inventarisasi/sensus
barang milik daerah
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PETA RELASI

KPS.17.03

Pengelolaan aset pemerintah daerah

KPS.17.03.CFM.01
Penyusunan standar barang

KPS.17.03.CFM.02
Peningkatan manajemen
aset/barang daerah

KPS.17.03.CFM.03
Revaluasi/appraisal
aset/barang daerah

KPS.17.03.CFM.04
Penyusunan sistem informasi
barang daerah

KPS.17.03.CFM.05
Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah

BPKAD

Perangkat Daerah
Bagian Hukum Setda
Kepala Daerah

PwnNpE

1. BPKAD
2. Perangkat Daerah

1. Perangkat Daerah

BPKAD

3. Penilai Pemerintah
(KPKNL)/Penilai Publik

N

(KJPP
4. Kepala Daerah
5. KPKNL

1. Perangkat Daerah
2. BPKAD

PwnNpE

BPKAD

Perangkat Daerah
Bagian Hukum Setda
Sekretaris Daerah

KPS.17.03.CFM.06
Penataan, pengamanan dan

KPS.17.03.CFM.07
Penataan, penguasaan,

KPS.17.03.CFM.08
Monitoring dan evaluasi

KPS.17.03.CFM.09
nventarisasi/sensus barang

penghapusan barang milik pemilikan, penggunaan dan laporan barang milik daerah milik daerah
daerah pemanfaatan tanah perangkat daerah
1. Perangkat Daerah 1. BPKAD 1. BPKAD 1. BPKAD
2. BPKAD 2. Perangkat Daerah 2. Perangkat Daerah 2. Perangkat Daerah
3. BPN Kapuas
4. Kepala Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.18.01.CFM.01 Pendidikan dan pelatihan formal

BKPSDM

Mengusulkan
Peserta Diklat
Formal

Proses Adminstrasi
Surat Pemanggilan
Y Peserta Diklat
Formal ke masing-
masing OPD

Menyusun Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pengiriman peserta
Diklat Formal

\ 4

Persetujuan

Penetapan usulan Surat
SEKRETARIS DAERAH peserta Diklat Pemanggilan
Formal Peserta Diklat
Formal
v -Pelaksanaan
Penetapan Diklat Formal
BPSDM PROVINSI Peserta | | - Penerbitan
Diklat Sertifikat Diklat
Formal Formal
OPD Proses
Pemanggilan —

Peserta di Masing-

Masing OPD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.18.01.CFM.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

BKPSDM
Persi - dwal Menyusun Laporan
erma;;lan]a W‘;’ »  Pelaksanaan Kegiatan
tempat arasumbper Sosialisasi Peraturan
dan Tema Sosialisasi
Badan
Kepegawaian Koordinasi terkait Pelaksanaan
Negara (BKN) . Materi dan R Kegiatan
d Narasumber g Sosialisasi
Peraturan

Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten
Kapuas
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.18.01.CFM.03 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

BKPSDM

Mengusulkan
Peserta Diklat

Proses Adminstrasi
Surat Pemanggilan
Peserta Diklat Pim

Menyusun Laporan
Pelaksanaan

> Kegiatan Pengiriman
Pim II, IIl dan IV I, Il dan IV ke peserta Diklat Pim II,
masing-masing OPD [l dan IV
A v
Persetujuan
Penetapan usulan Surat
BUPATI peserta Diklat Pemanggilan

Pim II, lll dan IV

Peserta Diklat
Pim II, III dan IV

BPSDM PROVINSI

\ 4

Penetapan
Peserta
Diklat Pim
I1, Il dan IV

-Pelaksanaan Diklat
Pim II, IIl dan IV
- Penerbitan Surat
Tanda Tamat
Pelatihan (STTP)

OPD

Proses
Pemanggilan
Peserta di Masing-
Masing OPD
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.18.01.CFM.04 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

BKPSDM

Mengusulkan
Peserta Ujian
Dinas / UKPPI

—>|

Pembuatan Surat
Pemberitahuan
Peserta Ujian Dinas
/ UKPPI ke masing-
masing OPD

Menyusun Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan Pengiriman
peserta Diklat Ujian
Dinas / UKPPI

\ 4

Penandatanganan
Penetapan usulan Surat
SEKRETARIS DAERAH peserta Ujian Pemberitahuan
Dinas / UKPPI Peserta Ujan
Dinas / UKPPI
A
-Pelaksanaan Ujian
Penetapan Dinas / UKPPI
BKD PROVINSI Peserta - Penerbitan
Ujian Dinas Sertifikat Lulus
/ UKPPI Ujian Dinas / UKPPI
OPD Proses
Pemberitahuan [—
Peserta di Masing-
Masing OPD

339




PETA LINTAS FUNGSI

KPS.18.01.CFM.05 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS daerah

BKPSDM

Mengusulkan
Peserta Diklat
Prajabatan

Proses Adminstrasi
Surat Pemanggilan

Y Peserta Diklat

Prajabatan ke
masing-masing OPD

Menyusun Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pengiriman peserta
Diklat Prajabatan

\ 4

Persetujuan
Penetapan usulan Surat
SEKRETARIS DAERAH peserta Diklat Pemanggilan
Prajabatan Peserta Diklat
Prajabatan
Y -Pelaksanaan
Penetapan Diklat Prajabatan
BPSDM PROVINSI Peserta - Penerbitan Surat
Diklat Tanda Tamat
Prajabatan Pelatihan (STTP)
OPD Proses
Pemanggilan —
Peserta di Masing-
Masing OPD
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PETA RELASI

KPS.18.01

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

KPS.18.01.CFM.01
Pendidikan dan pelatihan

KPS.18.01.CFM.02
Sosialisasi peraturan

KPS.18.01.CFM.03
Pendidikan dan pelatihan

KPS.18.01.CFM.04
Peningkatan keterampilan

KPS.18.01.CFM.05
Pendidikan dan pelatihan

formal perundang-undangan struktural bagi PNS daerah dan profesionalisme Prajabatan bagi calon PNS
daerah
1. BKPSDM BKPSDM 1. BKPSDM 1. BKPSDM 1. BKPSDM
2. Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian 2. Bupati 2. Sekretaris Daerah 2. Sekretaris Daerah
3. BPSDM Provinsi Negara (BKN) 3. BPSDM Provinsi 3. BKD Provinsi 3. BPSDM Provinsi
4. OPD diLingkungan Pegawai Negeri Sipil di 4. OPD di Lingkungan 4. OPD diLingkungan 4. OPD diLingkungan

Pemerintah Kabupaten
Kapuas

Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas

Pemerintah Kabupaten
Kapuas

Pemerintah Kabupaten
Kapuas

Pemerintah Kabupaten
Kapuas
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.19.01.CFM.01 Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Rapat NSK perIIDetapén Tindak
Koordinasi ama bomaian Pengaktifan I —» Lanjut Laporan
Internal ™ dan Sub ™ Sub Domain [ Monitoring Evaluasi

Domain

Semua Perangkat
Daerah .
Koordinasi Evaluasi
penetapan
Nama Domaian [__| —
dan Sub

Domain
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PETA RELASI

KPS.19.01
Pengelolaan Aplikasi Informatika

KPS.19.01.CFM.01
Layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga,

pelayanan publik, dan
kegiatan dilingkungan
Pemerintah Daerah

1. Dinas Komunikasi dan
Informatika
2. Semua Perangkat Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.19.02.CFM.01 Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Merumuskan
tata kelola
keamanan
informasi

Penyusunan
Dokumen tata
kelola
keamanan
informasi

—

Dokumen tata
kelola keamanan
informasi

Semua Perangkat
Daerah

A

Rapat
Koordinasi

Bupati

Penetapan
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PETA RELASI

KPS.19.02
Penyelenggaraan Pengamaman Informasi Daerah

KPS.19.02.CFM.01
Penyusunan kebijakan tata
kelola keamanan informasi

1. Dinas Komunikasi dan

Informatika
2. Semua Perangkat Daerah
3. Bupati
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PETA LINTAS FUNGSI

KPS.19.03.CFM.01 Pengolahan data statistik sektoral

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Pemetaan Kebutuhan
Data Statistik Sektoral

\4

Permintaan Data
Sektoral

Semua Perangkat
Daerah

\ 4

Penyampaian
Data Sektoral

Validasi
Data
Sektoral

Pengolahan
Data
Sektoral

Penyusunan
Dokumen Data
Statistik
Sektoral
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PETA RELASI

KPS.19.03
Penyelenggaraan Statistik Sektoral

KPS.19.03.CFM.01 I
Pengolahan data statistik
sektoral

1. Dinas Komunikasi dan
Informatika
2. Semua Perangkat Daerah

‘RI‘*}@PUAS, :
1
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